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ABSTRAK

Pensiun dini dapat diajukan ketika tenaga kerja
sudah memasuki masa kerja minimal 20 (dua puluh) tahun
dan untuk usia pensiun biasa minimal mencapai usia 50
(lima puluh) tahun. Namun pada pelaksanaanya
pemberikan hak pensiun oleh perusahaan kepada tenaga
kerja masih terdapat kendala dalam pelaksaannya seperti
perbedaan keinginan antara pimpinan perusahaan dengan
tenaga kerja. Hal inilah yang menyebabkan tidak
seimbangnya antara peraturan perundang-undangan yang
berlaku, Perjanjian kerja bersama dengan pelaksanaan
yang terjadi di PT. Cikarang Presisi.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis
adalah penelitian lapangan dan menggunakan pendekatan
yuridis empiris dengan pedekatan yuridis sosiologis serta
dokumentasi terhadap data sekunder dan bahan hukum
yang berkaitan dengan permasalahan ini.

Hasil Penelitian ini  menunjukan bahwa
problematika yang terjadi mengenai pensiun dini ini
dikarenakan pelaksanaan pensiun dini tidak sesuai dengan
Pasal 53 Perjanjian Kerja Bersama PT. Cikarang Presisi
yakni pekerja yang sudah mencapai usia kerja 20 (dua
puluh) tahun dapat ,mengajukan permohonan pensiun dini
namun pada pelaksanananya hal tersebut tidak
terimplementasi dengan benar sesuai dengan Perjanjian
Kerja Bersama dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 Tentang Ketenagakerjaan. Terhadap ketidaksesuaian
tersebut maka diperlukan mengajukan Upaya penyelesaian
perselisihan hubungan industrial sebagaimana Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian
Perselsihan Hubungan Industrial.

Kata Kunci: Pensiun Dini, Pekerja Tetap, PT.
Cikarang Presisi.
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ABSTRACT

Early retirement can be submitted when the workforce has
entered a minimum working period of 20 (twenty) years and for
ordinary retirement age the minimum is 50 (fifty) years. However,
in the implementation of the granting of pension rights by the
company to the workforce, there are still obstacles in its
implementation, such as the difference in the wishes of the
company's leadership and the workforce. This is what causes an
imbalance between the applicable laws and regulations, the
collective labor agreement with the implementation that occurs at
PT. Cikarang Precision.

The type of research used by the author is field research
and uses an empiric-juridical approach with a sociological-
Juridical approach as well as documentation of secondary data and
legal materials related to this issue.

The results of this study indicate that the problems that
occur regarding early retirement are due to the implementation of
early retirement not in accordance with Article 53 of the Collective
Labor Agreement of PT. Cikarang Presisi, namely workers who
have reached the working age of 20 (twenty) years can apply for
early retirement but in practice this is not implemented properly in
accordance with the Collective Labor Agreement and Law Number
13 of 2003 concerning Manpower. Against these discrepancies, it
is necessary to submit Efforts to resolve industrial relations
disputes as referred to in Law Number 2 of 2004 concerning
Settlement of Industrial Relations Disputes

Keywords : early retirement, permanent workers, PT
Cikarang Presisi
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BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa
negara Indonesia adalah negara hukum. Tindakan yang
dilakukan atau yang diputuskan oleh alat kelengkapan
negara dan masyarakat harus kepada hukum dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Negara hukum
Indonesia merupakan negara hukum Pancasila. Hal
tersebut dikarenakan Indonesia merupakan organisasi
seluruh rakyat yang menata diri secara rasional untuk
kebersamaan dalam berikhtiar, dala kerangka dan melalui
tatanan kaidah hukum yang berlaku, serta mewujudkan
kesejahteraan bagi seluruh rakyat dengan didasarkan pada
nilai-nilai martabat manusia dan berpedoman pada
Ketuhanan Yang Maha Esa.

Di negara hukum Pancasila dalam bidang
ketenagakerjaan yaitu hukum harus mampu mengayomi
dan memberikan keadilan bagi pekerja dalam
mengupayakan hak-haknya dalam tujuannya yakni hidup
sejahtera dan untuk tidak diperlakukan secara
diskriminatif oleh perusahaan.' Sebagai negara hukum,
Indonesia tentunya memiliki jaminan pengaturan hukum
mengenai ketenagakerjaan yang sifatnya mengikat dan
mengatur. Pada Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

! Muhammad Sadi Is, Sobandi, Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia,
(Jakarta:Kencana, 2020). 9-19
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disebutkan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas
pekerjaan  dan  penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan”. Konsep dari negara hukum yakni konsep
negara hukum formal yang menjadikan hukum sebagai
penjaga malam yamg mengandung arti bahwa negara
hukum harus menjadi sebuah negara yang sejahtera.
Negara sejahtera yang dimaksud ini menjadikan sebuah
negara harus ikut serta bertugas dalam mewujudkan
kesejahteraan bagi masyarakat yakni negara ikut serta
dalam urusan di bidang ekonomi dan bidang pembangunan
dengan tujuan kesejahteraan masyarakat. 2

Hukum dibuat untuknya dilaksanakan, oleh
karena itu penegakan hukum ketenagakerjaan merupakan
usaha dalam melaksanakan hukum ketenagakerjaan yang
sesuai. Sesuai dalam artian mengawasi pelaksanaanya agar
tidak terjadi pelanggaran, dan apabila terjadi pelanggaran
maka terdapat peneyelesaian dalam memulihkan hukum
yang dilaggar itu agar dapat ditegakkan kembali.
Penegakan hukum ketenagakerjaan yang mempunyai nilai
yang baik yaitu bersangkutan dengan penyerasian antara
nilai dan kaidah serta dengan perilaku nyata pekerja.

Hukum ketenagakerjaan memiliki kepentingan
untuk menjamin kehidupan yang sejahtera bagi pekerja,
hal tersebur dikerjanakan hukum ketenagakerjaan
mengatur houngan antara pekerja/buruh  dengan
perusahaan atau pengusaha.® Sebagaimana yang tertera

2 Winsherly Tan, “Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 Tentang Cipta Kerja Dalam Bidang Ketenagakerjaan”, Jurnal Hukum,
Volume 13 Nomor 2, (April 2022),. 47

8 Muhammad Sadi Is, Sobandi, Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia,
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dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

Tentang  Ketenagakerjaan = menyebutkan  bahwa

dibentuknya undang-undang tersebut memiliki tujuan

untuk "Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan :

1. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja
secara optimal dan manusiawi,

2. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan
penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan
kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;

3. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam
mewujudkan kesejahteraan; dan

4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan
keluarganya.”

Telah  dilakukan  revisi  dalam  bidang
ketenagakerjaan yakni sebagaimana bunyi pada Pasal 1
Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penctapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang yang berbunyi “Cipta Kerja
adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan,
perlindungan dan pemerdayaan koperasi dan usaha mikro,
kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan
kemudahan berusaha, dana investasi Pemerintah Pusat dan
percepatan proyek strategis nasional.”

Pekerjaan merupakan salah satu kebutuhan yang
sangat penting bagi warga negara Indonesia. Lalu setiap
orang berhak untuk berhak untuk bekerja serta mendapat
imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam
hubungan kerja sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 D
Ayat (2) UUD 1945. Setiap warga negara Indonesia
berhak mendapatkan pekerjaan dan juga mendapatkan



imbalan berupa upah sesuai dengan pekerjaan yang
dilakukannya dan perlakuan yang sama dalam hal
menyelesaikan perselisihan houngan kerja secara adil dan
layak. Tenaga kerja merupakan aset perusahaan yang
penting karena tenaga kerja memberikan konstribusinya
demi mendapatkan perhatian dari perusahaan. Oleh karena
itu, sudah sepantasnya tenaga kerja mendapatkan perhatian
dari pusahaan, perhatian yang paling penting yakni
mengenai masa depan dan terpenuhinya hak-hak tenaga
kerja. *

Perjanjian kerja melahirkan adanya hubungan
kerja. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha
dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja yang
memiliki unsur pekerjaan, upah dana perintah.® Pemutusan
Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja
karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya
hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.
(Pasal 1 Angka 25 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan). Adanya pensiun juga dapat
menjadi alasan adanya pemutusan hubungan kerja.
Pensiun merupakan balas jasa yang didalamnya mencakup
jaminan hari tua yang diberikan atas dasar pengabdian
yang sudah dilakukan pegawai selama bertahun-tahun
kepada perusahaan. Pensiun sendiri tidak hanya dapat
dilakukan sesuai jangka waktu akhir kerja, namun
pensidun dapat diajukan sebelum masa jangka waktu kerja

4 Rizka Dwi Putri, Abdul Kadir, Irwan Nasution, “Implementasi
Kebijakan Program Pensiun Dini Di PT. Telkom Regional 1 Sumatera”, Jurnal
Ilmu Pemerintahan, Adminitrasi Publik dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM), Vol 1
No 2, (2019), 131

5 Sobandi Muhammad Sadi Is, Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia

(Jakarta: Kencana, 2020).134



berakhir, yang dapat disebut sebagai pensiun dini. Pensiun
dini merupakan pensiun yang terjadi atas dasar kemauan
dari pekerja tersebut yang diajukan lebih awal dari waktu
pensiun yang seharusnya.®

Salah satu kasus mengenai permohonan pensiun
dini ini terdapat di PT. Cikarang Presisi. PT Cikarang
Presisi yang merupakan perusahaan manufaktur yang
memproduksi segala jenis per, spring dan clamp band
untuk semua sektor automotif dan elektronik. Bisnis ini
terletak di lokasi JI Raya Jati Kawasan Newton Techno Bl
J-1/7 Serang, Cikarang Selatan, Bekasi. Perusaan PT.
Cikarang Presisi ini sebenarnya tidak mengabulkan
permohonan pensiun dini dari salahsatu pekerja tetap yang
sudah bekerja selama 20 tahun dengan alasan ingin
mengasuh orang tua dan membuka usaha dari uang
pensiunnya tersebut. Namun PT. Cikarang Presisi belum
bisa menyetujui permohonan pensiun muda yang diajukan
dikarenakan PT. Cikarang Presisi belum ada program
pensiun muda dan PT. Cikarang Presisi masih
membutuhkan tenaga pekerja.

Upaya penyelesaian perselisihan hubungan
industrial melalui jalur di luar pengadilan (Non Litigasi)
yaitu Penyelesaian melalui bipartit/negosiasi. Setiap
perselisihan hubungan industrial yang terjadi harus
diselesaikan terlebih dahulu melalui perundingan bipartit
secara musyawarah mufakat (Pasal 3 Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2004). Perundingan bipartit adalah

6 Yelfi Winda Sari, Ishak, Fifin Sonata, “Sistem Pendukung Untuk Studi
Kelayakan Pensiunan Dini Karyawan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero)
Menggunakan Metode Weighted Aggregated Sum Product Assesment (Waspas)”,
Jurnal Cyber Tech, Vol x No x, (Maret 2020), 1



perundingan  antara  pekerja/buruh  atau  serikat

pekerja/serikat  buruh  dengan  pengusaha  untuk

menyelesaikan  perselisihan ~ hubungan  industrial.

Penyelesaian ini juga disebut negosiasi, yaitu upaya

penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan tanpa

melibatkan pihak lain dengan tujuan mencari kesempatan
bersama atas dasar kerja sama yang harmonis dan kreatif.
Inti dari penyelesaian bipartit (negosiasi) menurut

Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004

adalah:

1. Perundingan untuk mencari penyelesaian secara
musyawarah untuk mencapai mufakat yang dilakukan
oleh para pihak, dan harus dibuatkan risalah yang
ditanda’tangani oleh para pihak.

2. Jika musyawarah yang dilakukan mencapai
kesepakatan penyelesaian, dibuat perjanjian bersama
yang ditandatangani oleh para pihak.

3. Perjanjian bersama tersebut bersifat mengikat dan
menjadi hukum serta wajib dilaksanakan oleh para
pihak.

4. Perjanjian bersama itu wajib didaftarkan oleh para
pihak yang melakukan perjanjian pada pengadilan
hubungan industrial di Pengadilan Negeri di wilayah
para pihak mengadakan perjanjian bersama.

5. Apabila perjanjian bersama itu tidak dilaksanakan oleh
salah satu pihak dapat mengajukan eksekusi kepada
pengadilan hubungan industrial pada Pengadilan
Negeri dimana perjanjian bersama itu didaftarkan.

" I nyoman putu budiartha, Hukum Outsourching (Bali: Setara Press,
2016). 150



6. Dalam hal pemohon eksekusi berdomosili di luar
pengadilan negeri tempat pendaftaran perjanjian
bersama, maka permohon eksekusi dapat mengajukan
permohonan eksekusi melalui pengadilan hubungan
industrial pada pengadilan negeri di wilayah domisili
pemohon eksekusi untuk diteruskan ke Pengadilan
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang
Berkompetan melakukan eksekusi.?

Penolakan permohonan pensiun dini ini menjadi
permasalahan atau perselisihan hubungan industrial,
sehingga dilakukan beberapa upaya penyelesaian
perselisihan hhubungan industrial baik upaya bipatrit,
mediasi hingga pengadilan hubungan industrial. Sarjiyono
menempuh upaya mediasi melalui mediator pada kantor
tenaga kerja Kabupaten Bekasi namun PT. Cikarang
Presisi tidak memenuhi penggilan pertama sampai dengan
panggilan ketiga oleh Dinas Tenaga Kerja. Sesuai dengan
Pasal 13 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang No. 2 Tahun
2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial, mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi
mengeluarkan surat anjuran dengan nomor surat
565/2134/Disnaker.

Pasal 53 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) milik
PT. Cikarang Presisi menjadi pasal yang dijadikan acuan
dslam gugatan penggugat yang didalamnya menyatakan
bahwa “Pekerja yang sekurang-kurangnya 20 tahun atau
mencapai 50 tahun kepadanya dapat mengajukan
permohonan pensiun muda dan mendapatkan uang
pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 54 Ayat (3),
ditambah uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali

8 Ibid.,151-152



ketntuan pasal 54 Ayat (4), dan ditambah uang
penggantuan hak 1 (satu) kali ketentuan pasal 54 Ayat (5)
pada perjanjian kerja Bersama (PKB) ini”. Pasal 1601 a
KUHPerdata menyebutkan bahwa Perjanjian Kerja adalah
suatu perjanjian di mana pihak kesatu (buruh),
mengikatkan dirinya untuk di bawah perintah hak yang
lain, majikan untuk suatu waktu tertentu melakukan
pekerjaan dengan menerima upah.

Perjanjian kerja melahirkan adanya hubungan
kerja. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha
dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja yang
memiliki unsur pekerjaan, upah, dan perintah.® PT.
Cikarang Presisi menolak alasan penggugat dengan
jawaban bahwa kata “Dapat Mengajukan” tersebut
mengandung arti bahwa pekerja hanya bisa mengajukan
pensiun dini dan tidak serta merta harus disetujui
pengajuan pensiun dininya oleh perusahaan, sehingga jelas
dan terang bahwa pengajuan pensiun dini oleh pekerja
harus ada persetujuan dari perusahaan tergugat. Dan PT.
Cikarang Presisi belum bisa menyetujui permohonan
pensiun dini karena PT. Cikarang Presisi belum ada
program pensiun dini. Selain itu PT. Cikarang Presisi juga
masih membutuhkan tenaga penggugat dan belum ada
penggantinya. Pada putusan tersebut dimenangkan oleh
pihak penggugat dan dinyatakan putus hubungan kerja
antara penggugat dengan terggugat demi hukum karena
pensiun muda sejak putusan dibacakan, menghukum
tergugat membayar kompensasi secara tunai dan sekaligus
kepada penggugat dengan jumlah seluruhnya sebesar

9 Muhammad Sadi Is, Sobandi, Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia,
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Rp.135.838.431,- (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Delapan
Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh
Satu Rupiah). Selanjutnya tergugat mengajukan kasasi
dengan nomor putusan nomor 550 K/Pdt.Sus-PHI/2022
namun dalil permohonan kasasi dari PT. Cikarang Presisi
ditolak dan tetap harus menjalankan putusan sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan
di atas maka hal-hal yang menjadi problematika dan
membuat penulis tertarik untuk menulis penelitian dan
menuangkannya dengan judul “Problematika Pelaksanaan
Pensiun Dini Bagi Pekerja Tetap Sesuai Dengan Perjanjian
Kerja Bersama dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 Tentang Ketenagakerjaan”.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana problematika pelaksanaan pensiun dini
bagi pekerja tetap sesuai dengan perjanjian kerja
bersama berdasarkan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2023 tentang Cipta Kerja?

2. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh pekerja
dalam mengupayakan hak-hak pekerja untuk
mengajukan pensiun dini di PT. Cikarang Presisi?

C. TUJUAN PENELITIAN
Berdasarkan pendahuluan diatas maka dapat
diperoleh tujuan dalam penelitian ini yakni:
1. Untuk mengetahui problematika pelaksanaan pensiun
dini bagi pekerja tetap sesuai dengan perjanjian kerja
Bersama berdasarkan Undang-Undang Nomor 13
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Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di PT. Cikarang
Presisi.

Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum
yang dapat dilakukan oleh pekerja dalam
mengupayakan hak-hak pekerja untuk mengajukan
pensiun dini di PT. Cikarang Presisi.

D. MANFAAT PENELITIAN
Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini

yakni :

1.

Manfaat Teoritis : Penelitian ini memiliki manfaat
dalam bidang ilmu hukum dengan fokus pada
perkembangan di bidang Hukum Ketenagakerjaan.

Manfaat Praktis:

a. Bagi Tenaga Kerja
Guna memberikan penjelasan kepada pembaca
terlebih kepada pekerja tetap agar mengetahui
upaya hukum yang dapat dilakukan pekerja dalam
mengupayakan pelaksanaan pensiun dini.

b. Bagi perusahaan
Manfaat bagi perusahaan yakni untuk memberikan
penjelasan kepada perusahaan dalam pelaksanaan
pensiun dini yang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan pemberian
hak yang sesuai kepada pekerja tetap.

c. Bagi Serikat Pekerja
Manfaat bagi Lembaga ketenagakerjaan yakni
serikat pekerja agar dalam merundingkan
perumusan peraturan lebih teliti dengan tujuan
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agar tidak menimbulkan kerancuan di kemudian
hari.

E. TINJAUAN PUSTAKA
1. Erlan Arkan Faros, (2019), Universitas Sebelas Maret
Surakarta. Judul Skripsi “Peran Serikat Pekerja Dalam
Perlindungan Hak Pensiun Tenaga Kerja di Kantor
Pusat PT Angkasa Pura II Tangerang”.

Skripsi ini memiliki fokus kepenulisan di
Serikat pekerja yang dimiliki oleh PT Angkasa Pura II
(Persero) disebut juga dengan Sekarpura II yang
memiliki beberapa prestasi dibidang perlindungan dan
penyaluran aspirasi karyawan kepada perusahaan
salah satunya adalah Pemberian sewa rumabh,
Pemberian tunjangan jabatan, Pemberian tunjangan
mobilitas, dan Pemberian insentif hari raya kepada
pegawai. Dengan tujuan penulisan skripsi ini yakni
untuk menganalisis peran serikat pekerja dalam
perlindungan hak pensiunan tenaga kerja di kantor
pusat PT. Angkasa Pura Il Tangerang dan menganalisis
apa saja kendala yang dihadapi oleh serikat pekerja
dalam perlindungan hak bagi pensiunan tenaga kerja
di kantor pusat PT. Angkasa Pura II Tangerang. °
Sedangkan penelitian yang diangkat pada penulisan
skripsi penulis mengenai pensiun dini di PT. Cikarang
Presisi dengan penyesuaian antara Perjanjian Kerja

10 Erlan Arkan Faros, Peran Serikat Pekerja Dalam
Perlindungan Hak Pensiun Tenaga Kerja Di Kantor Pusat PT Angkasa
Pura Il Tangerang, (Surakarta: UNS, 2019). 5-6
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Bersama dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Cipta Kerja.

2. Azara Dyaninda, (2019), Universitas Islam Negeri
Raden Intan Lampung, Judul “Analisis Hukum Islam
Tentang Sistem Pembiayaan Pensiun”.

Fokus pada skripsi ini yakni untuk mengetahui
sistem yang diterapkan Bank Syari“ah Mandiri KC
Bandar Lampung dalam produk pembiayaan pensiun
dan untuk mengetahui pandangan Hukum Islam
tentang sistem pembiayaan pensiun yang diterapkan
Bank Syari“ah Mandiri KC Bandar Lampung.'
Sedangkan skripsi penulis memiliki focus penulisan
pada pelaksanana pensiun dini di PT. Cikarang Presisi
dan penyesuaian antara perjanjian kerja Bersama milik
PT. Cikarang Presisi dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

3. Dian Fitasari, (2016), Universitas Brawijaya, Judul
“Klaim Jaminan Pensiun Pekerja/Buruh Yang
Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Sebelum
Mencapai Masa IUR 15 Tahun”.

Fokus skripsi ini yakni pekerja/buruh yang
mengalami pemutusan hubungan kerja sebelum
menacapai iur 15 tahun dapat mengklaim jaminan
pensiun nya apabila telah mencapai masa iurnya 5
tahun berjalan. Pekerja/buruh dapat melanjutkan
kepesertaannya setelah mendapatkan PHK apabila
telah bekerja Kembali dan apabila masa iur pekerja
kurang dari 5 tahun maka klaim dapat diajukan setelah

11 Azara Dyaninda, Analisis Hukum Islam Tentang Sistem Pembiayaan
Pensiun, (Lampung: UIN Raden Intan, 2019), Hal 23-26
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memasuki masa pensiun. ? Sedangkan penulisan
skripsi penulis berfokus pada pelaksaan hak pensiun
dini pekerja tetap di PT. Cikarang presisi dengan
bagaimana implementasi hak-hak tersebut kepada
pekerja tetap

4. Eko Sigit Winarno, Tahun 2016, Universitas 17
Agustus 1945 Surabaya, Judul ‘“Pengaturan Hak
Pensiun Dini Bagi Pekerja Tetap”.

Fokus skripsi ini yakni jarang sekali
perusahaan menetapkan pengaturan pensiun dalam
Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP),
ataupun Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Sedangkan
UU BPIJS dan UU mengenai Dana Pensiun hanya
mengatur timbulnya hak atas jaminan hari tua dan hak
atas manfaat pensiun. Dengan tidak adanya
pengaturan pensiun bagi pekerja mengakibatkan
banyak pekerja-pekerja swasta yang sebenarnya sudah
tidak mampu lagi bekerja baik karena usia maupun
karena kesehatan (sakit atau cacat tubuh) masih
memaksakan diri untuk bekerja dengan segala
keterbatasannya dan resiko-resiko yang mungkin akan
terjadi. Mereka akan terus melakukan aktivitas
pekerjaannya walaupun fisik sudah lemah karena sakit
atau cacat tubuh ataupun kondisi sudah renta karena
usia. Hak atas uang pensiun yang harusnya sudah
mereka rasakan setelah bekerja bertahun-tahun pun
tidak kunjung mereka dapatkan. Impian pekerja pada
sektor swasta untuk menikmati hidup di hari tuanya

2 Dian Fitasari, Klaim Jaminan Pensiun PekerjaBuruh Yang
Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Sebelum Mencapai Masa IUR 15 Tahun,
(Malang: Universitas Brawijaya, 2016), 5-7
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dengan jaminan pensiun hanya merupakan impian
selama perusahaan tidak memperhentikan mereka.
Lalu tujuan skripsi ini yakni mengetahui pengaturan
hak pensiun dini bagi pekerja tetap dan untuk
Mengetahui pengaturan batas usia pensiun bagi
pekerja tetap.® Sedangkan skripsi yang penulis ambil
memiliki focus penulisan mengenai pengaturan hak
pensiun dini bagi pekerja tetap di PT. Cikarang Presisi.

5. Patricia Tiara Lestari, Tahun 2019 Universitas Gajah
Mada, Judul “Tinjauan Yuridis Mengenai Pensiun Dini
Di PT Bank Central Asia TBK”.

Penulisan skripsi ini  bertujuan  untuk
mengetahui pengaturan pensiun dini atau early
retirementdi PT Bank Central Asia Tbk dan
menganalisis dapat tidaknya pensiun dini ini
dikualifikasikan sebagai pengunduran diri menurut
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan.® Sedangkan penulisan skripsi
penulis memiliki fokus mengenai pelaksanaan pensiun
dini dilihat dari keseuaian antara perjanjian kerja
Bersama milik PT. Cikarang Presisi dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

F. METODE PENELITIAN
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian
lapangan yang dilakukan dengan meneliti hubungan

18 Eko Sigit Winarno, Pengaturan Hak Pensiun Dini Bagi Pekerja
Tetap, (Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945, 2016), Hal 16-17

14 Patricia Tiara Lestari, Skripsi : Tinjauan Yuridis Mengenai Pensiun
Dini di PT. Bank Central Asia Thk, (Yogyakarta:UGM, 2019), viii
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hukum antara pekerja tetap dengan masalah yang di
teliti dengan jenis penelitiannya yakni penelitian
hukum empiris. Pendekatan yang digunakan dalam
penelitian ini yakni pendekatan kasus (Case
Approach) yang dilakukan dengan cara menelaah
kasus-kasus yang berikatan dengan isu-isu dan
permasalahan-permasalahan hukum yang dihadapi
yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah
memiliki kekuatan hukum yang tetap. Adapun yang
menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus
yakni pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada
suatu putusan. *° Penelitian hukum empiris di
dalamnya mengkaji mengenai hukum yang berkonsep
sebagai perilaku nyata, sebagai gejala sosial yang
memiliki sifat tidak tertulis. Penelitian hukum empiris
juga dapat disebut sebagai penelitian hukum
sosiologis. Penelitian hukum empiris dapat pula
diartikan sebagai suatu metode penelitian hukum yang
memeiliki fungsi untuk melihat hukum dalam artian
yang aktual dan nyata serta meneliti bagaimana
bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.
Penelitian hukum empiris juga merupakan jenis
penelitian hukum yang mengkaji mengenai bekerjanya
hukum di dalam masyarakat.!® Penelitian hukum
empiris dalam penulisan ini dilakukan dengan
berfokus pada fakta sosial yang bertujuan untuk
membahas Problematika pelaksanaan pensiun dini

15 Zulfi Diane Zaini, “Impelementasi Pendekatan Yuridis Normatif
Dan Pendekatan Normatif Sosiologis Dalam Penelitian [lmu” Hukum, Pranata
Hukum, Volume 6 Nomor 2 Juli 2011, 129

16 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram

University Press, 2020), 80-82
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bagi pekerja tetap sesuai dengan Perjanjian kerja
Bersama (PKB) Milik PT. Cikarang Presisi dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan.

2. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian adalah subyek
dari mana data dapat diperoleh. '’ Sumber data
penelitian terdiri atas sumber data primer, sumber data
sekunder dan bahan hukum. Dalam penelitian ini data
yang digunakan antara lain:
a) Sumber Data Primer
Menurut Bungin, data primer adalah data yang
langsung diperoleh dari sumber data pertama di
lokasi penelitian atau objek penelitian. Menurut
Amirin, data primer adalah yang diperoleh dari
sumber-sumber primer atau sumber asli yang
memuat informasi atau data penelitian. Sumber
asli yang dimaksud Amirin di sini adalah sumber
pertama sebagaimana yang disebut oleh Bungin. *®
Dalam skripsi ini, sumber data primer yang
dikumpulkan dengan menggunakan metode
wawancara.
b) Sumber Data Sekunder
Sumber data Sekunder merupakan data-data yang
sudah tersedia. Data sekunder juga dapat diperoleh
dengan metode membaca, melihat dan juga
mendengarkan. Data sekunder juga dapat berasal

17 Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian, (Bajarmasin: Antasari
Press, 2011), 60

18 Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian, Antasari Press, 2011,
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dari data primer yang sebelumnya sudah diolah.

Data yang termasuk kedalam data sekunder yakni

data dalam bentuk teks, data dalam bentuk

gambar, data dalam bentuk suara, dan data dalam
bentuk kombinasi teks, gambar, dan suara.’® Data
sekunder yang digunakan penulis yakni Perjanjian

Kerja Bersama milik PT. Cikarang Presisi, dan

data yang diperoleh dari PT. Cikarang Presisi.

¢) Bahan Hukum
Secara umum, bahan hukum dalam
penelitian ini dikategorikan menjadi 3 (tiga)
golongan bahan hukum yaitu:

1. Bahan hukum primer yakni bahan hukum
yang di dalamnya mengikat secara outoritatif
bagi semua orang dan khususnya bagi pihak-
pihak yang bersangkutan. Bahan hukum
primer dalam penelitian ini adalah Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja dan
Perjanjian Kerja Bersama milik PT. Cikarang
Presisi.

2. Bahan hukum sekunder yakni bahan hukum
yang didalamnya memberi penjelasan
mengenai bahan hukum primer. Yang
termasuk dalam klasifikasi bahan hukum
sekunder yakni buku-buku ilmu hukum, jurnal
hukum, laporan hukum.

19 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif,
(Yogyakarta:Graha Ilmu, 2006) 209-210
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3. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan hukum
yang didalamnya menjelaskan mengenai
bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder, yakni Kamus hukum dan Kamus
Besar Bahasa Indonesia (KBBI).?

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang
menunjang untuk pengambilan data, lokasi yang
menunjang maka dapat memberikan informasi yang
akurat mengenai permasalahan yang diangkat. Lokasi
yang dipilih oleh peneliti yakni PT. Cikarang Presisi
atau kerap disingkat PT. Cipres. PT. Cikarang Presisi
berlamat di J1. Jatiraya Blok J I No. 7 Newton Techno
Park Lippo Cikarang, Desa Serang, Kecamatan
Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, kode Pos 17550.
21

Alasan memilih lokasi penelitian ini karena
adanya aturan minimum pengajuan pensiun yakni
jangka waktu bekerja 20 tahun di perusahaan ini, maka
salah satu pekerja tetap yakni Sarjiyono mengajukan
Pensiun dini kepada PT. Cikarang Presisi namun tidak
mendapatkan tanggapan dari pihak PT. Cikarang
Presisi. Selanjutnya, permasalahan atas pengajuan
pensiun dini ini dibawa ke Pengadilan Negeri
Bandung Kelas 1 A Khusus (Pengadilan Hubungan
Industrial). Alasan PT. Cikarang Presisi tidak
menerima pengajuan pensiun dini tersebut yakni PT.

20 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, 63-64
A PT. Cikarang Presisi, https://id4394874-pt-cikarang-
presisi.contact.page/contact-us, Diakses pada 07 Oktober 2022
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Cikarang Presisi masih membutuhkan tenaga dari
Sarjiyono, selain itu menurut Pihak PT. Cikarang
Presisi dalam ketentuan Pasal 53 Perjanjian Kerja
Bersama (PKB) milik PT. Cikarang Presisi yang
menyebutkan bahwa “Pekerja yang sudah bekerja
sekurang-kurangnya 20 tahun atau mencapai usia 50
tahun kepadanya dapat mengajukan permohonan
pensiun muda dan mendapatkan hak uang pesangon
sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 54 Ayat (3),
ditambah uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali
ketentuan Pasal 54 Ayat (4), dan ditambah uang
penggantian hak 1(satu) kali ketentuan Pasal 54 Ayat
(5) pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini”. Dalam
kalimat “Dapat Mengajukan” pada Pasal 53 Perjanjian
Kerja Bersama (PKB) milik PT. Cikarang Presisi ini
dari pihak PT. Cikarang Presisi beranggapan dalam
arti kalimat tersebut mengandung arti bahwa pekerja
hanya bisa mengajukan pensiun dini dan tidak serta
merta harus disetujui pengajuan pensiun dini tersebut
oleh perusahaan.

Namun menurut penulis, Pasal 53 Perjanjian
Kerja Bersama milik PT. Cikarang Presisi ini terlalu
rancu dan menimbulkan problematika mengenai
pensiun dini ini. Serta ditemui pula fakta bahwasannya
pekerja di PT. Cikarang Presisi ini belum paham
mengenai upaya-upaya seperti apa yang dapat mereka
lakukan dalam pemenuhan hak sebagai pekerja tetap.
Seperti penyusunan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
ini dalam perundingannya ditemui fakta bahwa jumlah
anggota dalam perundingan Perjanjian Kerja Bersama
(PKB) ini tidak sama rata, dimana jumlah pimpinan
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lebih banyak daripada jumlah karyawan dari PT.
Cikarang Presisi. Maka dapat dilihat pula kerancuan
Perjanjian Kerja Bersama ini didapati karena
ketidakrataannya jumlah anggota perundingan dalam
perumusan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) milik PT.
Cikarang Presisi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan
penulis dalam penelitian ini dilakukan dengan
menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. %
Wawancara merupakan cara untuk memperoleh
informasi dan data-data dengan memberikan
pertanyaan  kepada  narasumber. = Wawancara
merupakan alat rechecking atau pembuktian terhadap
informasi yang sudah diperoleh sebelumnya. Teknik
wawancara yang digunakan dalam penelitian ini
adalah wawancara mendalam (in-depth interview)
adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan
penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap
muka antara pewawancara dengan informan atau
orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa
menggunakan  pedoman  (guide) wawancara,
pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan
sosial yang relatif lama.?

2 Jonathan Sarwono, Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif, 224-

225

23 Mega Linarwati et al., “Studi Deskriptif Pelatihan Dan
Pengembangan Sumberdaya Manusia Serta Penggunaan Metode Behavioral
Event Interview Dalam Merekrut Karyawan Baru Di Bank Mega Cabang Kudus,”
Journal of Management, 2.2 (2016), 1-8.
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Metode wawancara yang digunakan selain
wawancara mendalam yakni metode wawancara
terarah. Wawancara terarah merupakan metode
wawancara yang terdapat pengarahan dan terstruktur.
Tedapat lima hal dalam wawancara terarah yakni
perencanaan pelaksanaan wawancara, mengatur daftar
pertanyaan dan membatasi jawaban dari narasumber,
memperhatikan karakteristik narasumber,
memberikan batasan terhadap aspek-aspek dari
permasalahan yang diperiksa, biasanya
mempergunakan daftar pertanyaan yang sudah
dipersiapkan. ** Metode wawancara yang dilakukan
yakni ssecara langsung dengan Pimpinan PT. Cikarang
Presisi mengenai pelaksanaan pensiun dini dilihat dari
Perjanjian Kerja Bersama yang sudah disepakati
antara pekerja dengan pimpinan perusahaan.
Wawancara juga akan dilakukan dengan pekerja tetap
yang sudah bekerja lebih dari 20 tahun. Yang mana
nantinya hasil wawancara ini digunakan sebagai acuan
dari hasil pembahasan rumusan masalah penulisan
skripsi ini.

Narasumber yang diwawancarai pada penelitian
ini yakni Bapak Puji Laksana Sebagai Kepala
Departemen HRD & GA, Bapak Sudirman sebagai
Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam Federasi
Serikat Pekerja Metal Indonesia, Bapak Amar Imron,
S.H sebagai Inspector QC dan Febby Wulandari
sebagai Staff Accounting di PT. Cikarang Presisi.

% “Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif” <https://uin-
malang.ac.id/t/110601/metode-pengumpulan-data-penelitian-kualitatif.html>
[diakses 2 Mei 2023].
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Selanjutnya adalah dokumentasi. Dokumen
merupakan kumpulan berkas atau data yang diperoleh
berdasarkan pencarian informasi yang benar. Studi
Pustaka/Dokumen didapatkan dari hasil pengumpulan
data berupa buku, notulen, transkip, catatan, majalah,
dan sebagainya. Menurut Sugiyono dokumen dapat
berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya
monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk
tulisan misalnya ctatan harian, sejarah kehidupan,
cerita, biografi, peraturan dan kebijakan. Dokumen
yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup,
dan sketsa. Studi Pustaka/Dokumen merupakan
metode pelengkap dari penggunaan metode
wawancara dalam penelitian kualitatif.

Dokumentasi merupakan metode
pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung
kepada narasumber. Pustaka/Dokumen yang diteliti
berbagai macam yakni dapat berupa laporan, notulen
rapat, catatan kasus dalam pekerjaan dan dokumen
pendukung lainnya. Pengumpulan data dalam metode
studi pustaika/dokumentasi merupakan kegiatan
menelusuri, memeriksa, mengkaji data-data sekunder
dan bahan hukum. Data sekunder yang diteliti yakni
dokumen-dokumen yang tersimpan di lembaga di
tempat yang permasalahan ini diangkat dan dikaji.
Bahan hukum yang dapat diteliti yakni Undang-
Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.
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G. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

Sistematika penulisan ini dilakukan dengan

membaginya ke dalam lima bab dengan sistematika

sebagai berikut:

1.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, batasan
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat
penelitian, metode penelitian, dan sistematika
penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM PENSIUN DINI BAGI
PEKERJA TETAP BERDASARKAN PERJANJIAN
KERJA BERSAMA

Bab ini berisi tentang uraian mengenai perjanjian kerja
bersama, pekerja tetap dan pensiun dini serta teori-
teori ketenagakerjaan yang ada.

BAB 1III PROBLEMATIKA PELAKSANAAN
PENSIUN DINI BAGI PEKERJA TETAP
BERDASARKAN PERJANJIAN KERJA
BERSAMA DI PT. CIKARANG PRESISI

Bab ini berisi tentang data-data dan pembahasan
tentang problematika pelaksanaan pensiun dini bagi
pekerja tetap sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama
(PKB) milik PT. Cikarang Presisi berdasarkan
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 Tentang Cipta Kerja di PT. Cikarang Presisi.
BAB IV UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN
OLEH PEKERJA DALAM MENGUPAYAKAN
HAK-HAK PEKERJA UNTUK MENGAJUKAN
PENSIUN DINI DI PT. CIKARANG PRESISI
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Bab ini berisi tentang data-data dan pembahasan
rumusan masalah kedua yakni tentang upaya hukum
yang dilakukan oleh pekerja dalam mengupayakan
hak-hak pekerja dalam mengupayakan pensiun dini di
PT. Cikarang Presisi

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang
dilakukan dan saran terhadap pelaksanaan pensiun dini
yang lebih tepat di PT. Cikarang Presisi.



BABII

TINJAUAN UMUM PENSIUN DINI BAGI PEKERJA
TETAP

BERDASARKAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA

A. TINJUAN UMUM TENTANG PENSIUN

Pensiun atau purnatugas adalah seseorang yang
sudah tidak bekerja lagi karena usianya sudah lanjut
dan harus diberhentikan, ataupun atas permintaan
sendiri. Secara teori hukum, satu peristiwa hukum
yang terjadi yaitu Pekerja pensiun, Pengusaha terkena
2(dua) hukuman yaitu sesuai dengan undang-undang
No.13 Tahun 2003 pasal 167, dan Peraturan
Pemerintah No. 45 Tahun 2015 pasal 28, maka hal ini
menjadi tidak pasti sebab tidakada satu kepastian
bahwa Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2015
pasal 28 yang mengatur bahwa antara Undang-
Undang No. 13 Tahun 2003 pasal 167 merupakan satu
kesatuan denganPeraturan Pemerintah No. 45 Tahun
2015.

Dalam Undang-undang Cipta Kerja No. 11
Tahun 2020 padapasal 154A ayat 1, Pemutusan
Hubungan Kerja dapat terjadi karena alasan
“Pekerja/Buruh  memasuki usiapensiun namun
pemutusan kerja karena usia pensiun tidak diatur
dengan jelas dan terangsehingga dari sisi hukum
ketenagakerjaan pensiun  digolongkan dengan
pemutusan hubungankerjasecara umum.”Pada
Undang-undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020

25
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pasal 156 ayat 2 mengatur :(2)perhitungan uang
pesangon sebagai mana pada ayat (1) paling sedikit
ditentukan berdasarkanmasa kerja 8 tahun atau
lebih, 9 (sembilan) bulan upah. Uang penghargaan
masa kerja 21 tahun atau lebih 8(delapan)bulan upah.

Pensiun untuk pekerja/buruh harus ada aturan
yang mengatur pada usia berapa pekerja/buruh
untuk pensiun ada aturan yang mengatur yaitu
dapat dilihat pada PeraturanMenteri Tenaga Kerja
No. 02/MEN/1995 Pasal 2Ayat :

(1) Usia pensiun normal ditetapkan 55 (lima puluh
lima) tahun.

(2) Dalam hal pekerja tetap dipekerjakan oleh
Pengusaha setelah mencapaiusia 55 (lima puluh
lima) tahun maka usia maksimum ditetapkan 60
(enam puluh) tahun.

Pada saat pekerja/buruh pensiun ada yang perlu
dibuktikan secara hukum yaitu masa kerja yang
berhubungan dengan hak yang akan diperoleh
pekerja/buruh pada saatpensiun. Masa kerja normal
dapat dibuktikan secara hukum yaitu lamanya
pengabdianpekerja/buruh mulai/saat bekerja pada
perusahaan tempatnya bekerja/mengabdi, hal ini dapat
dilihat pada perjanjian kerja.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun
2015 pada Pasal 15 usia pensiun pekerja/buruh
diatur secara jelas dan tegas yaitu Pasal 15 ayat:
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1. untuk pertama kali usia pensiun ditetapkan 56
(lima puluh enam) tahun.

2. Mulai 1 Januari 2019 pensiun sebagaimana
dimaksud pada ayat 1 (satu) menjadi 57
(lima puluh tujuh) tahun.

3. Usia pensiun sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) selanjuknya bertambah 1 (satu)
tahun untuk setiap 3 (tiga) tahun berikutnya
sampai mencapai usiapensiun 65 (enam pulu
lima tahun).

4. Dalam hal peserta telah memasuki usia
pensiun tetapi yang bersangkutantetap
dipekerjakan peserta dapat memilih untuk
menerima manfaat pensiunpada  saat
mencapai usia pensiun atau pada saat
berhenti bekerja dengan ketentuan paling
lama 3 (tiga) tahun setelah usia pensiun.’

B. TINJAUAN UMUN TENTANG PENSIUN
DINI

Menurut Carel dalam pratiwi menyebutkan
program pensiun dini merupakan program yang
diberikan oleh perusahaan agar karyawan perusahaan
tersebut keluar dari perusahaan tersebut. Menurut
Haryani menyebutkan pensiun dini merupakan salah
satu bentuk dari pensiun yang terjadi atas kemauan
karyawan itu sendiri ataupun dorongan organisasi
yang dilakukan lebih awal dari ketetapan pensiun yang

! Aktivis Buruh, “Kepastian Hukum Manfaat Pensiun Menurut
Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2020
Tentang Cipta Kerja Klaster [V Dan Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 2015,”
02.13 (2021), 252-67.
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semestinya. Pensiun dini memberikan maksud untuk
mendorong karyawan yang lebih lama bekerja untuk
meninggalkan organisasi lebih awal dari yang
seharusnya.’

Menurut Pratiwi  menyebutkan pensiun dini
merupakan program yang berprikemanusiaan karena
karyawan diberhentikan bukan dengan cara
pemecatan, melainkan keluarnya karyawan dari
perusahaan tetap diberi penghargaan berupa
kompensasi”. Sebagai insentif dari pensiun dini
ini,pemberi kerja dalam hal ini perusahaan
memberikan kompensasi tambahan pada karyawan
sehingga mereka tidak akan dirugikan secara ekonomi
sampai dana pensiun dan tunjangan karyawan tersebut
keluar.

Menurut Pasal 1 Ayat 9 Undang-Undang Nomor
11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun, Manfaat
Pensiun adalah Pembayaran berkala yang dibayarkan
kepada peserta pada saat dan dengan cara yang
ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun.

Pengusaha wajib membayar uang pesangon
dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang
penggantian hak yang seharusnya diterima
sebagaimana terdapat dalam Pasal 156 dan beberapa

2 Ade Rio Martha Djamhur Hamid, “Faktor-Faktor Yang Mendorong
Karyawan Mengambil Program Pensiun Dini (Studi pada Pensiunan Karyawan
PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Witel Jatim Selatan Malang Yang Lulus
Program Pensiun Dini),” Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)|Vol, 45.1 (2017). 82

3 Rio Martha Djamhur Hamid. Faktor-Faktor yang mendorong
karyawan mengambil program pensiun dini. 82
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hak-hak tenaga kerja yang di PHK adalah sebagai

berikut:

a. Uang pesangon

Uang pesangon merupakan pembayaran

dalam bentuk uang yang diberikan dari pengusaha
kepada buruh/pekerja sebagai akibat adanya

Pemutusan Hubungan Kerja yang jumlahnya

disesuaikan dengan masa kerja buruh/pekerja
yang bersangkutan. Perhitungan yang pesangon
diatur dalam Pasal 156 Ayat 2 Undang-Undang
No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yakni

)

2)

3)

4)

5)

6)

Masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1
(satu) bulan upah;

Masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi
kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan
upah;

Masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi
kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan
upah;

Masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi
kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat)
bulan upah;

Masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih
tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima)
bulan upah;

Masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih tetapi
kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam)
bulan upah;
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7) Masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih
tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh)
bulan upah;

8) Masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi
kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan)
bulan upah;

9) Masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih. 9
(Sembilan) bulan upah.

b. Uang penghargaan masa kerja
Dalam Pasal 156 Ayat (3) Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan mengenai perhitungan uang
penghargaan masa kerja ditetapkan sebagai
berikut:

1) Masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi
kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan
upah;

2) Masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih
tetapi kurang dari 9 (Sembilan) tahun, 3
(tiga) bulan upah;

3) Masa kerja 9 (Sembilan) tahun atau lebih
tetapi kurang dari 12 (dua belah) tahun, 4
(sempat) bulan upah:

4) Masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih
tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5
(lima) bulan upah;

5) Masa kerja 15 (lima belas) tahun atau
lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas)
tahun, 6 (enam) bulan upah;



C.

6)

7)

8)
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Masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau
lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh
satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;

Masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau
lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh
empat) tahun, 8 (delapan) bulan upah;
Masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun
atau lebih, 10 (sepuluh) bulan upah.

Uang penggantian hak

Uang pengantian hak yang seharusnya

diterima oleh buruh/pekerja yang tertera dalam
Pasal 156 Ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan yakni:

)

2)

3)

4)

dasar

Cuti tahunan yang belum diambil dan
belum gugur;

Biaya atau ongkos pulang untuk
pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat
di mana pekerja/burh diterima bekerja;
Penggantian perumahan serta pengobatan
dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas
perseratus) dari uang pesango dan/atau
penghargaan masa kerja bagi yang
memenuhi syarat;

Hak-hal lain yang ditetapkan dalam
perjanjian kerja, peraturan perusahaan
atau perjanjian kerja bersama

Komponen upah yang digunakan sebagai
perhitungan uang pesangon, uang

penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak

yang seharusnya diterima yang tertunda, terdiri

dari :
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1) Upah pokok

Segala macam bentuk tunjangan yang bersifat
tetap yang diberikan kepada pekerja/buruh dan
keluarganya, termasuk harga pembelian dari catu yang
diberikan kepada pekerja/burh secara Cuma-Cuma,
yang apabila catu harus dibayar pekerja/buruh dengan
subsidi, maka sebagai upah dianggap selisih antara
harga yang harus dibayar oleh pekerja/buruh.

. TINJAUAN UMUM TENTANG TENAGA
KERJA

Pengertian tenaga kerja lebih luas dari
pengertian pekerja/buruh karena pengertian tenaga
kerja mencakup pekerja/buruh yaitu tenaga kerja yang
belum bekerja. Dalam Bab 1 Pasal 1 Ayat (2) Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan disebutkan bahwa tenaga kerja
adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan
guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk
memenuhi  kebutuhan sendiri maupun untuk
masyarakat.

Hukum perburuhan di Indonesia terus
berkembang maka istilah buruh diupayakan untuk
diganti dengan istilah pekerja, sebagaimana yang
diusulkan oleh pemerintah pada waktu Kongres FBSI
II tahun 1985. Istilah buruh dianggap kurang sesuai
dengan kepribadian bangsa, buruh lebih cenderung
merujuk pada golongan yang selalu ditekan dan berada
di bawah pihak lain yakni majikan.

Istilah buruh dalam perundang-undangan
yang berhubungan dengan ketenagakerjaan di
Indonesia tidak boleh dimasukan lagi istilah buruh.
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Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan masih mengatur mengenai
istilah buruh sebagaimana diatur dalam Pasal 6
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan pada hal semua dianggap sebagai
pekerja. Dalam Pasal 1 Ayat (3) menjelaskan bahwa
Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja
dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk
lain. *

Menurut payaman J. Simanjuntak bahwa
tenaga kerja mencakup penduduk yang sudah atau
sedang bekerja, yang sedang mencari kerja dan yang
melakukan pekerjaan lain seperti sekolah dan
mengurus rumah tangga. Dilihat dari pengertian
tersebut maka tenaga kerja terdiri dari: °
a. Angkatan kerja (labour force)

Angkatan kerja terdiri dari yang bekerja
dan yang masih mencar pekerjaan, yang bekerja
terdiri dari bekerja penuh dan setengah
menganggur. Setengan menganggur memiliki ciri-
ciri sebagai berikut:

1) Berdasarkan pendapatan: Pendapatan yang
diterima dibawah UMR

2) Produktivitas : Kemampuan produktifitasnya
di bawah standar yang telah ditetapkan

3) Pendidikan dan pekerjaan: jenis pendidikan
tidak sesuai dengan pekerjaan yang ditekuni

4 Muhammad Sadi Is. Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia. 43-45
5 Samun Ismaya, Hukum Ketenagakerjaan (Yogyakarta: Suluh Media,
2018). 10-11
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4) Lain-lain: Misalnya yang berkaitan dengan
belum diperhatikannya aspek Kesehatan
kerja.

b. Bukan Angkatan kerja (Not in the labour force)
1) Sedang dalam masa study
2) Golongan yang mengurus rumah tangga
3) Golongan penerima pendapatan tetapi tidak
melakukan  aktivitas  ekonomi  tetapi
memperoleh pendapatan misalnya pensiunan,
penerima bunga deposito.

D. TINJAUAN UMUM TENTANG
PERJANJIAN KERJA
1. Perjanjian Kerja

Perjanjian Kerja dalam Bahasa Belanda
disebut dengan Arbeidsoverenkoms. ¢ Perjanjian
kerja dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun
1954 bahwa disinggung pada bagian penjelasan
Pasal 1 Ayat (2) yakni menyiratkan bahwa
perjanjian kerja adalah sebuah perjanjian
mengenai suatu pekerjaan yang dijalankan oleh
buruh di bawah pimpinan majikan untuk sesuatu
waktu dengan menerima upah. Perjanjian tersebut
ditujukan pada perjanjian yang diadakan antara
majikan dan seorang buruh secara perseorangan.’

6 Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Edisi Revisi (Depok:

Rajawali Pers, 2019). 62

" Ike Farida, Perjanjian Perburuhan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
dan Outsouching (Jakarta: Sinar Grafika, 2020). 70
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Sedangkan itu dalam Pasal 1601 a KUHPerdata
memberikan pengertian yakni :

“Perjanjian Kerja adalah suatu perjanjian di
mana pihak kesatu (si buruh), mengikatkan
dirinya untuk di bawah perintah pihak yang lain,
si majikan untuk suatu waktu tertentu melakukan
pekerjaan dengan menerima upah.”

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 1 Angka 14
memberikan pengertian yakni:

“Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara

pekerja/buruh dan pengusaha atau pemberi kerja
yang memuat syarat-syarat kerja hak dan
kewajiban kedua belah pihak.”

Selain pengertian normatif seperti diatas,
Imam Soepomo (1998:53) berpendapat bahwa
perjanjian kerja adalah suatu perjanjian di mana
pihak kesatu (buruh), mengikatkan diri untuk
bekerja dengan menerima upah dari pihak kedua
yakni majikan, dan majikan mengikatkan diri
untuk mempekerjakan buruh dengan membayar
upah.

Menurut KUHPerdata tampak bahwa ciri
khas perjanjian kerja adalah dibawah perintah
pihak lain, dibawah perintah ini menunjukkan
bahwa hubungan antara pekerja dan pengusaha
adalah  hubungan bawahan dan atasan
(Subordinasi). Pengusaha sebagai pihak yang
lebih tinggi secara sosial-ekonomi memberikan
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perintah kepada pihak pekerja/buruh yang secara
sosial ekonomi mempunyai kedudukan yang lebih
rendah untuk melakukan pekerjaan tertentu.
Adanya wewenang perintah inilah yang
membedakan antara perjanjian kerja dengan
perjanjian lainnya.

Perjanjian kerja menurut Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
sifatnya lebih umum. Dikatakan lebih umum
karena menunjuk pada hubungan antara pekerja
dan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja,
hak dan kewajiban para pihak. Syarat kerja
berkaitan dengan pengakuan terhadap serikat
pekerja, sedangkan hak dan kewajiban para phak
seperti waktu kerja, jaminan sosial dan
keselamatan kerja, upah dan lainnya.

Hukum di dalamnya mengatur mengenai
hubungan hukum. Hubungan hukum didalamnya
terdiri dari hubungan antar individu dan
masyarakat dan hubungan antara individu itu
sendiri. Hubungan hukum atau rechtsbetrekkingen
merupakan hubungan antara dua atau lebih sub ke
hukum, hubungan mana terdiri atas ikatan antara
individu dengan individu, hubungan antara
individu dengan masyarakat, hubungan antara hak
dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan
hak dan kewajiban pihak yang lain.

Salah satu bentuk dari hubungan hukum
adalah  hubungan kerja. Hubungan kerja
merupakan hubungan antara tenaga kerja atau
buruh dengan pengusaha yang terjadi karena
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sudah adanya perjanjian kerja. Perjanjian kerja
yang sudah disepakati antara pekerja dan
pengusaha didalamnya tidak boleh melanggar isi
dari  perjanjian  perburuhan atau KKB
(Kesepakatan Kerja Bersama).

Hubungan kerja merupakan hubungan
dalam pelaksanaan kerja dalam perusahaan yang
berlangsung dalam kesepakatan tenaga kerja
dengan perjanjian kerja dan peraturan Kkerja
dengan terwujudnya hubungan kerja, baik
pengusaha maupun tenaga kerja (buruh) yang
bersangkutan, masing-masing telah memperoleh
hak, dengan pengusaha berhak memerintah dan
menugaskan buruh agar bekerja dengan giat dan
rajin tanpa melampaui batas isi perjanjian itu, dan
tenaga kerja (buruh) berhak upah dan jaminan-
jaminan lainnya kepada pengusaha tanpa
melampaui  pula batas-batas isi perjanjian
tersebut.’

Hubungan kerja menurut soepomo yakni
suatu hubungan antara seorang buruh dan seorang
majikan, di mana hubungan kerja itu sendiri
terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara
kedua belah pihak. Mereka terkait dalam suatu
perjanjian, di satu pihak pekerja atau buruh
bersedia bekerja dengan menerima upah dan

8 Ismaya. Hukum Ketenagakerjaan. 29
9 Najmi Ismail dan Moch. Zainuddin, “Hukum Dan Fenomena
Ketenagakerjaan,” Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial, 1.3 (2019), 166.
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pengusaha mempekerjakan pekerja atau buruh
dengan memberi upah. *°
Hubungan kerja dalam Undang-Undang

Ketenagakerjaan terdapat Hubungan kerja sector

formal adalah hubungan kerja yang terjadi antara

pengusaha dan tenaga kerja sesuai dengan

perjanjian kerja waktu tertentu dan waktu tidak

tertentu yang mengandung undur pekerjaan, upah

dan perintah. Hubungan antara pekerja dan

pengusaha dalam pelaksanaanya diharapkan

berjalan harmonis agar tercapai peningkatan,

produktifitas kerja dan kesejahteraan didalamnya.

Unsur-unsur yang terdapat dalam Hubungan

karena adanya perjanjian kerja yakni :

a. Adanya pekerjaa terdapat dalam Pasal 1601 a
KUH Perdata dan Pasal 341 KUH Dagang

b. Adanya perintah orang lain terdapat dalam
Pasal 1603 b KUH Perdata

c. Adanya upah terdapat dalam paasal 1602 a
KUH Perdata.'

Hal penting di dalam hubungan kerja yakni:

a. Pembuatan perjanjian kerja merupakan dasar
adanya hubungan kerja

b. Kewajiban buruh dalam melaksanakan
pekerjaannya juga merupakan hak majikan
atas pekerjaan buruh

10 Moh. Firdaus Sholihin Eko Wahyudi, Wiwin Yulianingsih, Hukum
Ketenagakerjaan (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). 55
11 Eko Wahyudi, Wiwin Yulianingsih., 57
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c. Kewajiban majikan dalam membayarkan upah
atas pekerjaannya merupakan hak buruh atas
upah yang memang seharusnya didapatkan

d. Berakhirnya hubungan kerja

e. Perselisihan antara pihak yang bersangkutan
dalam perselisihan dapat diselesaikan dengan
cara yang damai.'?

Menurut Pasal 50 Undang-Undang
Nomor 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa
hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian
kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh.
Hubungan kerja adalah hubungan (hukum) antara
pengusaha dengan  pekerja/buruh  yang
berdasarkan perjanjian kerja. Maka, hubungan
kerja merupakan sesuatu yang abstrak, sedangkan
perjanjian kerja adalah sesuatu yang konkret atau
nyata. Penjanjian kerja memunculkan adanya
ikatan antara pengusaha dan pekerja. Ikatan
tersebut yang terjadi karena adanya pernjanjian
kerja inilah yang disebut hubungan kerja.

Syarat sahnya perjanjian kerja, mengacu
pada syarat sahnya perjanjian perdata pada
umumnya yakni : (Pasal 52 Ayat (1) Undang-
Undang Ketenagakerjaan)

a. Adanya kesepakatan antara para pihak atau
tidak ada  dwang-paksaan,  dwaling-
penyesatan/kekhilafan atau bedrog-penipuan.

2 Ismaya. Hukum Ketenagakerjaan. 32
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b. Pihak-pihak yang bersangkutan mempunyai
kemampuan untuk melakukan perbuatan
hukum

c. Terdapat obyek perkejaan yang diperjanjikan

d. Pekerjaan yang diperjanjikan tersebut tidak
bertentangan dengan ketertiban umum,
kesusilaan, dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku

Hubungan kerja terjadi setelah adanya
perjanjian kerja, dan perjanjian kerja merupakan
suatu peristiwa hukum, maka konsekuensi suatu
hubungan kerja menimbulkan hak dan kewajiban
para pihak yang bersangkutan yakni pengusaha
dan pekerja/buruh. Perjanjian kerja merupakan
dasar hubungan kerja. Perjanjian kerja pada
awalnya diatur dalam Bab 7 Buku III KUH

Perdata serta dalam Peraturan Menteri Tenaga

Kerja Nomor: PER-02/MEN/1993 tentang

kesepakatan kerja waktu tertentu yang sudah tidak

berlaku lagi dengan adanya Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,

yang di dalamnya diatur dengan Perjanjian Kerja.

Jenis perjanjian kerja dibedakan atas:

a. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang
disebut PKWT, yakni perjanjian kerja antara
pekerja/buruh  dengan pengusaha untuk
mengadakan hubungan kerja dalam waktu
tertentu atau dapat dimaksud untuk pekerjaan
tertentu. (Pasal 1 angka 1 dan angka 2
Kep.100/MEN/V1/2004).
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Pasal 1 angka 2 yakni pekerjaan
waktu tidak tertentu yang selanjutnya disebut
PKWT adalah perjanjian kerja antara
pekerja/buruh  dengan pengusaha untuk
mengadakan hubungan kerja yang bersifat
tetap. Perjanjian kerja waktu tidak tertentu
terjadi karena hal-hal sebagai berikut:
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tidak dibuat
untuk pekerjaan yang menurut jenis dan sifat
pekerjaannya akan selesai dalam waktu
tertentu :

1) Pekerjaan yang sekali selesai atau dapat
dikatakan yang sementara

2) Pekerjaan yang diperkirakan dapat
diselesaikan dalam waktu yang tidak
terlalu lama, paling lama 3 (tiga) tahun

3) Pekerjaan yang bersifat musiman atau
hanya ada dalam keadaan tertentu

4) Pekerjaan yang berhubungan dengan
produk baru, kegiatan baru atau dalam
masa percobaan

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu diadakan

untuk pekerjaan yang bersifat tetap

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu didasarkan

atas jangka waktu tertentu diadakan untuk

jangka waktu lebih dari 2 tahun dan

diperpanjang lebih dari 2 tahun.

Pengusaha yang memilik maksud

memperpanjang Pekerja tersebut palim lama 7

(tujuh) hari sebelum perjanjian kerja untuk

waktu tertentu tersebut berakhir tidak
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memberikan maksudnya secara tertulis
kepada pekerja/buruh yang bersangkutan.
Pembaharuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
diadakan melebihi masa tenggang waktu 30
(tiga puluh) haru berakhirnya Perjanjian kerja
waktu tertentu yang lama. Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu diadakan lebih dari 1 (satu)
kali dan lebih dari 2 (dua) tahun.

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dibuat dalam
Bahasa Indonesia dan huruf latin.

PKWT tidak diperbolehkan
memberikan syarat adanya masa percobaan.
Apabila terdapat syarat percobaan maka
syarat masa percobaan tersebut yang
dinyatakan batal demi hukum dan perjanjian
kerja ini hanya untuk pekerjaan yang bersifat
tidak tetap. Syarat kerja yang diperjanjikan
dalam PKWT tidak boleh lebih rendah
daripada  ketentuan dalam perundang-
undangan yang berlaku,

Mengenai jangka waktu PKWT diatur
dalam Pasal 59 Ayat (3) Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan yakni perjanjian kerja waktu
tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui
dengan jangka waktu 3 (tiga tahun). Kata
diperpanjang dalam hal ini memilik maksud
bahwa melanjutkan hubungan kerja serta
perjanjian kerja waktu tertentu berakir tanpa
adanya pemutusan hubungan kerja.
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Pembaharuan yang dapat dilakukan
dalam hubungan kerja PKWT yakni
melakukan hubungan baru setelah perjanjian
kerja waktu tertentu pertama berakhir melalui
pemutusan hubungan kerja dengan tenggang
waktu 30 (tiga puluh) hari sesuai bunyi Pasal
59 Ayat (4) dan Ayat (6) yakni :

1) Jangka waktu perjanjian kerja waktu
tertentu dapat diadakan paling lama 2
(dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang
sekali untuk jangka wkatu 1 (satu) tahun
sesuai Pasal 59 Ayat (4) Undang-Undang
No. 13 Tahun 2003  tentang
Ketenagakerjaan.

2) Pembaharuan perjanjian kerja waktu
tertentu hanya boleh dilakukan sekali dan
paling lama 2 (dua) tahun sesuai pasal 59
Ayat (6) Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

h. Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu
yang disebut PKWTT, yakni perjanjian kerja
antara pekerja atau buruh dengan pengusaha
untuk mengadakan hubungan kerja tetap.”™

Dalam PKWTT, pengusaha dapat
mensyaratkan adanya masa percobaan
maksimum selama 3 bulan. Dalam masa
percobaan  tersebut  pengusaha  tetap
diharuskan memberikan upah sesuai dengan
ketentuan serta para pihak tidak diwajibkan
untuk membuat perjanjian kerja tertulis.

13 Fithriatus Shalihah, Dalam Hubungan Kerja Di Indonesia. 88
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Bagi pekerja PKWTT, jika perjanjian
kerja tidak dibuat secara tertulis, pengusaha
tetap mempunyai kewwajiban untuk membuat
surat pengangkatan bagi pekerja, yang
sekurang-kurangnya membuat keterangan
sebagai berikut:

1) Nama dan alamat pekerja/buruh
2) Tanggal mulai bekerja

3) Jenis pekerjaan

4) Besarnya upah.

Surat pengangkatan tersebut harus
diberikan kepada pekerja/buruh apabila masih
terdapat ketentuan lain seperti hak dan
kewajiban atau syarat kerja lainnya yang
belum diatur dalam perjanjian kerja, maka
para pihak dapat mengacu kepada Peraturan
Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja
Bersama (PKB) serta aturan hukum terkait
lainnya. Jika masa percobaan tidak tedapat
didalam perjanjian kerja PKWTT maka
ketentuan masa percobaan kerja dianggap
tidak ada. Apabila terjadi Pemutusan
hubungan kerja maka yang berlaku adalah
Pemutusan Hubungan Kerja biasa atau bukan
ketentuanmasa percobaan, sehingga
Pemutusan hubungan kerja memerlukan
penetapan dari Lembaga penyelesaian
perselisihan hubungan industrial. Tujuan
perjanjian kerja tetap dibuat secara tertulis
yakni:

1) Terjaganya keharmonisan hubungan kerja;
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2) Akan mudah untuk memahami hak dan
kewajiban yang telah disepakati;

3) Menghindari terjandinya ingkar janji para
pihak

4) Dalam hal terjadi perselisihan maka
perjanjian kerja secara tertulis akan
berperan sebagai pedoman dan bukti
untuk menyelesaikan perselisihan yang
timbul selama hubungan kerja
berlangsung. *

PKWTT atau pekerja tetap dapat digolongkan

menjadi 3 (tiga) cara berikut :*°

1) Menjadi pekerja tetap setelah menjalani
masa percobaan selama 3 (tiga) bulan
atau;

2) Menjadi pekerja tetap atau dinyatakan
sebagai pekerja tetap yang berasal dari
PKWT  karena tidak terpenuhinya
ketentuan Pasal 59 Ayat (1), Ayat (2), Ayat
(4) dan Ayat (5) Undang-Undang No. 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
maka demi hukum PKWT menjadi
PKWTT;

3) Menjadi pekerja tetap karena terjadinya
penyimpangan seperti diatur dalam Bab
VII Pasal 15 Kep.Menakertrans No.
Kep.100/MEN/V1/2004.

14 Ike Farida. Perjanjian Perburuhan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
dan Outsourching. 76
15 I nyoman putu budiartha. Hukum Outsourching.129
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Tabel 2.1
Perbandingan PKWTT dan PKWT?®
No. Isi atau PKWTT PKWT
Muatan
Perjanjian Lisan (diikuti | Harus tertulis, terdiri
Kerja dengan surat | dari :
pengangkatan) atau | a. PKWT Pertama
secara tertulis b. PKWT
perpanjangan
c. PKWT
Pembaruan
Masa Diperbolehkan Tidak diperbolehkan
percobaan (paling lama 3
bulan)
Jangka Tidak ada | Ada Batasan
waktu pembatasan maksimal 3 tahun, ada
pula  yang  dapat
diperbarui untuk
waktu paling lama 2
tahun).
Jenis Tidak dibatasi Ada Batasan:
pekerjaan a. Pekerjaan  yang
sekali
selesai/sementara
sifatnya
b. Pekerjaan yang
diperkirakan
selesai dalam

16 Tke Farida. Perjanjian Perburuhan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

dan Outsourching. 78
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waktu maksimal 3

tahun
c. Pekerjaan
musiman, atau
d. Pekerjaan  yang
berhubungan
dengan  produk
baru/percobaan
Penugasan | Tidak dibatasi Ada Batasan;
a. Satu jenis
pekerjaan, atau
b. Lebih dari satu
jenis pekerjaan
Pengakhiran | a. Pembayaran a. Tidak ada
Hubungan hak-hak pekerja pembayaran hak-
Kerja b. pesangon hak pekerja (jika
c. penghargaan jangka waktu
masa kerja PKWT selesai)
d. penggantian b. Pembayaran
hak, atau kompensasi (jika
e. uang pisah pengakhiran pada
(bagi  pekerja masa PKWT
non-manajerial masih  berlaku,
yang tergantung kasus).
mengundurkan
diri)

2. OQutsourching
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Outsourching Menurut Amin Widjaja
Tunggal merupakan proses pemindahan pekerjaan
dan layanan yang sebelumnya dilakukan dalam
perusahaan kepada pihak ketiga. Qutsourching
juga merupakan usaha untuk mendapatkan tenaga
ahli dan mengurangi beban dan biaya perusahaan
dalam meningkatkan kinerja perusahaan agar
dapat tetap bersikap kompetitif dalam menghadapi
perkembangan ekonomi dan teknologi global
dengan menyerahkan kegiatan perusahaan kepada
pihak lain yang sudah tertuang dalam perjanjian
kontrak.*

Outsourching dalam Bahasa Indonesia
diterjemahkan sebagai alih daya. Dalam praktik,
pengertian  dasar  outsourching merupakan
transformasi sebagaian ataupun semua pekerjaan
dan atau kewernangan pada pihak lain guna
mendukung strategi pemakai jasa outsouching
baik pribadi, perusahaan, divisi ataupun sebuah
unit dalam perusahaan. *°

Penyerahan pekerjaan tertentu oleh suatu
perusahaan dengan dasar perjanjian kerja sama
operasional yang dilakukan antara perusahaan
pemberi kerja dengan perusahaan penerima kerja
yang dilakukan dengan tujuan untuk membagi
risiko dan mengurangi beban dari perusahaan
tersebut yang dimaksud dengan Outsourching.
Hubungan hukum pekerja bukan dengan

17 Wafda Vivid Izziyana, Hukum outsourcing di indonesia, (Ponororgo:
Unmuh Ponorogo Press, 2018). 25
18 1zziyana. Hukum Outsourching di Indonesia, 25
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perusahaan pemberi kerja tetapi dengan
perusahaan penerima kerja.

Terdapat tiga pihak dalam system
outsourching yakni perusahaan principal (pemberi
pekerjaan), perusahaan jasa  outsourching
(penyedia tenaga kerja) dan tenaga kerja. Dalam
bidang ketenagakerjaan mengenai outsourching
ini dapat diartikan sebagai pemanfaatan tenaga
kerja untuk memproduksi atau melasanakan suatu
pekerjaan oleh suatu perusahaan, hal ini dilakukan
melalui perantara perusahaan penyedia/pengarah
tenaga kerja. Oleh karena itu , perusahana
penyedia tenaga kerja inilah yang secara langsung
mempunyai hubungankerja dengan pekerja/buruh
yang diperkerjakan.

Secara tersirat mengenai outsourching ini
diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang No. 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang
disebutkan bahwa Perusahaan dapat menyerahkan
sebagian  pelaksanaan  pekerjaan  kepada
perusahaan lainnya melalui perjanjian
pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa
pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis. Namun
maksud dari pengaturan tersebut tidak bersifat
mengikat, yakni pengaturan tersebut tetap dalam
artian pilihan bebas bergantung pada perhitungan
untung rugi dari perusahaan. Maka dapat
dikatakan bahwa outsourching memiliki beberapa
unsur secara yuridis formal dari segi hukum
ketenagakerjaan yakni:
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Penyerahan sebagaian pelaksanaan pekerjaan
oleh perusahaan

Kepada perusahaan lainnya; dan

Melalui perjanjian pemborongan pekerjaan
atau perjanjian penyedia jasa pekerja/buruh

Tujuan dari adanya program outsourching yakni :

Guna mengembangkan kemintraan usaha,
dengan maksud agar tidak terjadi
oengusahaan kegiatan industry oleh satu
perusahaan. Tentunya tujuan ini bermaksud
agar terjadi pemerataan kesejahteraan
masyarakat.
Mendukung adanya pendidikan dan alih
teknologi dalam bidang industry dan
manajemen pengelolaan pabrik. Tujuan ini
memiliki maksud agar dapat mengurangi
pemusatan kegiatan industry dan diharapkan
terjadi pemerataan dalam bidang industry.
Outsourching juga memiliki risiko yang

harus dihadapi oleh perusahaan. Pada dasarnya
risiki outsourching terbagi menjadi dua yakni
risiko ekonomi dan risiko hukum. Risiko ekonomi

outsourching yakni:?

a.

Tujuan outsourching yang tidak tercapai karna
tidak adanya efisiensi dan pernurunan
produktifitas;

Perusahaan tidak mendapatkan tenaga kerja
yang kompeten dikarenakann seleksi pekerja

9T nyoman putu budiartha. Hukum Outsourcing. 81

2 1bid.
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outsourching yang dilakukan tidak selektif
dan tidak terlatih;
Tidak adanya keahlian teknologi, hal ini
dikarenakan sarana prasarana pekerja dari
perusahaan outsourching tidak canggih serta
tidak memadai;
Tidak mendorong naiknya pertumbuhan
ekonomi, hal ini dikarenakan masalah
ketenagakerjaan serta masalah perusahaan
yang kurang kompetitif dan produktivitas.
Selanjutnya yakni risiko hukum dari

pelaksanaan outsourching dilihat dari hukum

ketenagakerjaan  yakni. Dilihat dari segi
pengusaha/perusahaan, risiko  pelaksanaan
outsourching yakni :

a.

Peralihan status pekerja outsourching yang
berdasar PKWT berubah menjadi pekerja
tetap (PKWTT) pada perusahaan
outsourching. Hal ini diatur dalam Pasal 59
Ayat (4/, (5), (6) Undang-Undang No. 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Pasal
15 Kepmenakertrans No. Kep.
100/MEN/V1I/2004 yakni apabila perusahaan
outsourching  memperkerjakan  pekerja
outsourching lebih dari tiga tahun berturut-
turut.

Peralihan status pekerja outsourching demi
hukum menjadi pekerja tetap pada perusahaan
pemberi kerja, Hal ini dapat terjadi apabila
pekerja melakukan pekerjaan inti pada
perusahaan pemberi kerja.Maka mengenai
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hak-hak  pekerja  outsourching  harus

dikembalikan ~ menjadi  pekerja tetap.

Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 65 Ayat (4)

dan (8) Undang-Undang Nomor 13 Tahun

2003 tentang Ketenagakerjaan.

Peralihan hubungan kerja dari perusahaan

outsourching kepada perusahaan pemberi

kerja yakni:

1) Perusahaan penyedia jasa pekerja tidak
memiliki dasar hukum dan tidak memiliki
izin operasional dari instansi yang
berwenang. Hal tersebut sesuai dengan
ketentuan Pasal 66 Ayat (4) Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan.

2) Perusahaan pemborongan pekerja tidak
berstatus hukum. Hal ini sesuai dengan
Pasal 65 Ayat (8) Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Selanjutnya apabila dilihat dari segi

pekerja, maka secara hukum ketenagakerjaan
risiko outsourching yakni: %

a.

Tidak adanya kepastian mengenai
kelangsungan pekerjaan. Hal ini dikarenakan
pekerja outsourching memiliki kemungkinan
untuk di PHK oleh perusahaan tersebut,
perjanjian kontrak antara pekerja dan
perusahaan hanya dilakukan satu kali dan
paling lama dua tahun. Hal ini sesuai dengan

2 Ibid., 84
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Pasal 59 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

b. Uang pesangon yang didapatkan pekerja
outsourching tidak sama dengan pekerja tetap.
Hal ini dikarenakan masa kerja selalu dihitung
dari perpanjangan kontrak dua tahun.
Sebagaimana yang tertera dalam Pasal 59 Ayat
(6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan.

3. Magang

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2033
tentang Ketenagakerjaan menyebutkan magang
merupakan bagian dari system pelatihan kerja
yang dijalankan secara terpadu antara pelatihan
kerja pada Lembaga pelatihan yang bekerja sama
secara langsung dibawah bimbingan dan
pengawasan instruktur atau pekerja buruh yang
lebih berpengalaman dalam proses produksi
barang dan atau jasa pada perusahaan, dalam
rangka untuk menguasai keterampilan atau
keahlian tertentu.

Pemagangan merupakan ~ program
pelatihan kerja untuk dan bagi kepentingan
pemagang dalam proses produksi barang/jasa di
perusahaan pada bidang pekerjaan tertentu yang
tidak  bersifat tetap. Pemagangan bukan
merupakatan  kegiatan pokok dan tidak
menghambat proses produksi, namun tetap dalam
rangka program menguasai ketrampilan atau
keahlian tertantu di perusahaan.
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Batasan kompetensi dan otoritas program
menggambarkan bahwa dalam proses produksi
apapun bidangnya kecuali pemagangan, terbangun
system yang saling berhubungan dan memiliki
sifat yang komorehensif dan holistic. Proses
pemagangan bersifat pelatihan untuk pencapaian
kualifikasi kompentensi kerta tententu berstandar
nasional, namun tidak bersifat tetap. Program
pemagangan hanya dapat diposisikan bidang
tertentu atau bersifat tidak tetap dan bukan bidang
pokok utama dalam proses produksi.

Dalam hukum ketenagakerjaan dijelaskan
bahwa pemagangan harus dibuat berdasar
perjanjian secara tertulis antara peserta magang
dengan pengusaha, dan dalam perjanjian tersebut
mengatur mengenai hak, kewajiban serta jangka
waktu magang. Program magang akan berubah
statusnya, jika tidak melalui perjanjia tersebut
yakni peserta pemagangan menjadi
pekerja/karyawan  perusahaan  bersangkutan.
Dalam peraturan pelaksanaannya, yakni Pasal 11
Permenakertrans Nomor 22 Tahun 2009 yakni
dasar (alas) hak para pihak di bawah domein
perjanjian pemagangan secara tertulis. Selain itu
penyelenggara pemagangan wajib memperhatikan
batas waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam
ketentuan Pasal 7 Ayat (4), Ayat (5), serta Ayat (6)
permenakertrans Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri.

Konsep dasar program pemagangan
memberi pembelajaran yang bersifat positif dalam
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rangka penguasaan keterampilan kerja serta
kompetensi yang bersifat positif dalam rangka
penguasaan keterampilan kerja serta kompetensi
bidang tertentu yang bernilai manfaat, khususnya
bagi produktivitas kerja perusahaan. Manfaat
lainnya yakni membuka kesempatan bagi
masyarakat khususnya peserta magang untuk
melatih  diri  melalui  keberadaan industry
perusahaan yang ada dilingkungan masyarakat
dan bersifat khusus dilihat manfaatnya untuk
negara yakni menghemat devisa negara.
Pemagangan melalui model rekrutmen yang
dilakukan perusahaan memberi nilai kontribusi
kepada negara, masyarajat, dan perusahaan itu
sendiri. Nilai tersebut akan memberikan kepastian
hukum dan keadilan, terutama kepastian pelebaran
lapangan kerja dan membuka ruang kerja baru
disektor perbankan, dan umumnya pada bidang
ekonomi.

Konsekuensi hukum bagi penyelenggara
program pemagangan yakni wajib mengangkat
peserta magang sebagai pekerja tetap perusahaan
dan wajib menerbitkan surat keputusan yang berisi
hak dan kewajiban bagi pekerja tetap yang
sebelumnya sebagai peserta magang sesuai
ketentuan  hukum. Apabila  penyelenggara
program magang mengabaikan ketentuan hukum
tersebut maka pihak yang dirugikan dapat
melakukan tuntutan hukum di Pengadilan
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Hubungan Industrial berdasarkan aturan hukum
positif. %

4. Peraturan tentang Perusahaan

Berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, Peraturan Perusahaan (PP) ialah
peraturan yang dibuat secara tertulis oleh
pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan
tata tertib perusahaan. %

Sasaran Pembuatan Peraturan Perusahaan.
Manfaat Pembuatan Peraturan Perusahaan.
Fungsi Pembuatan Peraturan Perusahaan.
Tujuan Pembuatan Peraturan Perusahaan.
Persyaratan Pembuatan Peraturan Perusahaan.
Materi  Yang Diatur Dalam Peraturan
Perusahaan.

g. Sistematika Peraturan Perusahaan.

Masa Berlaku peraturan perusahaan
adalah paling lama 2 (dua) tahun dan wajib
diperbaiki setelah habis masa berlakunya. Adapun
tata cara pembuatan peraturan perusahaan adalah
sebagai berikut: 2*

e oo o

2 Djoko Heroe Soewono, Analisis Hukum Mengenai Perjanjian
Pemagangan : Apakah Model Program Pemagangan Dapat Mengambil- Alih
Fungsi Hubungan Kerja Yang Bersifat Tetap, Jurnal Juridis Sosiologis, 4.5
(2019), 1-16.

2 Ahmad Hunaenin Zulkarnaen, “Penyuluhan Tentang Tata Cara
Membuat Peraturan Perusahaan Di PT. Pelangi Warna Kreasi Bandung,” Journal
of empowerment, Volume 1 N (2017). 3

24 Jbid., 43
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Pembuatan Peraturan Perusahaan Baru.

b. Perubahan Peraturan Perusahaan.

C.

Pembaharuan Peraturan Perusahaan.

dinas

Peraturan perusahaan harus disahkan oleh

yang bertanggung jawab di bidang

ketenagakerjaan. Adapun tujuan pengesahan
adalah; %

a.

Mencegah agar materi yang diatur dalam
peraturan perusahaan tidak bertentangan

dengan peraturan perundangundangan yang
berlaku.
Meningkatkan kualitas syarat-syarat kerja

yang diatur dalam peraturan perusahaan.

Di dalam peraturan perusahaan ditentukan

hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha yang
meliputi: %

a. Kewajiban Pengusaha.

1) Memberitahukan dan menjelaskan isi
peraturan perusahaan kepada semua
pekerja.

2) Membagikan buku peraturan perusahaan
kepada semua pekerja.

3) Melaksanakan isi peraturan perusahaan
dengan penuh tanggung jawab.

b. Kewajiban pekerja/buruh.

1) Membaca dan memahami isi peraturan
perusahaan.

2) Melaksanakan isi peraturan perusahaan
dengan penuh tanggung jawab.

% Ibid., 44

% Ibid., 45
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Peraturan ~ Perusahaan  Sekurang-kurangnya
memuat tentang:27

a. Hak dan kewajiban pengusaha;

b. Hak dan kewajiban pekerja/buruh;

c. Syarat kerja;

d. Tata tertib perusahaan;

e. Jangka waktu berlakunya PP; dan

f. Hal-hal yang merupakan pengaturan lebih lanjut
dari peraturan perundang-undangan.

5. Perjanjian Kerja Bersama

Konsep dari Perjanjian Kerja Bersama

dapat diuraikan sebagai berikut: %8

a. Perjanjian Kerja Bersama merupakan suatu
perjanjian yang dihasilkan dari suatu
perundingan, maka didalam Perjanjian Kerja
Bersama terdapat asas-asas hukum perjanjian
yang melekat didalamnya.

b. Perjanjian Kerja Bersama memiliki subjek
hukum yakni pihak serikat pekerja yang telah
tercatat pada instansi yang bertanggung jawab
pada bidang ketenagakerjaan dan pihak
pengusaha yang bersifat kolektif.
Sebagaimana mengutip pasal Pasal 116 Ayat
(1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan yakni Perjanjian

27 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 28
Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pengesahan Peraturan
Perusahaan Serta Pembuatan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama

28 Ike Farida. Perjanjian Perburuhan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
dan Outsourching. 30
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kerja ~ Bersama  dibuat oleh  serikat
pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat
pekerja/serikat buruh yang telah tercatat pada
instansi yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan dengan pengusaha atau
beberapa pengusaha.

c. Isi Perjanjian Kerja Bersama yakni memuat
syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para
pihak. Perjanjian Kerja Bersama dijadikan
sebuah aturan yang berlaku didalam suatu
perusahaan yang didalamnya mengikat
pengusaha dan seluruh pekerjanya.

Perundingan pembuatan perjanjian kerja

Bersama dimulai dengan adanya kesepakatan tata

tertib perlindungan yang berisi tentang: %

Tujuan pembuatan tata tertib

Susunan tim perunding

Lamanya masa perundingan

Materi Perundingan

Tempat perundingan

Tata cara perundingan

Cara penyelesaian kebuntuan perundingan

Sah nya perundingan

Biaya perundingan

S oo Ao o

—

Proses perundingan dalam perumusan
Perjanjian Kerja Bersama memiliki tujuan untuk
mencapai kesepakatan antara pihak perusahaan

2 Rahmawati Kusuma Zaeni Asyhadie, Hukum Ketenagakerjaan
Dalam Teori & Praktik Di Indonesia (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).
Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori&Praktik Di Indonesia. 96
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dan pihak pekerja. Isi dari Perjanjian Kerja
Bersama yakni:

a.
b.
C.

Hak dan kewajiban pengusaha
Hak dan kewajiban serikat pekerja
Jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya
Perjanjian Kerja Bersama
Tanda tangan para pihak pembuat Perjanjian
Kerja Bersama®

Permenaker Nomor 28 Tahun 2014

menyebutkan bahwa Perjanjian Kerja Bersama

memuat mengenai:

a.

b.

Nama, tempat kedudukan serta alamat serikat
pekerja/serikat buruh
Nama, tempat kedudukan serta alamat
perusahaan
Nomor serta tanggal penvatatan serikat
pekerja/serikat buruh pada instansi yang
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan
kabupaten/kota
Hak dan kewajiban pengusaha
Hak dan kewajiban serikat pekerja/serikat
buruh serta pekerja/buruh
Jangka waktu dan tangal mulai berlakunya
PKB dan
Tanda tangan para pihak pembuat Perjanjian
Kerja Bersama®

Perjanjian Kerja Bersama tidak boleh

dibuat bertentangan dengan peraturan perundang-

% Ike Farida. Perjanjian Perburuhan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

dan Outsourching. 55
81 Ibid., 60
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undangan yang berlaku. Apabila dalam Perjanjian

Kerja Bersama terdapat substansi yang

bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku maka ketentuan dalam

Perjanjian Kerja Bersama tersebut dinyatakan

batal demi hukum dan ketentuan yang berlaku

tetap mengacu pada peraturan perundang-
undangan.® Para Pihak yang membuat perjanjian
kerja bersama (PKB):

a. Perjanjian Kerja Bersama disusun oleh
pengusaha dan serikat pekerja  dan
dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk
mendapatkan kesepakatan. Perjanjian Kerja
Bersama hanya dapat di musyawarahkan oleh
serikat pekerja yang didukung oleh pekerja
pada perusahaan tersebut dan jumlah pekerja
yang mendukung bukan dalam kisaran 1 (satu)
atau 2 (dua) orang saja, namun jumlah pekerja
yang mendukung yakni Sebagian besar dari
jumlah pekerja perusahaan tersebut.*

b. Pekerja yang diwakili oleh serikat kerja ini
memiliki tujuan agar pekerja posisinya lebih
kuat dalam perundingan dengan pengusaha
dikarenakan  pengurus serikat pekerja
umumnya akan dipilih dari orang yang
mampu memperjuangkan hak dan
kepentingan para pekerja. Dalam Pasal 119
Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan apabila di satu

32 Ibid., 56
3 Husni. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Edisi Revisi. 40
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perusahaan hanya terdapat satu serikat
pekerja/serikat  buruh  maka  serikat
pekerja/serikat  buruh  tersebut  berhak

mewakili pekerja/buruh dalam perundingan
pembuatan perjanjian kerja bersama dengan
pengusaha apabila memiliki jumlah anggota
lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari
jumlah seluruh pekerja/buruh di perusahaan
yang bersangkutan.

Tabel 2.2

Perbedaan Peraturan Perusahaan,
Perjanjian Kerja, dan

Perjanjian Kerja Bersama

34

No. Segi Peraturan Perjanjian Kerja | Perjanjian Kerja
Perusahaan Bersama
1 Pihak Pengusaha Pengusaha  dan | Pengusaha dan
yang Pekerja/Buruh Serikat
Membu Pekerja/Serikat
at Buruh
2 Pihak Pekerja/buruh Pekerja/Buruh 1. Pengusaha
yang 2. Serikat
terikat Pekerja/Serikat
Buruh

3. Pekerja/buruh
anggota Serikat

34 Ike Farida. Perjanjian Perburuhan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
dan Outsouching. 60
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Pekerja/Serikat
Buruh

4. Pekerja Buruh
yang bekerja di
perusahaan
yang
bersangkutan

5. Pekerja/Buruh

yang baru
masuk bekerja
Isinya Kewajiban Hak dan | Hak kewajiban para
Pekerja/buruh Kewajiban pihak dan syarat-
pengusaha  dan | syarat umum
pekerja/buruh
Jangka | 2 tahun Tergantung dari | 2 tahun
waktu jenis  perjanjian
berlakun kerja:
ya 1. Perjanjian
kerja  tanpa
jangka waktu
berlaku
sampai
pekerja/buruh

pensiun,  di
PHK,
pekerja/buruh
meninggal

dunia sebelum

atau

pensiun.
2. Perjanjian
kerja dengan
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jangka waktu

tertentu
berlakunya
tergantung
dari  waktu
yang
ditentukan
Perpanja | 1. Jangka Untuk Dapat diperpanjang
ngan waktu tidak perjanjian hanya untuk dua
jangka bisa kerja  tanpa | tahun  berikutnya
waktu diperpanjan jangka waktu | jika situasi, kondisi
berlakun g jika sudah tertentu dan keadaan
ya ada PKB. berlakunya perusahaan belum
2. Jika belum tidak bisa | ada perubahan
ada  PKB diperpanjang. | sejak  pembuatan
bisa Untuk PKB.
diperpanjan perjanjian
g untuk kerja dengan
jangka jangka waktu
waktu 2 tertentu dapat
tahun diperpanjang
dengan sesuai
persetujuan kebutuhan
Disnaker pengusaha.
Penghen | Peraturan Untuk Perjanjian kerja
tian perusahaa dapat perjanjian bersama tidak bisa
jangka dihentikan masa kerja  tanpa | dihentikan jangka
waktu berlakunya jika jangka waktu | waktu berlakunya.
berlakun | tersusunnya tertentu  bisa
ya. KKB. dihentikan

karena PHK
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dan  karena
pekerja/buruh
melakukan
tindak pidana.
2. Untuk

perjanjian
kerja dengan
jangka waktu
tertentu tidak
bisa
dihentikan
tanpa alasan
kecuali kalau
pekerja/buruh
melakukan
tindak pidana.

E. PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Pemutusan hubungan kerja ialah pengakhiran
hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang
mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara
pekerja/buruh dan pengusaha. Ketentuan mengenai
pemutusan hubungan kerja meliputi pemutusan
hubungan kerja yang terjadi di badan usaha yang
berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan,
milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik
swasta maupun milik negara, maupun usaha-usaha
sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus
dan memperkerjakan orang lain dengan membayar
upah atau imbalan dalam bentuk lain. Terdapat 4
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(empat) istilah yang terkait dengan Pemutusan
Hubungan Kerja, yaitu:
1. Terminator adalah pemutusan hubungan kerja
karena selesainya/berakhirnya kontrak kerja.
2. Dismissal adalah Pemutusan hubungan kerja
karena Tindakan indisipliner
3. Redundancy adalah Pemutusan hubungan kerja
yang dikaitkan dengan perkembangan teknologi.
4. Retrechment adalah Pemutusan hubungan kerja
yang dikaitkan dengan permasalahan ekonomi.
Dalam kepustakaan maupun peraturan
perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan
dikenal macam-macam pemutusan hubungan kerja,
yaitu:
1. Pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha
Pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh
pengusaha merupakan pemutusan hubungan kerja
dengan kehendak berasal dari pengusaha, karena
adanya pelanggaran atau kesalahan yang
dilakukan oleh pekerja atau buruh atau mungkin
karena faktor lainnya.** Pemutusan hubungan
kerja oleh pengusaha harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut:

a. Alasan pemutusan hubungan kerja yang
dilakukan oleh pengusaha berhubungan atau
melekat pada pribadi pekerja.

b. Alasan pemutusan hubungan kerja yang
dilakukan oleh pengusaha berhubungan
dengan tingkah laku pekerja

% Ismaya. Hukum Ketenagakerjaan. 123-124
3% Eko Wahyudi, Wiwin Yulianingsih. Hukum Ketenagakerjaan. 90
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Alasan pemutusan hubungan kerja oleh
pengusaha berhubungan dengan jalannya
perusahaan yaki demi kelangsungan
perusahaan

Terdapat beberapa hal dalam

pemberhentian pekerja yang dianggap tidak layak

diantaranya :

a. Tidak menyebutkan alasannya

b. Alasannya dibuat-buat atau alasan yang
digunakan ternyata palsu

c. Bertentangan dengan ketentuan dalam

undang-undang atau kebiasaan.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengusaha
dapat melakukan pemutusan hubungan kerja
dengan alasan :

o Ao o

Pekerja melakukan kesalahan ringan;

Pekerja melakukan kesalahan berat;
Perusahaan tutup karena pailit;

Force Majeur,

Adanya efisiensi;

Perubahan status, milik, lokasi dan pekerja
menolak;

Perubahan status, milik, lokasi dan majikan
menolak;

Pekerja sakit berkepanjangan dan mengalami
cacat akibat kecelakaan kerja.

Pekerja/buruh ditahan pihak yang berwajib
sela,a 6 (enam) bulan berturut-turut disebbkan
melakukan tindak pidana diluar perusahaan.
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Apabila pekerja/buruh ditahan oleh pihak

berwajib karena melakukan tindak pidana bukan
atas pengaduan pengusaha, maka pengusaha tidak
wajib membayar upah tetapi wajib memberikan

bantuan kepada keluarga pekerja/buruh yang
menjadi tanggungannya dengan ketentuan sebagai

berikut :

a. Untuk 1 (satu) orang tanggungan: 25% (dua
puluh lima perseratus) dari upah.

b. Untuk 2 (dua) orang tanggungan: 35% (tiga
puluh lima perseratus) dari upah.

c. Untuk 3 (tiga) orang tanggungan: 45% (empat
puluh lima perseratus) dari upah.

d. Untuk 4 (empat) orang tanggungan: 50% (lima
puluh perseratus) dari upah.

e. Pemutusan hubungan kerja setelah SP (Surat
peringatan) I, II, dan III

f. Pemutusan hubungan kerja karena pengusaha
tidak bersedia lagi menerima pekerja/buruh
(melanjutkan hubungan kerja) karena adanya
perubahan status, penggabungan dan
peleburan perusahaan.

g. Pemutusan hubungan kerja karena mangkir
yang dikualifikasikan mengundurkan diri

h. Pemutusan hubungan kerja atas pengaduan

pekerja/buruh yang menuduh dan dialporkan
pengusaha (kepada pihak yang berwajib
melakukan “kesalahan” dan ternyata tidak
benar
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i. Pemutusan hubungan kerja karena pengusaha
(perorangan) meninggal dunia. ¥’
2. Pemutusan hubungan kerja oleh pekerja
Pemutusan Hubungan Kerja oleh pekerja bisa
terjadi karena :
a. Karena buruh/pekerja mengundurkan diri
b. Pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan
hubungan kerja disebabkan adanya perubahan
status, penggabungan, peleburan dan
perubahan kepemilikan perusahaan
c. Atas permohonan bruh/pekerja kepada
Lembaga PPHI karena pengusaha melakukan
“Kesalahan” dan ternyata benar
d. Atas permohonan pekerja/buruh karena sakit
bekerpanjangan mengalami cacat (total/tetap)
akibat kecelakaan kerja.

Ketentuan Pasal 169 Ayat (1) Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan ditentukan bahwa pekerja/buruh
dapat mengajukan permohonan pemutusan
hubungan kerja kepada Lembaga penyelesaian
hubungan industrial dalam hal pengusaha
melakukan perbuatan sebagai berikut :

a. Menganiaya, menghina secara kasar atau
mengancam pekerja/buruh

b. Membujuk dan/atau menyuruh pekerja/buruh
untuk melakukan perbuatan yang bertentang
dengan peraturan perundang-undangan

87 Ismaya. Hukum Ketenagakerjaan. 124-125
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c. Tidak membayar upah tepat waktu yang telah
ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut
atau lebih.

d. Tidak melakukan kewajiban yang telah
dijanjikan kepada pekerja/buruh

e. Memerintahkan pekerja/buruh untuk
melakukan pekerjaan diluar yang
diperjanjikan; atau

f. Memberikan pekerjaan yang membahayakan
jiwa, keselamatan, Kesehatan dan kesusilaan
dan kesusilaan pekerja/buruh, sedangkan
pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada
perjanjian kerja.

Namun, berdasarka Putusan MK No.
58/PUU-1X/2011 tanggal 16 Juli 2012 diputuskan
bahwa Pasal 169 Ayat (1) Huruf ¢ Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
sepanjang tidak dimaknai Pekerja/buruh dapat
mengajukan permohona pemutusan hubungan
kerja kepada Lembaga penyelesaian perselisihan
hubungan industrial dalam hal pengusaha tidak
membayar upah tepat pada waktu yang telah
ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau
lebih meskipun pengusaha membayar upah secara
tepat waktu sesudahnya. *

3. Pemutusan hubungan kerja demi hukum

a. Pekerja dalam masa percobaan

b. Pekerja mengundurkan diri tanpa syarat atau
karena memiliki usia pensiun

%8 Ibid., 125-126
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Pekerja meninggal dunia

Hubungan kerja yang diadakan untuk waktu
tertentu telah berakhir

Pemutusan hubungan kerja karena perusahaan
ditutup (likuidasi) yang diseabka mengalami
kerugian®

4. Pemutusan hubungan kerja oleh pengadilan

a.

Pemutusan  Hubungan  Kerja  karena
perusahaan  pailit (berdasarkan  putusn
pengadilan niaga)

Pemutusan Hubungan Kerja terhadap anak

yang tidak memenuhi syarat untuk bekerja

yang digugat melalui Lembaga PPHI

Pemutusan  Hubungan  Kerja  karena

berakhirnya Perjanjian Kerja®

Prosedur pemutusan hubungan kerja
menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun

2003 tentang Ketenagakerjaan yakni:

1) Pihak  yang  bersangkutan  yakni
pengusaha, pekerja atau burh dan serikat
pekerja melakukan upaya agar tidak
terjadi pemutusan hubungan kerja.

2) Jika pemutusan hubungan kerja tetap
terjadi maka pekerja, pengusaha dan
serikat pekerja mengadakan perundingan

3) lJika perundingan yang dilakukan tersebut
berhasil maka dibuat hasil akhir yakni
persetujuan bersama.

39 Ibid., 127
0 Ibid.
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4) Apabila perundingan yang dilakukan
tidak berhasil maka pengusaha dapat
mengajukan  permohonan  penetapan
disertai dasar dan alasan-alasan yang
dikemukakan kepada Lembaga
penyelesaian  perselisihan  hubungan
industrial.**

F. PENYELESAIAN PERSELISIHAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL
Perselisihan hubungan industrial dalam Pasal
1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004
tentang  Penyelesaian  Perselisihan ~ Hubungan
Industrial menyebutkan bahwa perselisihan hubungan
industrial adalah  perbedaan pendapat yang
mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau
gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau
serikat  pekerja/serikat buruh karena adanya
perselisihan mengenai hak, perselishan kepentingan,
perselisthan  pemutusan hubungan kerja, dan
perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam
satu perusahaan. Maka dapat dilihat bahwa jenis
perselisihan industrial diantaranya yakni :
1. Perselisihan hak;
Menurut pasal 1 Angka 2 Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2004, Perselisihan yang
timbul karena tidak dipenuhinya hak. Selain itu
terdapat perbedaam pelaksanaan mengenai
ketentuan  peraturan  perundang-undangan,

41 Eko Wahyudi, Wiwin Yulianingsih. Hukum Ketenagakerjaan. 101
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perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan
perjanjian kerja bersama.
Perselisihan kepentingan;

Perselisihan kepentian dalam Pasal 1
Angka 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004
tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial yakni Perselisihan di dalam hubungan
kerja yang terdapat ketidaksesuaian pendapat
mengenai pembuatan, dan/atau perubahan syarat-
syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian
kerja, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian
kerja bersama.

Perselisihan pemutusan hubungan kerja;

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial menyebutkan bahwa
Perselisihan ini timbul karena terdapat ketidak
sesuaian  pendapat mengenai  pengakhiran
hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu
pihak.

Perselisihan antar serikat pekerja/buruh hanya
dalam satu perusahaan:

Dalam pasal 1 Angka 5 Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial menyebutkan
bahwa perselisihan ini terjadi karena adanya
perselisihan antar-serikat [ekerja/serikat buruh
yang didalamnya mengenai perselsithan antara
serikat pekerja/serikat uruh dengan serikat
pekerja/serikat buruh lain hanya dalam satu
perusahaan, karena tidak adanya persesuaian



74

paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak,
dan kewajiban keserikat-pekerjaan.

Dasar hukum penyelesaian perselisihan
hubungan industrial yakni Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial. Undang-
Undang ini mencabut Undang-Undang Nomor 22
Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perburuhan dan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). *

Terdapat beberapa cara dalam penyelesaian
perselisihan hubungan industrial berdasarkan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2004 yakni :

1. Penyelesaian secara wajib menurut Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2004 :
a. Penyelesaian melalui bipartit
Dalam Pasal 3 Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2004 menentukan bahwa

setiap perselisihan hubungan industrial wajib

diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu
melalui  perundingan  bipartite  secara
musyawarah untuk mencapai mufakat.

Penyelesaian secara bipartite harus mampu

diselesaikan paling lama 30 (Tiga Puluh) hari

kerja para pihak menolak untuk berunding
tetapi tidak mencapai kesepakatan, maka
perundingan bipartite dianggap gagal. *®

“2 Husni Lalu, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Edisi Revisi (Depok:
Rajawali Pers, 2019). 120

43 Zaeni Asyhadie. Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori&Praktik di
Indonesia. 60
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Perundingan tersebut harus dibuat
dalam bentuk suatu risalah yang harus ditanda
tangani oleh kedua belah pihak. Risalah
memuat beberapa hal menurut Pasal 6 Ayat (2)
Undang-Undang nomor 2 Tahun 2004 yakni :
1) Nama lengkap dan alamat para pihak;

2) Tanggal dan tempat perundingan;
3) Pokok masalah atau alasan perselisihan;
4) Pendapat para pihak;
5) Kesimpulan atau hasil perundingan; dan
6) Tanggal serta tanda tangan para pihak
yang melakukan perundingan
b. Penyelesaian melalui mediasi

Mediasi hubungan Industrial yang
biasa disebut mediasi ini merupakan
perselisihan hak, perselisihan kepentingan,
perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan
perselisihan antarserikat pekerja/buruh hanya
dalam satu perusahaan melalui musyawarah
ditengahi oleh seorang atau lebih mediator
yang netral. *

Mediator memiliki tugas melakukan
mediasi dan mempunyai kewajian
memberikan anjuran tertulis kepada para
pihak yang berselisih untuk menyelesaikan
perselisihan hak, perselisihan kepentingan,
perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan
perselisihan antar-serikat pekerja/buruh hanya
dalam satu perusahaan. Selambat-lambatnya 7

4 Armansyah Koesparmono Irsan, Hukum Tenaga Kerja Suatu
Pengantar (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2016). 126



76

(tujuh) hari kerja setelah adanya pemberian
penyelesaian perselisihan, mediator harus
melakukan penelitian tentang duduk perkara
permasalahan dan segera mengadakan sidang
mediasi.

Sidang mediasi yang dilakukan dapat
menghadirkan saksi atau saksi ahli untuk
dimintai keterangan mengenai permasalahan
tersebut. Para saksi atau saksi ahli yang hadir
dalam sidang mediasi berhak meminta
penggantian biaya transportasi yang besarnya
sudah ditetapkan oleh mentri. Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 yakni
barangsiapa yang yang dimintai
keterangannya oleh mediator guna
menyelesaikan perselisihan hubungan
industrial maka wajib memberikan keterangan
termasuk ~ membukakakn  buku  dan
memperlihatkan surat-surat yang diperlukan.

Mediator wajib merahasiakan semua
keterangan yang diberikan oleh saksi
dikarenakan jabatan-jabatan tertentu
berdasarkan peraturan perundang-undangan
harus menjaga kerahasianannya, maka
permintaan  keterangan kepada pejabat
dimaksud sebagai saksi ahli harus mengikuti
prosedur yang sudah ditentukan. Apabila
kesepakatan tersebut tercapai maka proses
seperti  apa yang dilakukan  dalam
penyelesaian bipartite harus diberlakukan.
Namun, apabila kesepakatan tersebut tidak
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tercapai kesepakatan PPHI melalui mediasi

maka hal yang dapat dilakukan adalah:

a.
b.

Mediator mengeluarkan anjuran tertulis
Anjuran tertulis selambat-lambatnya 10
(sepuluh) hari kerja sejak sidang mediasi
pertama harus sudah disampaikan kepada
para pihak

Para pihak harus sudah memberikan
jawaban secara tertulis kepada mediator
yang isinya menyetujui atau menolak
anjuran tertulis, dalam kurun waktu
selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari
kerja setelah menerima anjuran tertulis
Pihak yang tidak memberikan
pendapatnya maka dianggap menolak
anjuran tertulis

Apabila para pihak menyetujui anjuran
tertulis tersebut maka dalam waktu
selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja
sejak anjuran tertulis disetujui, mediator
harus sudah selesai membantu para pihak
membuat perjanjian bersama untuk
kemudian didaftar pada pengadilan
hubungan industrial pada pengadilan
negeri di wilayah hukum para pihak-pihak
megadakan perjanjian bersama untuk
mendapatkan akta bukti pendaftaran, yang
menjadi bagian tidak terpisahkan dari
perjanjian bersama.

Apabila  perjanjian  bersama  tidak
dilaksanakan oleh salah satu pihak maka
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pihak yang merasa dirugikan dapat
mengajukan permohonan eksekusi kepada
pengadilan hubungan industrial pada
pengadilan negeri di wilayah perjanjian
bersama  didaftar untuk mendapat
penetapan eksekusi.

Mediator selambat-lambatnya
menyelesaikan tugasnya dalam waktu 30 (tiga
puluh) hari kerja. 30 (tiga puluh) hari kerja
tersebut terhitung sejak menerima pelimpahan
penyelesaian  perselisihan  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (4) Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2004. Apabila
mediator  tidak  dapat = menyelesaikan
perselisihan hubungan industrial dalam waktu
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja
tanpa alasan yang sah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2004 maka dapat dikenakan sanksi
administrasi berupa hukuman disiplin sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.
Penyelesaian melalui konsilisasi

Konsiliasi hubungan kerja merupakan
penyelesaian  perselisihan ~ kepentingan,
perselisihan Pemutusan hubungan kerja atau
perselisihan antarserikat pekerja/buruh hanya
dalam satu perusahaan melalui suatu
musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau
lebih konsiliator yang netral. Penyelesaian
melalui  konsiliasi ini ditangani oleh
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konsiliator hubungan industrial yang disebut
konsiliator yang merupakan seoranh atau leih
yang sudah memenuhi syrat sebagai
konsiliator sesuai dengan ketentuan Menteri.
Konsiliator memiliki tugas melakukan
konsiliasi dan wajib memebrikan anjuran
tertulis kepada para pihak yang berselisih
untuk menyelesaikan perselisihan
kepentingan, perselisihan pemutusan
hubungan kerja atau perselisihan antar serikat
pekerja/buruh hanya dalam satu perusahaan.
Penyelesaian perselisihan hubungan
industrial ~ yang  dilaksanakan  melalui
konsiliator dilaksanakan setelah para pihak
mengajukan permintaan penyelesaian secara
tertulis kepada konsiliator yang sudah
ditunjuk dan sudah disepakati oleh pihak yang
bersangkutan. Konsiliator dapat
menghadirkan saksi atau saksi ahli dalam
sidang konsiliasi. Kehadiran saksi tersebut
guna dimintai keterangannya. Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang
Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial menyebutkan bahwa Barangsiapa
yang diminta keterangannya oleh konsiliator
guna menyelesaikan perselisihan hubungan
industrial wajib memberikan keterangan
termasuk membukakan buku dan
memperlihatkan surat-surat yang diperlukan.
Apabila saksi menolak memberikan
keterangannya maka kepadanya dapat
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dikenakan Pasal 122 Undang-Undang Nomor
2 tahun 2004 tentang Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial yang
didalamnya termasuk golongan pelanggaran
dan terdapat ancaman pidana berupa kurungan
paling singkat satu bulan dan paling lama
enam bulan dan/atau denda paling sedikit
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan
paling banya Rp50.000.000,00 (lima puluh
juta rupiah).

Apabila keterangan yang diberikan
berkaitan dengan jabatan seseorang maka
konsiliator wajib menjaga rahasia tersebut
dengan prosedur yang ada. Konsilliator wajib
menyelesaikan tugasnya selambat-lambatnya
30 (tiga puluh) hari sejak menerima
permintaan penyelesaian perselisihan.

Apabila kesepakatan tersebut tercapai
maka akan dibuat perjanjian bersama yang
kemudian ditanda tangani oleh para pihak dan
disaksikan oleh konsiliator dan selanjutnya
perjanjian bersama tersebut didaftarkan ke
Pengadilan Hubungan Industrial pada
Pengadilan Negeri di Wilayah hukum para
pihak yang mengadakan perjanjia bersama
untuk selanjutnya mendapatkan akta bukti
pendaftaran.

Sebagaimana dalam Pasal 24 Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang
Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial menganai tidak tercapai
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kesepakatan ~ Penyelesaian  perselisihan

hubungan industrial melalui konsiliasi maka

hal yang dapat dilakukan konsiliator yakni :

1)
2)

3)

4)

5)

6)

Konsiliator mengeluarkan anjuran tertulis
Anjuran tertulis tersebut sudah harus
disampaikan kepada para pihak selambat-
lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak
sidang konsiliasi

Para pihak harus sudah memberikan
jawaban secara tertulis kepada konsiliator
yang berisi persetujuan atau penolakan
anjuran tertulis dalam waktu selambat-
lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah
meneria anjuran tersebut

Pihak yang tidak memberikan
pendapatnya dianggap menolak anjuran
tertulis

Dalam hal para pihak menyetujui anjuran
tertulis maka dalam waktu selambat-
lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak anjuran
tertulis disetujui, konsiliator harus sudah
selesai membantu para pihak membuat
perjanjian bersama untuk kemudian
didaftar di  Pengadilan = Hubungan
Industrial pada Pengadilan Negeri di
wilayah pihak-pihak yang mengadakan
perjanjian bersama untuk selanjutnya
diberikan akta bukti pendaftaran

Dalam hal anjuran tertulis ditolak oleh
salah satu pihak atau para pihak, maka
salah satu pihak atau para pihak dapat
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melanjutkan penyelesaian perselisihan

hubungan industrial pada pengadilan

negeri setempat dan dilaksanakna dengan

mengajukan gugatan oleh salahsatu pihak.

45

d. Penyelesaian melalui arbitrase
Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang
Arbitrase dan  Alternatif  Penyelesaian
sengketa mengartikan bahwa Arbitrase
merupakan cara penyelesaian suatu sengketa
perdata di luar pengadilan umum yang
didasarkan pada perjanjian arbitrase yang
dibuat secara tertulis oleh para pihak yang
bersengketa. Dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-
Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang
Arbitrase dan  Alternatif  penyelesaian
sengketa para pihak yang bersangkutan yakni
subjek hukum, baik menurut hukum perdata
maupun hukum public.
Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif penyelesaian sengketa mengenai
perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan
berupa klausula arbitrase yang terantum dalam
suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak
sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian
arbitrase tersendiri tersendiri yang dibuat para
pihak setelah timbul sengketa.

 Ibid., 127-128
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Penyelesaian  sengketa  melalui
arbitrase dilakukan oleh seseorang atau lebih
yang dipilih oleh Pengadilan Negeri atau oleh
Lembaga arbitrase, untuk memberikan
putusan mengenai sengketa tertentu yang
diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase
yang disebut arbiter sesuai dengan Pasal 1
Angka 7 Undang-Undang Nomor 30 tahun
1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa.

Lembaga arbitrase dalam Pasal 1
Angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun
1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa merupakan badan
yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa
untuk  memberikan  putusan  mengenai
sengketa tertentu, Lembaga tersebut juga
dapat memberikan pendapat yang mengikat
mengenai suatu hubungan hukum tertentu
dalam hal belum timbul sengketa.

Arbitrase hubungan industrial yang
disebut arbitrase merupakan penyelesaian
suatu  perselisihan  kepentingan,  dan
perselisihan antar serikat pekerja/buruh hanya
dalam satu perusahaan, di luar pengadilan
hubungan industrial melalui kesepakatan
tertulis dari para pihak yang berselisih untuk
menyerahkan penyelesaian kepada arbiter
yang putusannya mengikat para pihak dan
bersifat final.



84

Penyelesaian perselisihan hubungan
industrial atau PPHI melalui arbitrase meliputi
perselisihan  kepentingan dan perselisihan
antarserikat pekerja/buruh hanya dalam satu
perusahaan. PPHI melalui arbiter dilskuksn
atas dasar kesepakatan para pihak yang
bersangkutan dalam permasalahan sengketa
ini. Kesepakatan para pihak yang bersengketa
ini dinyatakan secara tertulis dalam surat
perjanjian arbitrase, dan surat tersebut dibuat
rangkap tiga dan masing-masing pihak
mendapatkan satu yang mempunyai kekuatan
hukum yang sama.

Para pihak menandatangani surat
perjanjian arbitrase, para pihak memilih
srabiter dari daftar arbiter yang ditetapkan
oleh Menteri. Syarat-syarat mengenai
diangkatnya seseorang menjadi arbiter
terdapat dalam Pasal 31 Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian
perselisihan hubungan industrial. Keputusan
arbiter bersifat mengikat para pihak yang
bersengketa selain itu juga bersifat akhir dan
tetap atau final.

Apabila terjadi kesepakatan antara
para pihak dengan kesepakatan menunjuk
hanya satu arbiter tunggal. Sebelum itu para
pihak harus sudah mencapai kesepakatan
dalam kurun waktu paling lambat 7 (tujuh)
hari kerja. Apabila para pihak sepakat
menunjuk beberapa arbiter atau majelis dalam
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jumlah arbiter ganjil. Maka para pihak berhak
memilih seorang arbiter dalam waktu paling
lambat 3 (tiga) hari kerja. Arbiter ketiga
ditentukan oleh para arbiter dengan waktu
penunjukan arbiter selama kurang lebih 7
(tujuh) hari kerja guna diangkat menjadi ketua
majelis arbitrase.

Apabila para pihak tidak menyepakati
dalam hal menunjuk arbiter dengan arbiter
tunggal maupun arbiter majelis dalam jumlah
ganjil. Maka dengan melihat permohonan
tersebut ketua pengadilan berhak mengangkat
arbiter adri daftar arbiter yang ditetapkan oleh
Menteri. Dalam Pasal 34 Ayat (2) Undang-
Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang
Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial yakni arbiter yang bersedia untuk
ditunjuk  harus  membuat  perjanjian
penunjukan arbiter dengan para pihak yang
berselisih yang isi perjanjiannya.

Arbiter yang telah menyetujui
melaksanakan tugas maka harus
menandatangani surat perjanjian tidak dapat
menarik diri, kecuali atas persetujuan para
pihak. Apabila arbiter tersebut merupakan
arbiter tunggal yang meninggal dunia atau atas
persetujuan para pihak mengundurkan diri,
maka harus menunjuk arbiter pengganti.
Dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial yakni arbiter yang telah
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ditunjuk oleh para pihak berdasarkan surat
perjanjian arbitrase dapat diajukan tuntutan
ingkar kepada pengadilan negeri dengan
beberapa alasan yakni cukup alasan dan cukup
bukti otentik yang menimbulkan keraguan
bahwa arbiter akan melakukan tugasnya tidak
secara bebas dan akan berpihak dalam
mengambil keputusaba dan apabila terbuki
adanya hubungan kekeluargaan atau pekerjaan
dengan salah satu pihak atau kuasanya.

Dalam Pasal 52 Undang-Undang
Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial mengenai
putusan arbitrase maka salah satu pihak dapat
mengajukan permohonan pembatalan kepada
mahkamah agung dalam waktu selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh hari) kerja sejak
ditetapkannya putusan arbiter. “°

e. Penyelesaian perselisihan melalui pengadilan

hubungan industrial

Pengadilan  hubungan industrial
merupakan pengadilan khusus yang dibentuk
di lingkungan pengadilan negeri yang
berwenang memeriksa, mengadili dan
memberi putusan terhadap perselisihan
hubungan industrial. Pengadilan hubungan
industrial memiliki beberapa tugas dan
wewenang memeriksa dan memutus yakni
ditingkat pertama mengenai perselisihan hak,
di tingkat pertama dan terakhir mengenai

% Ibid., 129-130
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perselisihan kepentingan, di tingkat pertama
mengenai perselisihan pemutusan hubungan
kerja dan di tingkat pertama dan terakhir
mengenai perselisihan antar serikat pekerja
atau serikat buruh dalam satu perusahaan.
Pada pengadilan hubungan industrial
menggunakan hukum acara perdata yang berlaku
di dalam lingkungan peradilan umum. Gugatan
perselisihan hubungan industrial diajukan ke
pengadilan hubungan industrial pada pengadilan
negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat
pekerja. Gugatan tersebut dapat diajukan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal
171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan dalam waktu satu tahun
sejak diterimanya keputusan dari pengusaha.
Apabila nilai gugatannya dibawah
Rp150.000.000,00 dalam proses beracara di
pengadilan hubungan industrial, pihak yang
berpekerkara tidak perlu dikenakan biaya
termasuk biaya eksekusi. Pengajuan gugatan harus
dilampiri dengan risalah penyelesaian melalui
mediasi atau konsiliasi, jika tidak ada maka hakim
pengadilan hubungan industrial wajib
mengembalikan gugatan kepada penggugat.
Permohonan  penetapan  pemutusan
hubungan kerja diajukan secara tertulis oleh
salahsatu pihak yang diajukan kepada Lembaga
penyelesaian hubungan industry. Permohonan
tersebut dapat diterima dengan syarat apabila
permohonan tersebut sudah dirundingkan dengan
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pihak  yang  bersengketa  dengan  tidak

mendapatkan kata sepakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2004 memuat pokok-pokok materi mengenai

perselisihan hubungan industrial yakni :

1) Pengaturan mengenai Penyelesaian
perselisihan hubungan industrial yang terjadi
di perusahaan swasta maupun perusahaan
BUMN.

2) Pihak yang berperkara yakni pekerja atau
buruh  secara  perserorangan  maupuan
organisasi serikat dengan pengusaha atau
organisasi pengusaha. Selain itu pihak yang
berperkara bisa juga antara serikat pekerja
atau serikat buurh dengan serikatg pekerja
atau serikat buruh lain dalam satu perusahaan.

3) Perselisihan hubungan industrial harus
diawali dengan musyawarah untuk mufakat
oleh para pihak yang bersengketa atau
penyelesaian bipartite.

4) Apabila perundingan bipartite gagal maka
salah satu pihak atau kedua belah pihak
mencatatkan perselisihannya kepada instansi
yang bertanggung jawab di  bidang
ketenagakerjaan setempat dengan
melampirkan bukti bahwa upaya-upaya
penyelesaian melalui perundingan bipartite
telah dilakukan. Hal tersebut sesuai dengan
Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2
tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial.
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Perselisihan  kepentingan, perselisihan
PHK, atau perselisihan antar serikat pekerja atau
buruh yang telah dicatat pada instansi yang
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan,
dapat diselesaikan melalui konsiliasi atas
kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan
penyelesaian perselisihan melalui arbitrase atas
kesepakatan kedua belah pihak hanya untuk
perselisihan kepentingan dan perselisihan antar
serikat  pekerja/buruh. Apabila tidak ada
kesepakatan antara kedua belah pihak untuk
menyelesaikan perselisihan melalui konsiliasi atau
arbitrase, maka sebelum diajukan ke pengadilan
hubungan industrial, harus dilakukan mediasi
terlebih dahulu. Hal tersebut guna menghindari
menumpuknya perkara perselisihan hubungan
industrial di pengadilan.

Perselisihan dan hal yang telah dicatat
pada instansi yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan tidak dapat diselesaikan melalui
konsiliasi dan arbitrase namun belum diajukan ke
pengadilan hubungan industrial terlebih dahulu
melalui mediasi. Apabila penyelesaian melalui
mediasi dan konsiliasi tidak tercapai kesepakatan
yang dituangkan dalam perjanjian bersama maka
salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke
pengadilan hubungan industrial sesuai dengan
Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004
tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial. Penyelesaian perselisihan hubungan
indusrial yang dilakukan dengan cara arbitrase
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berdasarkan kesepakatan para pihak dan tidak
dapat diajukan gugatan ke pengadilan hubungan
industrial karena putusan arbitrase bersifat akhir
dan tetap, namun terdapat pengecualian yakni
dapat diajukan pembatalan ke mahkamah agung.

Pengadilan hubungan industrial berada di
lingkungan peradilan umum dan di bentuk pada
pengadilan negeri secara bertahap dan pada
mahkamah agung. Penyelesaian perselisihan
hubungan industrial (PPHI) yang berada dalam
lingkungan peradilan umum dibatasi proses dan
tahapannya tidak adanya upaya banding ke
pengadilan tinggi. Putusan pengadilan hubungan
indusrial pada pengadilan negeri yang
menyangkut perselisihan hak dan pemutusan
hubungan kerja dapat langsung ke kasasi ke
mahkamah agung. Lalu putusan pengadilan
hubungan industrial pada pengadilan negeri yang
menyangkut  perselisihan  kepentingan  dan
perselisihan antar serikat pekerja/buruh dalam satu
perusahaan merupakan putusan tingkat pertama
dan akhir yang tidak dapat dimintakan kasasi ke
mahkamah agung. Pengadilan hubungan industrial
yang memeriksa dan mengadili perselisihan
hubungan industrial dilaksanakan oleh majelis
hakim yang beranggotakan 3 (tiga) orangg yakni
seorang hakim pengadilan negeri dan 2 (dua)
hakim adhoc yang pangkatnya diusulkan oleh
organisasi pengusaha dan serikat pekerja/buruh.
Untuk menegakkan hukum maka ditetapkan saksi
sehingga dapat merupakan alat paksa yang lebih
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kuat agar ketentuan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial ini ditaati. %’

47 Ibid., 131-132



BAB III
PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PENSIUN DINI
BAGI PEKERJA TETAP BERDASARKAN
PERJANJIAN KERJA BERSAMA DI PT. CIKARANG
PRESISI

A. PROFIL PT. CIKARANG PRESISI!
1. Deskripsi

Gambar 3.1
Gambaran Umum PT. Cikarang Presisi

M 4 ARBNERE
L
HifT e

——

PT. Cikarang Presisi adalah yang terdepan
dalam  menyediakan  kebutuhan  aspirasi
masyarakat. Selama 15 tahun terakhir, 4 prinsip ini
telah menjadi kunci kesuksesan PT. cikarang
presisi di industri manufaktur pegas. Kebanggaan
besar diambil untuk meyakinkan pelanggan PT.
Cikarang Presisi bahwa PT. Cikarang Presisi
memiliki keinginan kuat untuk terus memenuhi

1 Data Company Profile PT. Cikarang Presisi
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pernyataan misi perusahaan. Didirikan pada tahun
1994, PT. Cikarang Presisi di Cikarang telah
menjadi pemimpin dalam industri per otomatis
dan elektronik.  PT. Cikarang Presisi terus
membeli mesin baru sehingga memungkinkan
perusahaan untuk tetap berada di puncak tren
industri saat ini dan terus memenuhi harapan
pelanggan perusahaan. Ketelitian Cikarang Presisi
adalah kunci utama dalam memastikan kepuasan
pelanggan kami.

Perhatian terhadap detail dari awal hingga
akhir memungkinkan pelanggan kami untuk
secara konsisten mencapai standar presisi yang
tinggi seperti yang disarankan oleh nama
perusahaan kami "Presisi". Di Cikarang Presisi,
komitmen kualitas mencakup mengetahui apa
yang diinginkan pelanggan dan menyediakan
produk, kinerja, dan layanan pelanggan yang
unggul. Karena komitmen ini, pelanggan kami
menghargai produk dan layanan luar biasa yang
mereka terima. Kami bersertifikat ISO
9001:2000. ISO  merupakan International
Organization for Standarduzation yakni suatu
federasi badan standar nasional seluruh dunia
yang berasal dari 100 negara. Misi ISO yakni
meningkatkan pengembangan standarisasi dan
aktivitas yang terkait di dunia dengan pandangan
mempermudah pertukaran internasional dari
barang dan jasa dan untuk mengembangkan kerja
sama dalam bidang aktivitas intelektual, sains,
teknik dan ekonomi.



94

Hasil pekerjaan ISO dalam persetujuan
internasional yang mana dipublikasikan sebagai
standar internasional yakni ISO 9001:2000
sebagai standar internasional untuk sistem
manajemen mutu. Kami juga sedang dalam proses
untuk mencapai Sertifikasi ISO TS 16949 dalam
waktu dekat. Saat menggabungkan keahlian,
presisi, dan kualitas, kami memastikan bahwa
pelanggan kami akan memenuhi tujuan kualitas,
biaya, dan pengiriman mereka. Keinginan kami
yang berkelanjutan untuk tetap mengikuti
teknologi baru membantu untuk secara konsisten
melebihi  harapan pelanggan. Produk yang
dihasilkan di PT. Cikarang Presisi diantaranya
yakni Pegas kompresi, Ketegangan Musim Semi,
Pegas torsi, Pembentukan kawat, Pegas piring dan
Garter April.

Produk-produk yang dihasilkan di PT.
Cikarang Presisi dapat di aplikasi kan di berbagai
kebutuhan kehidupan diantaranya yakni Otomatif,
Peralatan kantor, Peralatan Rumah tangga, Alat
music dan Industry. Dalam pembuatan produk-
produk tersebut tentunya PT. Cikarang Presisi juga
memperhatikan beberapa hal yakni bahan,
pemeriksaan bahan, diameter kawat dari 0,03 mm,
barang jadi, pengobatan permukaan, inspeksi,
garis produksi dan perawatan panas.
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2. Pendirian PT. Cikarang Presisi’

PT. Cikarang Presisi mulai berdiri sejak
tahun 1976 namun tidak langsung menjadi PT
namun dengan perjalanan awal yakni berawal dari
pembuatan spiring, toko baut dan mur yang
dibangun di Jakarta. Lalu pada tahun 1982 PT
Daya Cipta Teknik, didirikan untuk memproduksi
spiring mulai dengan proses manual. Kemudian
mulailah membeli beberapa mesin pegas CNC.
Didirikan berdasarkan akta notaris Nomor: 1
tanggal 17 November 1994 atas nama notaris
Daisy Rosalina Suniadji, S.H dan terakhir telah
dirubah dengan akta Nomor: 16 Tanggal 20
September 2012, atas nama Notaris Arie Soesanto,
S.H yang berkedudukan di Tangerang.

PT. Cikarang Presisi merupakan suatu
perseroan terbatas yang bergerak di bidang
pembuatan barang-barang berbahan logam.
Berdasarkan tahun didirikannya PT. Cikarang
Presisi maka dapat diketahui bahwa PT. Cikarang
Presisi sudah memiliki pekerja tetap dengan
jangka waktu bekerja sudah mencapai 20 tahun
lebih (dua puluh tahun lebih).  Pelanggan
utamanya adalah pelanggan otomotif, seperti
sepeda motor vespa, kawasaki, honda, yamaha,
dan suzuki. Pada tahun 1994 PT Cikarang presisi,
didirikan sebagai pengembangan dari daya cipta,
PT untuk memproduksi segala jenis mata air kecil

2 Data Company Profile PT. Cikarang Presisi
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dimana atas permintaan dari sony Indonesia, PT.
di kawasan industri Jababeka.

Pada tahun 2001 PT Cikarang Presisi
pindah lokasi ke newton techno park lippo
cikarang. Pada tahun 2005, PT cikarang presisi,
yang sebelumnya belum mendapatkan sertifikat
ISO 9001: 2001, lalu pada tahun 2001 ini PT.
Cikarang Presisi berhasil mendapatkan sertifikat
ISO 9001:2001. Sertifikat ISO 9001:2001 ini
merupakan suatu standar internasional untuk
sistem manajemen mutu atau kualitas. Selanjutnya
pada tahun 2010, PT Cikarang Presisi dalam
proses mendapatkan ISO/TS 16 949 yang telah
ditargetkan sebelumnya. Serifikat ISO/TS 16949
didapatkan pada tahun 2021. ISO/TS 16949
didasrkan pada standar ISO 9000 yang merupakan
sistem  yang  menggambarkan  kebutuhan
perusahaan mobil. Merujuk pada TS yang
memiliki arti technical support yakni teknik
pembuatan dalam memenuhi persyaratan standar
umum dan konsisten di sector industry otomotif.
Sistem ini berguna untuk meningkatkan kualitas
produk.

Tahun 2022, PT. Cikarang Presisi
mengacu pada program yang dibuat oleh PT lain
contohnya PT AHM yakni program AMTPM
(Autonomus  miantance  total  productive
maintenance) yakni konsep perawatan mesin yang
melibatkan operator produksi sebagai pengguna
untuk melakukan perawatan dasar dengan sistem
pemeliharaan dan peningkatan integritas sistem
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produksi, keselamatan dan kualitas melalui mesin,
perlatan, proses, dan karyawan yang menambah
nilai bisnis bagi suatu perusahaan.



98

3. Struktur Organisasi PT. Cikarang Presisi®

Presiden Direktur General Manager

Dept Head Produksi

Dept Head
Enginering

Dept Head QA/QC

Dept Head PPIC

3 Data PT. Cikarang Presisi

Dept Head HRD/GA

|_|Dept Head Marketing

Dept Head
Accounting

Dept Head
Purchasing
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4. VISI DAN MISI PT. CIKARANG
PRESISI*

a. Visi: Menjadi perusahaan ternama dan

terkemuka dalam bidang pembuatan spring di

Indonesia yang keberadaannya
diperhitungkan dalam dunia industry.
b. Misi:

1) Untuk menghasilkan produk pegas
berkualitas  tinggi yang memenuhi
kepuasan pelanggan kami dengan
komitmen tinggi untuk menjaga kualitas,
biaya, pengiriman, dan layanan yang
prima.

2) Menerapkan sistem manajemen terbaik
dan melakukan perbaikan berkelanjutan
dengan mengoptimalkan sumber daya
manusia dan memanfaatkan teknologi
yang kompetitif untuk menciptakan
lingkungan kerja yang nyaman sekaligus
meningkatkan kinerja

3) Menjadi perusahaan berkembang yang
memberikan kontribusi bagi masyarakat
sekitar dan ikut serta dalam pelestarian
lingkungan alam di Indonesia dan juga
dunia secara keseluruhan.

4 Data Company Profile PT. Cikarang Presisi
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B. KASUS POSISI PERSELISIHAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL ANTARA
SARJIYONO DENGAN PT. CIKARANG
PRESISI®

Kasus pensiun dini pertama yang terjadi di PT.
Cikarang selatan yakni masalah permohonan pensiun
dini yang diajukan oleh Karyawan tetap yakni Saudara
Sarjiyono. Sarjiyono merupakan warga negara
Indonesia yang beralamat di Kampung Sekarwangi
RT/RW 002/028 Kelurahan Cibadak Kecamatan
Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kasus ini
teregistrasi di Pengadilan Hubungan Industrial pada
Pengadilan Negeri Bandung dengan Nomor Register
194/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bdg. Sarjiyono dam PT.
Cikarang Presisi memiliki hubungan hukum berupa
hubungan kerja, yakni Sarjiyono yang bekerja di PT.
Cikarang Presisi sejak tanggal 01 Agustus 2000.
Sarjiyono bekerja pada bagian Quality Control di PT.
Cikarang Presisi dengan gaji perbulan sebesar
Rp4724.815.

Perselisihan  berawal setelah  Sarjiyono
mengajukan permohonan pensiun dini pada tanggal 01
Desember 2020 dengan alasan ingin pulang kampung
untuk mengurus orang tua dan sarjiyono ingin
membuka wusaha dengan wuang pensiun yang
didapatkannya selama bekerja di PT. Cikarang Presisi.
Selain itu, terhitung sejak 01 Agustus 2020, sarjiyono
sudah memasuki masa usia pensiun dini dengan masa
kerja 20 (dua puluh) tahun.

5 Data Berdasarkan Putusan No. 194/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg
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Pengajuan permohonan pensiun dini oleh
sarjiyono tidak mendapatkan tanggapan dari pimpinan
PT. Cikarang Presisi sejak 2 (dua) minggu surat
tentang permohonan pemutusan hubungan Kkerja
(PHK) karena pensiun dini maka melalui Pimpinan
Unit Kerja Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja
Metal Indonesia (PUK SPL FSPMI) pada tanggal 16
desember 2020 melayangkan surat permohonan
ajakan berunding pertama mengenai permohonan
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang diajukan
oleh Sarjiyono Kepada Pimpinan PT. Cikarang Presisi
dengan nomor surat 165/PUK/SPL-FSPMI/CIPRES/
X11/2020.

Surat ajakan berunding pertama yang
ditujukan kepada pimpinan PT. Cikarang Presisi tidak
ditanggapi oleh Pimpinan PT. Cikarang Presisi. Oleh
karena itu, pada tanggal 21 desember 2020 Pimpinan
Unit Kerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal
Indonesia (PUK SPL FSPMII) mengirimkan surat
ajakan berunding yang kedua kepada pimpinan PT.
Cikarang Presisi dengan nomor surat 167/PUK/SPL-
FSPMI/XI1/2020 yang tujukan kepada pimpinan PT.
Cikarang Presisi namun tidak mendapatkan tanggapan
oleh pimpinan PT. Cikarang Presisi.

Dikarenakan 2 (dua) kali surat permohonan
ajakan berunding tidak mendapatkan tanggapan oleh
pimpinan PT. Cikarang presisi sampai pada waktu
yang sudah ditetapkan oleh Pimpinan Unit Kerja
Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal
Indonesia (PUK SPL FSPMI). Setelah itu dilayangkan
surat tentang permohonan mediasi terkait pensiun dini
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sarjiyono dengan nomor surat 169/PUK/SPL-
FSPMI/CIPRES/I/2021 pada tanggal 4 januari 2021
kepada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi Up.
Kabid. HI-Syaker Disnaker Kabupaten Bekasi. Maka
guna menyelesaikan permasalahan permohonan
pensiun dini, sarjiyono menempuh upaya mediasi
yang dilakukan melalui mediator pada Kantor Dinas
Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi pada tanggal 20
januari 2021.

Namun upaya mediasi yang dilakukan pun
gagal dikarenakan Pimpinan Pt. Cikarang Presisi tidak
memenuhi  panggilan mediasi yang pertama.
Selanjutnya pada tanggal 16 Februari 2021 dilakukan
Kembali upaya mediasi yang kedua. Dinas Tenaga
Kerja Kabupaten Bekasi memanggil para pihak yang
bersangkutan untuk melakukan mediasi namun
pimpinan PT. Cikarang Presisi tetap tidak hadir dalam
panggilan mediasi yang kedua tersebut.

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi
melalukan upaya mediasi yang ketiga dengan
memanggil para pihak pada tanggal 23 Februari 2021
namun pada panggilan upaya mediasi yang ketiga ini
pihak pimpinan PT. Cikarang Presisi tetap tidak
memenuhi panggilan upaya mediasi tersebut.

Dikarenakan Pihak Pimpinan PT. Cikarang
Presisi tidak hadir dalam tiga kali upaya mediasi.
Maka mediasi dianggap gagal hingga terhitung setelah
10 (sepuluh) hari kerja yakni hingga tanggal 30 maret
2021 setelah menerima surat anjuran dari Dinas tenaga
kerja kebupaten bekasi tetap tidak adanya tanggapan
dari pimpinan PT. Cikarang Presisi maka melihat pada
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ketentuan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Pasal 14
ayat (1) dan ayat (2) yakni pihak yang berselisih
berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan
Industrial (PHI) provinsi Jawa Barat dengan alamat di
Jalan. Surapati No. 47 Kota Bandung.

Melihat bahwa pihak pimpinan PT. Cikarang
Presisi tidak juga hadir dalam upaya mediasi
sebelumnya maka menurut saudara sarjiyono
beranggapan bahwa Pimpinan PT. Cikarang Presisi
tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan perselisihan
pemutusan hubungan kerja mengenai pensiun dini
yang sudah diajukan sejak 01 Desember 2020 kepada
pimpinan PT. Cikarang presisi maka sarjiyono
mengajukan permasalahan hubungan industrial ini ke
Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan
negeri bandung kelas 1 A Khusus yang memeriksa dan
mengadili perkara-perkara perselisihan hubungan
industrial pada tingkat pertama dengan nomor register
194/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.

Surat Permohonan Mediasi terkait pensiun
muda yang diajukan oleh sarjiyono kepada PT.
Cikarang Presisi dengan dasar pada Perjanjian Kerja
Bersama antara Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja
Logam Federasi Serikat pekerja Metal Indonesia PT.
Cikarang Presisi dengan Perusahaan PT. Cikarang
Presisi yang tertuang dalam Pasal 53 yang mengatur
tentang Pemutusan Hubungan Kerja karena pekerja
mengajukan pensiun muda dengan bunyi pasalnya
yakni:

“Pekerja yang sudah sekurang-kurangnya 20 (dua
puluh) tahun atau mencapai usia 50 (lima puluh)
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tahun, kepadanya dapat mengajukan permohonan
pensiun muda dan mendapatkan hak uang pesangon
sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 54 Ayat (3),
ditambah uang penghargaan masa kerja 1(satu) kali
ketentuan Pasal 54 Ayat (4), dan ditambah uang
penggantian hak 1(satu) kali ketentuan Pasal 54 Ayat

’

(5) dalam perjanjian kerja bersama (PKB) ini”.

Selain itu dalam ketentuan Pasal 54 Ayat (3)
sampai dengan Pasal 54 Ayat (5) mengatur terkait hak
pesangon, masa kerja dan uang penggantian hak
dimana dalam hal pensiun dini sarjiyono maka jika
melihat pada ketentuan Perjanjian kerja bersama ini
sarjiyono berhak mendapatkan :

a. Pesangon sebesar 2(dua) kali 9 (Sembilan) kali
upah, ditambah

b. Uang penghargaan masa kerja sebesar 1(satu) kali
dari 7(tujuh) kali upah dan ditambah

c. Uang penggantian hak sebesar 15% dikali jumlah
pesangon ditambah uang masa kerja atau jika
dijumlah maka sarjiyono mendapatkan hak
sebesar 28,75 kali upah.

Melihat pada ketentuan Perjanjian Kerja
Bersama yakni dengan upah perbulan yang didapatkan
sarjiyono yakni Rp.4.724.815,- (empat juta tujuh ratus
dua puluh empat ribu delapan ratus lima belas rupiah).
Maka uang pesangon yang seharusnya berhak
didapatkan melihat dari gaji perbulan dan ketentuan
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Cikarang Presisi
yakni 28,75 x Rp.4.724.815 = Rp.135.838.421,25,-
(Seratus tiga puluh lima delapan ratus tiga puluh
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delapan empat ratus tiga puluh satu rupiah dua puluh

lima sen).

Sarjiyono dalam gugatannya pun
menambahkan uang paksa (dwangsom) kepada
tergugat yakni PT. Cikarang Selatan sebesar
Rp1.000.000 (Satu juta rupiah) setiap hari selama
perselisihan di pengadilan ini berlangsung. Hal
tersebut berguna untuk menjamin terlaksananya
putusan ini dan terjaminnya adanya kepastian hukum
atas putusan ini. Dalam pokok perkara tersebut yakni
dalam primair berisi :

a. Mengabulkan  gugatan  penggugat  untuk
seluruhnya;

b. Menyatakan putus hubungan kerja antara
penggugat dengan tergugat karena memenubhi usia
pensiun muda sejak putusan ini dibacakan

c. Menghukum  tergugat untuk  membayar
keseluruhan putus hubungan kerja karena pensiun
muda secara tunai dan sekaligus sesuai ketentuan
Pasal 54 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di PT.
Cikarang Presisi sebesar RP135.838.431.25
dengan rician sebagai berikut:

- Uang pesangon 2x9x Rp.4.724.815,-

= Rp. 85.046.670,-

- Uang penghargaan masa kerja
1x7xRp4.724.815,- = Rp. 33.073.705.,-

- Uang penggantian hak sebesar 15%x jumlah
pesangon di tambah uang masa kerja atau di
total mendapatkan hak sebesar 28,75 kali upah

- 28,75 x Rp.4.724.815 = Rp.135.838.431.25
(serratus tiga puluh lima juta delapan ratus
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tiga puluh delapan empat ratus tiga puluh satu
rupiah dua puluh lima sen);

d. Menghukum  tergugat membayar uang
Dwangsom/paksa sebesar Rp1.000.000,- (satu
juta rupiah) perhari apabila lali/tidak menjalankan
putusan sejak mempunyai kekuatan hukum tetap;

e. Menghukum tergugat untuk membayar biaya
perkara sesuai Undang-Undang.

Dalam subsidair yang berisi apabila yang mulia

majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara

ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-
adilnya (Ex Aquo Et Bono).®

C. ANALISIS TENTANG PROBLEMATIKA
PELAKSANAAN PENSIUN DINI BAGI
PEKERJA TETAP BERDASARKAN
PERJANJIAN KERJA BERSAMA DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN
2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA DI
PT. CIKARANG PRESISI
1. Penghitungan Uang Pesangon

Memasuki usia pensiun merupakan proses
berakhirnya masa kerja yang sudah dijalani dan
ketika pekerja sudah memasuki usia pensiun maka
artinya pekerja tersebut sudah memasuki masa
istirahat terhadap pekerjaan yang sudah dilakukan

6 Data Berdasarkan Putusan No. 194/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg
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selama ini. Setiap pekerja tentunya tidak hanya
memikirnya kesejahteraan pada saat bekerja
namun juga memikirkan kesejahteraan nya ketika
sudah memasuki usia pensiun. Peran hukum
merupakan hal yang penting karena bertujuan
untuk menjamin perlindungan tenaga kerja. Disisi
lain kehidupan yang baik masih jauh dari
menemukan keamanan atau menjamin kehidupan.
7

Dasar hukum mengenai pemutusan
hubungan kerja terdapat dalam Bab XII mengenai
pemutusan hubungan kerja yakni dalam Pasal 150
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan yang berbunyi:*
Ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja
dalam undang-undang ini meliputi pemutusan
hubungan kerja yang terhadi di badan usaha yang
berbadan hukum atau tidak, milik orang
perseorangan, milik persekutuan atau milik badan
hukum, baik milik swasta maupun milik negara,
maupun usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain
yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan
orang lain dengan membayar upah atau imbalan
dalam bentuk lain”.

Penghitungan uang pesangon dan atau
uang penghargaan masa kerja dan uang
penggantian hak terdapat dalam Pasal 156 Ayat (1)

" QOllyvia Cantik, Nur Annisa, dan Universitas Islam Indonesia, Journal
Equitable, 8.1 (2023). 131.
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Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang

Ketenagakerjaan yakni :

(1) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja,
pengusaha diwajibkan membayar uang
pesangon dan atau uang penghargaan masa
kerja dan uang penggantian hak yang
seharusnya diterima.

Perhitungan uang pesangon sebagaimana
dimaksud dalam Ayat (1) paling sedikit sebagai
berikut:

Tabel 3.1
Perhitungan Uang Pesangon menurut
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang

Ketenagakerjaan
Masa Kerja Uang UPMK
(Tahun) Pesangon
<1 1 bulan upah
1 sampai <2 | 2 bulan upah 0
2 sampai <3 | 3 bulan upah
3 sampai <4 | 4 bulan upah
4 sampai <5 | 5 bulanupah | 2 bulan upah

15

5 sampai < 6 | 6 bulan upah
6 sampai <7 | 7 bulan upah
7 sampai < 8 | 8 bulan upah | 3 bulan upah
8 sampai <9
9 sampai < 4 bulan upah
12
12 sampai < | 9 bulanupah | 5 bulan upah
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15 sampai < 6 bulan upah
18

18 sampai < 7 bulan upah
21

21 sampai < 8 bulan upah
24

>24 10 bulan

upah

Uang penggantian hak seharusnya diterima

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

1.

Cuti tahunan yang belum diambil dan belum
gugur;
Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh
dan keluarganya ketempat dimana pekerja/buruh
diterima bekerja;
Penggantian perumahan serta pengobatan dan
perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus)
dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan
masa kerja bagi yang memenuhi syarat;
Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian
kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja
bersama.

Perubahan perhitungan wuang pesangon,

perhitungan uang penghargaan masa kerja, dan uang
penggantian hak sebagaimana dimaksud dalam Ayat
(2), Ayat (3), dan Ayat (4) ditetapkan dengan peraturan

pemerintah. Komponen upah yang digunakan sebagai

dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaan
masa kerja, dan uang pengggantian hak yang
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seharusnya diterima berdasarkan Pasal 157 Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan yakni :

1.

Komponan upah yang digunakan sebagai dasar

perhitungan uang pesangon, uang pernghargaan

masa kerja, dan uang penggantian hak yang
seharusnya diterima yang tertunda, terdiri atas:

a. Upah pokok;

b. Segala macam bentuk tunjangan yang bersifat
tetap yang diberikan kepada pekerja/buruh
dan keluarganya, termasuk harga pembelian
dari catu yang diberikan kepada pekerja/buruh
secara Cuma-Cuma, yang apabila catu harus
dibayar pekerja/buruh dengan subsidi, maka
sebagai upah dianggap sntara harga pembelian
dengan harga yang harus dibayar oleh
pekeja/buruh.

Dalam hal pengahasilan pekerja/buruh dibayarkan
atas dasar perhitungan harian, maka penghasilan
sebulan adalah sama dengan 30 kali penghasilan
sendiri.
Dalam hal upah pekerja/buruhdibayarkan atas
dasar perhitungan satuan hasil,
potongan/Borongan  atau  komisi, maka
penghasilan  sehari adalah sama dengan
pendapatan rata per hati selama 12 (dua belas)
bulan terakhir, dengan ketentuan tidak boleh
kurang dari ketentuan upah minimum provinsi
atau kabupatan/kota.

Dalam hal pekerjaan tergantung pada ketentuan

cuaca dan upahnya didasarkan pada wupah
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Borongan, maka perhitungan upah sebulan
dihitung upah rata-rata 12 (dua belas) bulan
terakhir.

Presiden Joko Widodo, pada jumat 30
Desember 2022 mengeluarkan peraturan pemerintah
pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun
2003 tentang cipta kerja yang mengganti Undang-
Undang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 20
tahun 2020 tentang cipta kerja. Peraturan Peraturan
pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) nomor
2 tahun 2022 tentang cipta kerja resmi menjadi
undang-undang setelah disetujui oleh DPR. ®

Beberapa ketentuan dalam Undang-undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 39, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4279) terdapat perubahan
salahsatunya yakni ketentuan mengenai pensiun dalam
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta
Kerja terdapat dalam Bab IV tentang Ketenagakerjaan
dalam Pasal 151 sampai Pasal 160 dan beberapa pasal
yang dihapus yakni Pasal 151 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:

(1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat
buruh, dan pemerintah harus mengupayakan agar
tidak terjadi pemutusan hubungan kerja.

(2) Dalam hal pemutusan hubungan kerja tidak dapat
dihindari, maksud dan alasan pemutusan
hubungan kerja diberitahukan oleh pengusaha

8 Ollyvia Cantik, Nur Annisa, dan Universitas Islam Indonesia, Journal
Equitable, 8.1 (2023). 129-43.
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kepada pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja
buruh.

Dalam hal pekerja/buruh telah diberitahu dan
menolak pemutusan hubungan kerja, penyelesaian
pemutusan hubungan kerja wajib dilakukan
melalui perundingan bipartite antara pengusaha
dengan  pekerja/buruh dan/atau serikat
pekerja/serikat buruh.

Dalam hal perundingan bipartite sebagaimana
dimaksud pada Ayat (3) tidak mendapatkan
kesepakatan, Pemutusan Hubungan Kerja
dilakukan melalui tahap berikutnya sesuai dengan
mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan
industrial.

Diantara Pasal 151 dan Pasal disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 151 A yang berbunyi , “Pemberitahuan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 Ayat (2) tidak
perlu dilakukan oleh pengusaha dalam hal :

a.

Pekerja/Buruh mengundurkan diri atas kemauan
sendiri
Pekerja/Buruh  dan  pengusaha  berakhir
hubungan kerjanya sesuai dengan perjanjian
kerja waktu tertentu
Pekerja/Buruh mencapai usia pensiun sesuai
dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan,
atau perjanjian kerja bersama atau
Pekerja/Buruh meningggal dunia

Perhitungan mengenai pembayaran uang

pesagon dan uang penghargaan masa kerja dan uang

penggantian hak diubah sehingga berbunyi, “Dalam

hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha



113

wajib membayar uang pesangon dan/atau uang
penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak
yang seharusnya diterima”.

Uang pesangon dan Uang Penghargaan Masa
Kerja (UPMK) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)
diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Perhitungan Uang Pesangon dan Uang Penghargaan
Masa Kerja
Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Cipta Kerja
Masa Kerja Uang UPMK
(Tahun) Pesangon
<1 1 bulan
upah 0
1 sampai < 2 2 bulan
upah
2 sampai < 3 3 bulan
upah
3 sampai < 4 4 bulan
upah 2 bulan upah
4 sampai < 5 5 bulan
upah
5 sampai < 6 6 bulan
upah
6 sampai <7 7 bulan
upah 3 bulan upah
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7 sampai < 8 8 bulan
upah
8 sampai <9
9 sampai < 4 bulan upah
12
12 sampai < 9 bulan 5 bulan upah
15 upah
15 sampai < 6 bulan upah
18
18 sampai < 7 bulan upah
21
21 sampai < 8 bulan upah
24
>24 10 bulan
upah

Uang penggantian hak yang secharusnya
diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum

gugur;

b. Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh

dan keluarganya ke
diterima bekerja;
c. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian

tempat pekerja/buruh

kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja

bersama.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian

uang pesangon, yang penghargaan masa kerja, dan

uang penggantian hak sebagaimana dimaksud pada
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Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4) diatur dalam
peraturan pemerintah.

Mengacu pada kasus posisi mengenai
permasalahan pensiun dini yang diajukan sarjiyono
kepada PT. Cikarang Presisi termasuk perselisihan
hubungan industrial. Berdasarkan ketentuan Pasal 1
Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004
tentang Penyelesaian Perselisihan  Hubungan
Industrial mengenai  pengertian  perselisihan
hubungan industrial yakni perselisihan hubungan
industrial adalah perbedaan pendapat yang
mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau
gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau
serikat pekerja/serikat buruh karena adanya
perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan,
perselisihan  pemutusan hubungan kerja dan
perselisihan antar serikat pekerja/ serikat buruh
dalam satu perusahaan”.

Merujuk pada pengertian perselisihan
hubungan industrial tersebut maka kasus posisi
antara sarjiyono dan PT. Cikarang Presisi yakni
perselisihan pemutusan hubungan kerja. PT.
Cikarang Presisi yang sudah berdiri sejak tahun 1994
ini memang belum pernah mengajukan program
pensiun dini. Karyawan tetap yang bekerja di PT.
Cikarang Presisi ini belum ada yang mengajukan
pensiun dini sampai dengan kasus sarjiyono.

Ketentuan mengenai pensiun biasa maupun
pensiun dini terdapat dalam Pasal 53 Perjanjian Kerja
Bersama milik PT. Cikarang Presisi mengenai
Pemutusan hubungan kerja karena pekerja
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mengajukan pensiun muda dengna bunyi pasal
tersebut yakni

“Pekerja yang sudah bekerja sekurang-kurangnya
20 tahun atau mencapai usia 50 tahun kepadanya
dapat mengajukan permohonan pensiun muda dan
mendapatkan hak uang pesangon sebesar 2 (dua) kai
ketentuan Pasal 54 Ayat (3), ditambah uang
penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan
Pasal 54 Ayat (4) dan ditambah uang penggantian
hak 1 (satu) kali ketentuan Pasal 54 Ayat (5) pada

>

perjanian kerja bersama (PKB) ini”.

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah
dilakukan, terdapat kekeliruan dalam pelaksanaan
pasal tersebut yakni PT. Cikarang Presisi beralih
menggunakan kata dapat mengajukan dalam pasal
tersebut dengan artian bahwa permohonan yang
diajukan tidak selalu mendapatkan persetujuan oleh
pimpinan PT. Cikarang Presisi. Namun mengenai hal
tersebut tidak ada pasal lanjutan untuk merinci
perihal pengecualian atas kalimat tersebut. Hal ini
tentunya mengakibatkan kesalahfahaman pada kasus
permohonan pensiun dini sarjiyono kepada PT.
Cikarang Presisi. °

Berdasarkan hasil wawancara dengan
Pimpinan PT. Cikarang Presisi yang diwakili oleh
Bapak Puji Laksana selaku Kepala Departemen
HRD/GA, penulis mendapati kendala yakni terkait
pula dengan fakta yang diungkap dilapangan oleh PT.

9 Hasil Wawancara dengan Bapak Puji Laksana selaku Kepala
Departemen HRD /GA di PT. Cikarang Presisi Pada hari Sabtu, 28 Januari 2023
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Cikarang Presisi yakni beberapa alasan pensiun dini

ini tidak dianjurkan yakni °

a. Efisiensi waktu

Efisiensi waktu dalam hal ini yakni
perusahaan tentunya memikirkan bahwa untuk
menerima karyawan baru membutuhkan waktu
untuk mengasah skill agar skill tersebut sama
dengan karyawan tetap. Mencari tenaga ahli
dalam bidang mesin diperlukan waktu yang
cukup lama. Skill mengoperasikan mesin yang
dimiliki oleh pekerja tetap di PT. Cikarang
Presisi ini juga merupakan kepercayaan yang
pimpinan berikan oleh pimpinan PT. Cikarang
Presisi. Produk yang dihasilkan akan tetap
terjaga mutu dan kualitasnya apabila dikerjakan
oleh pekerja tetap yang sudah memiliki skill
pengoperasian mesin selama bertahun-tahun.
Pertimbangan mengenai efisiensi waktu

ini mengakibatkan tidak terjadinya pemutusan
hubungan kerja (PHK) sesuai dengan Pasal 151
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan yakni pengusaha
mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan
hubungan kerja di PT. Cikarang Presisi.
Perusahaan beranggapan masih membutuhkan
tenaga pekerja tetap tersebut dengan waktu kerja
20 tahun maka dianggap pekerja tersebut masih
memiliki tenaga yang bagus untuk bekerja di PT.
Cikarang Presisi hingga masa kerja pensiun biasa

10 Hasil Wawancara dengan Bapak Puji laksana selaku Kepala
Departemen HRD/GA di PT. Cikarang Presisi Pada Hari Sabtu, 28 Januari 2023
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yakni 50 tahun. Namun ditemui fakta yakni
untuk pengajuan pensiun biasa dengan masa
kerja 50 tahun tetap harus mengajukan ke
pengadilan. Hal tersebut tentunya tidak sesuai
dengan Pasal 53 Perjanjian Kerja Bersama
(PKB) milik PT. Cikarang Presisi. Pertimbangan
lainnya, bahwa Indonesia pernah mengalami
bencana covid tentunya hampir seluruh sector
perekonomian mengalami penurunan termasuk
ekonomi industry di PT. Cikarang Presisi. Ketika
masa covid ini PT Cikarang Presisi tidak
menginginkan pekerja tetap mengajukan pensiun
dini dikarenakan merosotnya penjualan maka
untuk tetap mempertahakan Perusahaan salah
satunya yakni tetap mempertahankan pekerja

tetap yang ada.
Belum ada program pensiun dini
Pada permasalahan pemutusan

hubungan kerja (PHK) sarijiyono, Pimpinan PT.
Cikarang Presisi memberikan alasan tidak
menanggapi permohonan pesiun dini tersebut
karena hingga saat ini belum terdapat program
pensiun dini di PT. Cikarang Presisi sebagaimana
tertuang dalam Putusan No. 194/Pdt.Sus-
PHI/2021/PN.Bdg. Tidak adanya program
pensiun dini di PT. Cikarang Presisi hingga saat
ini dikarenakan memang pihak pimpinan PT.
Cikarang Presisi tidak menginginkan adanya
pensiun dini bagi karyawan tetap.

Karyawan tetap hanya diperbolehkan
mengajukan pensiun dini pada saat sudah
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mencapai usia 50 tahun. Penggunaan jangka
waktu pensiun juga tidak mengacu pada umur
pekerja tersebut. Tetapi mengacu pada usia kerja
yakni mencapai usia 50 tahun pekera tetap.
Alasan tersebut tentunya tidak sesuai dengan
Pasal 53 Perjanjian Kerja Bersama PT. Cikarang
Presisi yakni pekerja yang sudah bekerja
sekurang-kurangnya 20 tahun dapat mengajukan
permohonan pensiun. Bunyi Pasal 53 Perjanjian
Kerja Bersama (PKB) tersebut mengisyaratkan
bahwa pekerja tetap diperbolehkan mengajukan
pensiun dengan syarat pengajuan permohonan
pensiun dini yakni masa kerja 20 tahun.

Tidak membuka lowongan kerja untuk karyawan
baru

PT. Cikarang Presisi tidak membuka
lowongan kerja baru bagi fresh graduate maupun
pekerja yang ingin bekerja di PT. Cikarang
Presisi. PT. Cikarang Presisi hanya menerima
karyawan magang dari Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK) maupun dari Lembaga
penyalur kerja maupun Yayasan.

Hal ini yang menyebabkan tidak adanya
tambahan  maupun pengurangan jumlah
karyawan tetap di PT. Cikarang Presisi.
Karyawan yang bersifat magang tidak akan
diangkat sebagai karyawan tetap sesuai dengan
perjanjian karyawan magang yang sudah
disepakati sebelumnya. Untuk pengoperasian
mesin inti perusahaan tetap di Kelola oleh
karyawan tetap. Kemampuan atau ahli mesin
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yang dimiliki PT. Cikarang Presisi hanya
dimiliki oleh karyawan tetap saja.
d. Pandangan secara ekonomis™
PT. Cikarang Presisi merupakan
perusahaan yang bergerak dibidang industry,
tentunya aspek ekonomi sangat diperhatikan.
Pimpinan PT. Cikarang Presisi sebagai pelaku
usaha yang juga menginginkan keuntungan
dalam usaha nya ini memperhatikan apabila
terdapat program pensiun dini maka akan
mengakibatkan kerugian bagi perusahaan.
Berdasarkan hasil wawancara yang sudah
dilakukan tidak hanya kerugian dalam segi waktu
saja namun kerugian yang dialami dapat dilihat
dalam aspek eckonomi yakni pemberian uang
pesangon untuk pensiun dini per 20 tahun ini
memberatkan perusahaan. Pemutusan hubungan
kerja jelas mengakibatkan pekerja kehilangan
mata pencahariannya. Sama halnya jika karyawan
keluar atau hubungan kerjanya dengan perusahaan
berakhir maka perusahaan akan menjadwal ulang
keberangkatan karyawan baru karena harus
mengeluarkan dana untuk pengembangan
karyawan. Selain itu perusahaan juga akan
mengeluarkan dana untuk pensiun atau tunjangan
lain dengan pensiun ini."?

1 Hasil Wawancara Dengan Bapak Sudirman Selaku Production di PT.
Cikarang Presisi Pada Hari Sabtu, 28 Januari 2023

12 Hasil Wawancara Dengan Bapak Puji Laksana Selaku Kepala
Departemen HRD/GA di PT. Cikarang Presisi Pada Hari Sabtu, 28 Januari 2023
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Pandangan secara ekonomis ini memang
menguntungkan  pihak  pengusaha  namun
pandangan secara ekonomis ini merugikan
pekerja. Merugikan pekerja karena dalam pasal 53
perjanjian kerja bersama (PKB) milik PT.
Cikarang Presisi ini tertulis bahwa pekerja yang
sudah bekerja sekurang-kurangnya 20 tahun dapat
mengajukan pensiun muda. Lalu dalam Pasal 152
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan yakni permohonan pemutusan
hubungan kerja diajukan secara tertulis kepada
Lembaga penyelesaian hubungan industrial
namun Pimpinan PT. Cikarang Presisi tetap tidak
memberikan tanggapan pada permohonan pensiun
dini Sarjiyono.

Melihat sudah terpenuhinya Pasal 53
Perjanjian Kerja Bersama dan Pasal 152 Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan seharusnya PT. Cikarang Presisi
bisa menanggapi permohonan pensiun dini
karyawannya. Dikarenakan masa kerja 20 tahun
yang sudah terpenuhi dan permohonan secara
tertulis yang sudah diajukan kepada Lembaga
penyelesaian perselisihan hubungan industrial
sudah terpenuhi.

Pihak pimpinan perusahaan menginginkan
ketentuan usia pensiun diganti menggunakan
masa kerja bukan usia pekerja

Ketentuan mengenai usia pensiun saat
ini yang diatur dalam Pasal 53 Perjanjian Kerja
Bersama (PKB) milik PT. Cikarang Presisi yakni
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pekerja yang sudah bekerja sekurang-kurangnya
20 tahun atau mencapai masa kerja 50 tahun
kepadanya dapat mengajukan permohonan
pensiun muda, melihat ketentuan pada Pasal 53
perjanjian kerja bersama (PKB) tersebut maka
dapat diartikan bahwa yang menjadi acuan
perhitungan masa pensiun yakni 20 tahun masa
kerja untuk pensiun muda dan 50 tahun usia
pekerja tetap untuk pensiun biasa. Berdasarkan
hasil penelitian yang didapat yakni Pimpinan
Perusahaan menginginkan adanya perubahan
mengenai pasal 53 perjanjian kerja bersama
tersebut yakni yang digunakan adalah 50 tahun
masa kerja bukan lagi ketika pekerja sudah
mencapai usia 50 tahun dapat mengajukan
pensiun biasa.® Hal tersebut didasarkan pada
alasan pimpinan perusahaan yakni untuk
mendapatkan tenaga ahli membutuhkan waktu
yang lama. Untuk mendapatkan tenaga ahli
membutuhkan waktu bertahun-tahun dan hal ini
pula yang menjadi alasan pimpinan perusahaan
ingin merubah ketentuan dalam Pasal 53
perjanjian kerja bersama (PKB) milik PT.
Cikarang Presisi ini.**

Melihat pada ketetapan dalam Pasal 154
Huruf ¢ Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan yakni pekerja/buruh

13 Berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Cikarang Presisi

14 Hasil Wawancara dengan Bapak Puji Laksana selaku Kepala
Departemen HRD/GA di PT. Cikarang Presisi pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari
2023
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mencapai usia pensiun sesuai dengan ketetapan
dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan,
perjanjian  kerja bersama atau peraturan
perundang-undangan. Maka Batasan masa kerja
hingga mencapai usia pensiun dini maupun biasa
tetap mengacu pada Pasal 53 Perjanjian Kerja
Bersama (PKB) yakni masa kerja 20 tahun dan
50 tahun usia pekerja. Hal tersebut masih berlaku
hingga saat ini dan sampai perjanjian kerja
bersama (PKB) diperbaharui sebagaimana
keinginan pelaku usaha.

Berdasarkan penelitian yang sudah
dilakukan mengungkapkan fakta di lapangan
mengenai beberapa alasan Pekerja tetap tidak
mengajukan pensiun dini kepada PT. Cikarang
Presisi :*°
a. Permohonan pensiun dini tidak disetujui

Pimpinan PT. Cikarang presisi
memang tidak menginginkan adanya
pensiun dini di PT. Cikarang Presisi.
Walaupun dalam Perjanjian Kerja Bersama
(PKB) Pasal 53 sudah tertulis bahwa pensiun
dini diperbolehkan dengan syarat 20 tahun
masa kerja. Namun pada kenyataan yang
terjadi, pelaksanaan pensiun dini ini tidak
ditanggapi oleh pimpinan perusahan.

Berdasarkan penelitian yang sudah
dilakukan, Karyawan tetap yang sudah
mengajukan permohonan pensiun dini

15 Hasil Wawancara dengan Bapak Amar Imron selaku Quality
Inprosess di PT. Cikarang Presisi pada hari sabtu, tanggal 28 Januari 2023
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walaupun sudah memberikan persyaratan
administrasi mengenai permohonan tersebut
tetap dipersulit dalam pengajuannya.
Musyawarah sebagai Langkah awal dalam
penyeleseian permohonan pensiun dini ini
pun tetap mendapati kendala. Pihak
Pimpinan Perusahaan tetap tidak akan
menyetujui permohonan tersebut dengan
alasan apabila masa kerja baru 20 tahun
maka dianggap pekerja tersebut masih bisa
bekerja di PT. Cikarang Presisi. Selain itu,
Pimpinan perusahaan beranggapan masih
membutuhkan tenaga pekerja tersebut dilihat
dari kemampuan tenaga ahli yang dimiliki
pekerja tetap tentunya pimpinan perusahaan
lebih memilih mempertahankan pekerja
tetap tersebut.

Sikap pimpinan PT. Cikarang Presisi
ini tidak sesuai dengan Pasal 151 Ayat (2)
yakni dalam hal segala upaya telah
dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja
tidak dapat dihindari, maka maksud
pemutusan  hubungan  kerja = wajib
dirundingkan oleh pengusaha dan serikat
pekerja/serikat  buruh  atau  dengan
pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang
bersangkutan tidak menjadi anggota serikat
pekerja/serikat buruh. Rundingan awal yang
dilakukan oleh pimpinan PT. Cikarang
Presisi  dengan  sarjiyono = memang
memberikan hasil tidak  disetujui
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permohonon pensiun dini tersebut namun
pada rundingan selanjutnya dengan dinas
ketenagakerjaan, pimpinan PT. Cikarang
Presisi tidak hadir sampai pada panggilan
ketiga.

Melihat pada perselisihan
pemutusan hubungan kerja sarjiyono dan
dikaitkan dengan Pasal 151 Ayat (3) yakni
dalam hal perundingan tidak menghasilkan
persetujuan maka perselisihan tersebut harus
memperoleh  penetapan dari lembaga
penyelesaian perselisihan hubungan
industrial. Berdasarkan hasil wawancara
yang dilakukan, didapatkan fakta bahwa
untuk permohonan pensiun dini selanjutnya
tetap akan mengikuti upaya hukum
sebagaimana yang sudah  dilakukan
sarjiyono.

Menjaga hubungan baik dengan pihak
pimpinan PT. Cikarang Presisi

Hubungan kerja yang terjadi antara
Pimpinan perusahaan dengan karyawan tetap
tentunya tidak hanya menghadirkan adanya
perjanjian kerja. Namun, dengan adanya
hubungan kerja  tersebut diharapkan
hubungan yang ada tetap terjalin baik. Tidak
adanya konflik dan kesalahhfahaman antara
pimpinan perusahaan dan karyawan tetap
tentunya sangat diharapkan dalam hubungan
kerja yang baik. Salah satu alasan ini yang
dikemukakan karyawan tetap ketika ingin
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mengajukan permohonan pensiun dini.
Adanya perselisihan mengenai pensiun dini
ini menimbulkan efek hubungan antara
pimpinan  dengan  karyawan  sedikit
terganggu. Keharmonisan yang sebelumnya
terjadi menjadi terganggu. Hal tersebut yang
menjadi pertimbangan karyawan tetap ketika
ingin mengajukan pensiun dini kepada PT.
Cikarang Presisi.

Karyawan tetap di PT. Cikarang
Presisi memilih tetap mengikuti masa
pensiun biasa yakni terhitung 50 tahun masa
kerja sebagaimana tertuang dalam Pasal 53
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) milik PT.
Cikarang Presisi. Hubungan hukum antara
buruh dan pengusaha tersebut diawali
dengan pembuatan perjanjian kerja baik
yang dibuat secara tertulis maupun secara
lisan. Perjanjian yang berisi hak dan
kewajiban  tersebut kemudian dalam
pelaksanaannya sering muncul
permasalahan-permasalahan yang apabila
tidak ada saling pengertian ataupun tidak ada
kesepahaman dan apabila tidak dapat
diselesaikan akhirnya dapat berujung pada

timbulnya perselisihan diantara para pihak.
16

% Jurnal Bina et al., Pembaruan Penyelesaian Perselisihan
Ketenagakerjaan Di Pengadilan Hubungan Industrial Berdasarkan Asas
Sederhana , Cepat Dan Biaya Murah, 5 (2021). 131.
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Tidak ada ketentuan terbaru mengenai
pensiun dini didalam perjanjian kerja
bersama

Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
milik PT. Cikarang Presisi yang di sepakati
pada tanggal 30 maret 2021 hingga saat ini
belum diperbaharui. Pasal 53 Perjanjian
Kerja Bersama (PKB) yang membahas
mengenai Pemutusan hubungan kerja karena
pekerja  mengajukan  pensiun  muda
diharapkan adanya pasal lanjutan mengenai
Pasal 53 tersebut. Pasal 53 perjanjian Kerja
Bersama mengenai pemutusan hubungan
kerja karena pekerja mengajukan pensiun
muda yang berbunyi ‘“Pekerja yang sudah
sekurang-kurangnya 20 tahun atau mencapai
usia 50 tahun kepadanya dapat mengajukan
permohonan pensiun muda dan
mendapatkan hak uang pesangon sebesar 2
(dua) kali ketentuan Pasal 54 Ayat (3),
ditambah uang penghargaan masa kerja 1
(satu) kali ketentuan pasal 54 Ayat (4), dan
ditambah uang penggantian hak 1 (satu) kali
ketentuan pasal 54 Ayat (5) pada perjanjian
kerja bersama (PKB) ini.

Pasal tersebut dianggap
menimbulkan kekeliruan antara pekerja dan
pimpinan. Kekeliruan yang ada yakni
menurut pandangan pimpinan perusahaan
bahwa kata dapat mengajukan dapat Pasal 53
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tersebut
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yakni pekerja yang memenuhi masa kerja
tersebut dapat mengajukan pensiun dini
namun permohonan tersebut tidak dapat
dipastikan dapat diterima atau tidak. Namun
menurut pandangan pekerja, kata dapat
mengajukan tersebut yakni pekerja dapat
mengajukan dan pensiun dini tersebut dapat
terlaksana apabila usia masa kerja sudah
memenuhi sebagaimana yang tertera dalam
Pasal 53 Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
milik PT. Cikarang Presisi.
Permohonan yang diajukan diselesaikan
secara musyawarah

Berdasarkan penelitian yang sudah
dilakukan, didapati bahwa  sebelum
sarjiyono mengajukan permohonan pensiun
dini sebelumnya sudah ada pekerja tetap lain
juga yang ingin mengajukan pensiun dini.
Namun ketika pengajuan permohonan
pensiun dini tersebut diajukan kepada
pimpinan PT. Cikarang Presisi hanya sampai
pada tahap musyawarah. Hal-hal seperti
pihak pimpinan yang beranggapan masih
membutuhkan tenaga ahli tersebut yang
menjadi pertimbangan bagi pekerja tetap
yang ingin mengajukan permohonan pensiun
dini. Pada akhirnya permohonan tersebut
berakhir dengan kesepakatan antara pekerja
tetap dan perusahaan. Lalu permohonan
pensiun dini tersebut batal dan pekerja tetap
tersebut melanjutkan masa kerjanya di PT.
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Cikarang Presisi sampai masa kerja pensiun
biasa yakni 50 tahun masa kerja.

Berdasarkan penelitian yang sudah
dilakukan oleh penulis, problematika yang
terjadi di PT. Cikarang Presisi mengenai
pelaksanaan pensiun dini tidak berjalan
sebagaimana mestinya. Menurut Pasal 151
Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Cipta Kerja yakni “Dalam hal
Pemutusan Hubungan Kerja tidak dapat
dihindari, maksud dan alasan Pemutusan
Hubungan Kerja  diberitahukan oleh
Pengusaha kepada Pekerja/Buruh dan/atau
Serikat Pekerja/Serikat Buruh.”

Di antara Pasal 151 dan Pasal 152
disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 151A
sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 151
A Pemberitahuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 151 Ayat (2) tidak perlu dilakukan
oleh Pengusaha dalam hal:

a. Pekerja/Buruh mengundurkan diri atas
kemauan sendiri;

b. Pekerja/Buruh dan Pengusaha berakhir
Hubungan Kerjanya sesuai dengan
perjanjian kerja waktu tertentu;

c. Pekerja/Buruh mencapai usia pensiun
sesuai dengan Perjanjian Kerja, Peraturan
Perrrsahaan, atau Pedanjian Kerja
Bersama; atau

d. Pekerja/Buruh meninggal dunia.
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Melihat pada ketentuan tersebut maka
pekerja yang mencapai usia pensiun sesuai
dengan perjanjian kerja atau peraturan
perusahaan atau perjanjian  Kerjasama
sebagaimana terdapat dalam Pasal 53
Perjanjian kerja bersama (PKB) milik PT.
Cikarang Selatan yakni pekerja yang sudah
bekerja sekurang-kurangnya 20 tahun atau
mencapai usia 50 tahun kepadanya dapat
mengajukan  pensiun  muda.  Namun
berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan
penerapan ketentuan dalam Pasal 151 A
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Cipta Kerja ini tidak terlaksana. Seharusnya
pimpinan PT. Cikarang Presisi mengabulkan
permohonan pensiun dini apabila pekerja
tersebut sudah memenuhi masa kerja 20 tahun
selama bekerja di PT. Cikarang Presisi.



BAB IV
UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH
PEKERJA DALAM MENGUPAYAKAN HAK-HAK
PEKERJA UNTUK MENGAJUKAN PENSIUN DINI
DI PT. CIKARANG PRESISI

1. Upaya Penegakan Hukum
Upaya dalam penegakan hukum merupakan
upaya untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep
hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan
dengan proses melibatkan banyak hal. Tujuan adanya
upaya penegakan hukum agar terselesaikannya
sengketa yang terjadi, schingga mendapatkan
penyelesaian yang adil bagi kedua belah pihak yang
bersengketa. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh
pekerja yang mengalami problematika pelaksanaan
pensiun dini yakni upaya penegakan hukum preventif

dan penegakan hukum represif.

a. Upaya Hukum Secara Preventif

Upaya penegakan hukum preventif adalah
merupakan tindakan pemerintah didasarkan pada
kebebasan bertindak, upaya hukum preventif
bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.’
Upaya penegakan hukum preventif dirasa akan

! Luh Putu Suryani, Fakultas Hukum, dan Universitas Warmadewa,
“Perlindungan hukum karyawan pt. arta sedana retailindo yang terkena pemutusan
hubungan kerja atas klaim bpjs ketenagakerjaan,” 1.2 (2020), 418.
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lebih efektif karena penyelesaiannya dilakukan
dengan musyawarah antara pekerja tetap yang
mengajukan permohonan pensiun dini dengan
Pimpinan PT. Cikarang Presisi agar menemukan
kesepakatan apakah permohonan pensiun dini
tersebut dapat di terima atau tidak.

b. Upaya Hukum Secara Represif
Upaya Penegakan Hukum Represif adalah
penegakan hukum yang dilakukan dengan cara

menindaklanjuti pelanggar hukum.
1) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial

di luar pengadilan

a) Penyelesaian melalui Bipartit
Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial yakni
penyelesaian perselisihan hubungan industrial
wajib diupayakan terlebih dahulu melalui
perundingan bipartite secara musyawarah
mufakat. Penyelesaian Perselisihan
pemutusan hubungan kerja karena
permohonan pensiun dini di wilayah kerja PT.
Cikarang Presisi pertama kali diajukan oleh
Sarjiyono. Pada tanggal 1 Desember 2020
permohonan pensiun dini tersebut diajukan
kepada Pimpinan Unit Kerja namun setelah 2
(dua) minggu sejak diajukan permohonan

2 Suryani, Hukum, dan Warmadewa. Perlindungan hukum karyawan pt.
arta sedana retailindo yang terkena pemutusan hubungan kerja atas klaim bpjs
ketenagakerjaan. 418



133

pensiun dini tersebut, pimpinan PT. Cikarang
Presisi  tidak  memberikan  tanggapan.
Pimpinan Unit Serikat Pekerja Logam
Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia
berdiri sejak Juni 2012 yang berperan dalam
memberikan perlindungan kepada pekerja di
PT. Cikarang Presisi dan memperjuangkan
hak-hak normatif yang sebelumnya tidak
diberikan oleh perusahaan. Pada tanggal 16
Desember 2020, Pimpinan Unit Kerja Serikat
pekerja logam federasi serikat pekerja metal
Indonesia memberikan surat permohonan
ajakan berunding  pertama tentang
permohonan pemutusan hubungan kerja
karena pensiun dini Sarjiyono kepada
pimpinan perusahaan PT. Cikarang Presisi
dengan  nomor  surat  165/PUK/SPL-
FSPMI/CIPRES/ XII/2020 namun tidak
mendapatkan tanggapan dari pimpinan PT.
Cikarang Presisi.

Pada tanggal 21 desember 2020,
Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam
Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia
memberikan  surat permohonan ajakan
berunding kedua tentang permohonan
pemutusan hubungan kerja karena pensiun
dini Sarjiyono kepada Pimpinan perusahaan
PT.. Cikarang Presisi dengan nomor surat
167/PUK/SPL-FSPMI/CIPRES/X11/2020
namun sampai dengan waktu yang dietapkan
oleh PUK SPL FSPMI PT. Cikarang Presisi
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yakni senin tanggal 28 Desember 2020,
Pimpinan PT. Cikarang Presisi tidak juga
memberikan jawaban maupun tanggapan
kepada PUK SPL FSPMI PT. Cikarang Presisi.
Lalu Pimpinan unit kerja kepada HRD lalu
diadakan rapat manajemen. Musyawarah yang
sudah dilakukan tidak terjadi kesepakatan
kesepakatan.®

Alasan tidak terjadinya kesepakatan
tersebut yakni dikarenakan pasca wabah covid
order terjadi penurunan penjualan oleh
konsumen setelah itu penjualan mulai naik
pada saat wabah covid sudah mereda. Menurut
pimpinan PT. Cikarang Presisi dibutuhkan
karyawan yang memiliki pengalaman untuk
membuat produk yang berkualitas. Pimpinan
PT. Cikarang Presisi juga tidak menginginkan
penjualan turun kembali apabila kualitas
produk mengalami penurunan. Alasan lain
tidak terjadinya kesepakatan dikarenakan
menurut pimpinan PT. Cikarang Presisi
dibutuhkan waktu untuk mencari pengganti
tenaga ahli mesin. Harus ada training dan
pelatihan skill untuk mengganti tenaga ahli
mesin sebelumnya. Pelatihan skill yang
dilakukan agar karyawan baru memiliki
matrik skill yang sama. Selain itu, alasan
dalam pandangan ekonomi yakni melihat

8 Hasil Wawancara dengan Bapak Puji Laksana Selaku Kepala
Departemen HRD & GA di PT. Cikarang Presisi pada hari Sabtu, tanggal 28

Januari 2023
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keuntungan yang didapatkan oleh PT.
Cikarang Presisi.?

Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial berisi
apabila upaya perundingan bipartite gagal,
salah satu pihak atau kedua pihak mencatatkan
perselisihannya  kepada  instansi  yang
bertanggung-jawab di bidang ketenagakerjaan
setempat dengan melampirkan bukti-bukti
upaya bipartit telah dilakukan.

b) Penyelesaian melalui mediasi

Lingkup penyelesaian melalui
mediasi meliputi 4 (empat) jenis perselisihan
hubungan industrial yakni perselisihan hak,
perselisihan kepentingan, perselisihan
pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan
antara serikat pekerja/serikat buruh dengan
serikat pekerja/serikat buruh lain hanya dalam
satu perusahaan.

Pada  penyelesaian = permohonan
pemutusan hubungan kerja karena pensiun
dini sarjiyono yang diajukan pada 1 Desember
2020 dengan hasil musyawarah manajemen
tidak menghasilkan kesepakatan maka
selanjutnya pada tanggal 4 Desember 2021
PUK SPL FSPMI melayangkan surat tentang
permohonan mediasi terkait pensiun dini

4 Hasil Wawancara dengan Bapak Puji Laksana Selaku Kepala
Departemen HRD & GA di PT. Cikarang Presisi pada hari Sabtu, tanggal 28

Januari 2023
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dengan  nomor  surat  169/PUK/SPL-
FSPMI/CIPRES/2021 kepada Dinas
Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi Up.
Kabid. HI Syaker Disnaker Kabupaten
Bekasi.’
Pada tanggal 20 januari 2021, Dinas
Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi memanggil
para pihak untuk melakukan mediasi namun
pihak pimpinan PT. Cikarang Presisi tidak
memenuhi panggilan mediasi pertama. Lalu
pada tanggal 16 Februari 2021, Dinas Tenaga
Kerja Kabupaten Bekasi memanggil para
pihak untuk melakukan mediasi tetapi pihak
pimpinan PT. Cikarang Presisi tidak
memenuhi  panggilan  mediasi  kedua.
Dikarenakan 2 (dua) kali panggilan mediasi
tidak dihadiri pimpinan PT. Cikarang Presisi
maka pada tanggal 23 Desember 2021, Dinas
Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi memanggil
para pihak untuk melakukan mediasi tetapi
pihak tergugat tidak memenuhi panggilan
mediasi ketiga. Pengusaha yang tidak hadir
dalam panggilan mediasi maka tidak ada
keterangan dari pengusaha dalam risalah
penyelesaian perselisihan hubungan
industrial. Kesimpulan yang diberikan dalam
hasil perundingan mediasi yakni :
a) Bahwa penyelesaian hubungan industrial
antara pengusaha PT. Cikarang Presisi

5 Data Berdasarkan Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial Antara PT. Cikarang Presisi dengan PUK SPL FSPMI
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dengan PUK SPL FSPMI PT. Cikarang
Presisi tentang pensiun muda Saudara
Sarjiyono;

b) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 Ayat (2)
Huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2004 tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial, mediator
menerbitkan anjuran secara tertulis kepada
kedua belah pihak melalui surat dengan
nomor 565/2133/Disnaker pada tanggal 12
maret 2021;

c) Bahwa terhadap anjuran tersebut
pengusaha PT. Cikarang Presisi tidak
memberikan jawaban sedangkan dari PUK
SPL FSPMI PT. Cikarang Presisi.
menjawab melalui surat  nomor
190/PUK/SPL-FSPMI/CIPRES/III/2021
tanggal 19 maret 2021 menyatakan
menerima atas mediator hubungan
industrial Dinas Ketenagakerjaan
Kabupaten Bekasi.

Menindaklanjuti surat PUK SPL
FSPMI PT. Cikarang Presisi nomor
169/PUK/SPL-FSPMI/CIPRES/1/2021
tanggal 4 januari 2021 perihal permohonan
mediasi terkait pensiun muda bagi pekerja PT.
Cikarang Presisi atas nama Sarjiyono terhadap
permohonan  mediasi  dimaksud telah
dilakukan upaya/Langkah panggilan pada
tanggal 26 januari 2021, 16 januari 2021, 16
februari 2021, dan 23 februari 2021 maka
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didapati pendapat dan pertimbangan mediator
dalam surat nomor 565/2134/Disnaker perihal
anjuran yang berisi :

a)

b)

Bahwa telah terjadi perselisihan hubungan
industrial antara pengusaha PT. Cikarang
Presis dengan pekerja/PUK SPL FSPMI
PT. Cikarang Presisi terkait pensiun muda
Saudara sarjiyono;

Bahwa terhadap perselisihan pensiun
muda telah dilakukan wupaya untuk
dilakukan perundingan secara Dbipartite
melalui PUK SPL FSPMI PT. Cikarang
Presisi  melayangkan  surat  untuk
dilakukan perundingan bipartite melalui

surat nomor: 165/PUK/SPL-
FSPMI/CIPRES/XI1/2020, kemudian
melalui surat nomor:

167/PUK/SPL/FSPMI/CIPRES/XI1/2020
namun tidak ada tanggapan, maka dapat
dinyatakan tidak ada titik temu;

Bahwa terhadap perselisihan pensiun
muda sauadara sarjiyono telah dilakukan
panggilan untuk dilakukan mediasi pada
tanggal 26 januari 2021, tanggal 16
februari 2020 dan tanggal 23 februari
2021, dan hanya dihadiri  oleh
pekerja/PUK SPL FSPMI PT. Cikarang
Presisi, sehingga  keterangan  dari
perusahaan tidak ada (Nihil);
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Bahwa saudara sarjiyono adalah pekerja
PT. Cikarang Presisi mulai bekerja
terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2000;
Bahwa pada tanggal 1 desember 2020
pekerja saudara sarjyono mengajukan
permohonan pensiun muda ke PT.
Cikarang Presisi, namun hingga di
perselisihan ke Dinas Ketengakerjaan
Kabupaten Bekasi belum ada jawaban dari
pihak perusahaan PT. Cikarang Presisi;
Bahwa sesuai perjanjian kerja bersama PT.
Cikarang Presisi yang diatur dalam Pasal
53 mengatur tentang pemutusan hubungan
kerja karena mengajukan pensiun muda
menerangkan sebagai berikut :

“Pekerja yang sudah bekerja sekurang-
kurangnya 20 tahun atau mencapai usia 50
tahun, kepadanya dapat mengajukan
permohonan  pensiun muda  dan
mendapatkan hak uang pesangon sebesar
2 (dua) kali ketentuan pasal 54 ayat (3),
ditambah uang penghargaan masa kerja 1
(satu) kali ketentuan pasal 54 ayat (4), dan
ditambah uang penggantian hak 1 (satu)
kali ketentuan pasal 54 ayat (5) dalam
perjanjian kerja bersama (PKB) ini”.
Bahwa dalam PKB PT. Cikarang Presisi
diatur pekerja telah bekerja sekurang-
kurangnya 20 tahun atau mencapai usia 50
tahun maka masa kerja pekerja saudara
sarjiyono telah bekerja di PT. Cikarang
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Presisi sampai dengan tanggak 1

Desember 2020 telah memiliki masa kerja

lebih dari 20 (dua puluh tahun maka sesuai

PKB PT. Cikarang Presisi Pasal 53 tentang

Pemutusan Hubungan Kerja karena

mengajukan pensiun muda telah terpenuhi

maka dapat dipertimbangkan keinginan
pekerja untuk pensiun muda direalisasikan
oleh perusahaan;

Bahwa dengan terpenuhi permohonan

pensiun muda saudara sarjiyono maka ada

kewajiban perusahaan untuk memberikan
hak pensiun muda saudara sarjiyono

sebesar yang diatur dalam PKB Pasal 53

PKB PT. Cikarang Presisi yaitu:

(1) Uang pesangon sebesar 2 (dua) kali
ketentuan Pasal 54 Ayat (3), ditambah
uang penghargaan masa kerja 1 (satu)
kali ketentuan Pasal 54 Ayat (4), dan
ditambah uang penggantian hak 1
(satu) kali ketentuan Pasal 54 Ayat (5)
dalam perjanjian kerja bersama (PKB)
PT. Cikarang Presisi.

(2) Bahwa pegawai mediator telah
berusaha  untuk  menyelesaikan
perselisihan ini secara musyawarah
mufakat dalam persidangan mediasi,
namun karena tidak tercapai titik temu
untuk tidak berlarut-larutnya
permasalahan, maka sesuai ketentuan
Pasal 13 Ayat (2) Huruf a Undang-



141

Undang Nomor 2 Tahun 2004

mediator  mengeluarkan  anjuran

tertulis kepada kedua belah pihak
yang berselisih.

Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 13 Ayat (2)
Huruf a mediator pada Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Bekasi mengeluarkan surat
anjuran dengan nomor surat
565/2134/Disnaker tertanggal 12 maret
2021 yang berisi:

(1) Agar pengusaha PT. Cikarang Presisi
merealisasikan permohonan pensiun
muda Saudara Sarjiyono dengan
memberikan kompensasi sebagai
berikut:

(a) Uang pesangon sebesar 2 (dua)
kali ketentuan Pasal 54 Ayat (3),
ditambah uang penghargaan masa
kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal
54 Ayat (4), dan ditambah uang
penggantian hak 1 (satu) kali
ketentuan Pasal 54 Ayat (5) dalam
perjanjian kerja bersama (PKB)
PT. Cikarang Presisi.

(b) Agar kedua  belah  pihak
menjawab secara tertulis paling
lambat 10 (sepuluh) hari setelah
menerima anjuran ini.

Terhadap  anjuran  tersebut,
Sarjiyono melalui Pengurus unit kerja



142

serikat pekerja logam federasi serikat
pekerja metal Indonesia (PUK SPL
FSPMI) PT. Cikarang Presisi memberikan
jawaban dengan nomor 190/PUK/SPL-
FSPMI/CIPRES/XI1/2021 yang berisi
penggugat merima isi anjuran dari Dinas
tenaga kerja kabupaten Bekasi. Hal
tersebut sesuai dengan Pasal 13 Ayat (2)
Huruf ¢ Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2004 tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial berisi para pihak
harus udah memberikan jawaban secara
tertulis kepada mediator yang isinya
menyetujui atau menolak anjuran tertulis
dalam waktu selambat-lambatnya 10
(sepuluh) hari kerja setelah menerima
anjuran tertulis.

Pimpinan PT. Cikarang Presisi
tidak memberikan jawaban atas anjuran
dalam risalah mediasi penyelesaian
hubungan industrial yang diberikan oleh
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi
pada tanggal 30 maret 2021 maka
sebagaimana dalam Pasal 13 Ayat (2)
Huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2004 tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial yakni pihak yang
tidak memberikan pendapatnya
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sebagaimana dimaksud pada huruf c
dianggap menolak anjuran tertulis.

2) Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial Melalui Pengadilan

Berdasarkan Pasal 14 Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang
Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial yang berisi apabila anjuran tertulis
ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak,
salah satu pihak atau para pihak dapat
melanjutkan penyelesaian perselisihan  di
pengadilan  hubungan industrial pada
pengadilan  negeri  setempat.  Gugatan
perselisihan hubungan industrial diajukan
kepada pengadilan hubungan industrial pada
Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya
meliputi  tempat bekerja/buruh  bekerja.
Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan
hubungan kerja dapat diajukan hanya dalam
tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak
diterimanya atau diberiathukannya keputusan
dari pihak pengusaha.

Perselisihan yang terjadi antara
pekerja yakni Sarjiyono dengan PT. Cikarang
Presisi merupakan perselisihan pemutusan
hubungan kerja karena pensiun dini yang
diajukan oleh Pekerja yakni Sarjiyono.
Perselisihan tersebut sudah menempuh cara

6 Data Berdasarkan Risalah Penyelesaian Perselisiham Hubungan
Industrial antara PT. Cikarang Presisi dengan PUK SPL FSPMI
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penyelesaian perselisihan industrial dengan
melakukan bipatrit dan upaya mediasi namun
upaya tersebut tidak memberikan kesepakatan
bagi kedua belah pihak. Maka upaya
penyelesaian perselisihan selanjutnya yakni
penyelesaian perselisihan di  Pengadilan
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri
Bandung Kelas 1 A Khusus. Surat Gugatan
yang diajukan oleh Sarjiyono pada tanggal 4
Juni 2021 dilampiri dengan anjuran atau
risalah penyelesaian yang dalam gugatan ini
lalu  gugatan tersebut didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial
pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Khusus
pada tanggal 15 Juni 2021 dalam register
nomor 194/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.
Sarjiyono sebagai penggugat yang
merupakan warga negara Indonesia pekerja
PT. Cikarang Presisi yang beralamat di
Kampung Sekarwangi RT 002/RW 028
Kelurahan Cibadak Kecamaran Cibadak,
Kabupaten Sukabumi yang memberikan kuasa
kepada Amar Imron, S.H. Triyono, Tarino,
Sudirman, Waluyo S.H, Ahwono S.H, Riyanto
yang merupakan Pimpinan Unit Kerja Serikat
Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal
Indonesia PT. Cikarang Presisi berdasarkan
surat kuasa khusus tertanggal 4 juni 2021."
Tergugat dalam gugatan ini yakni PT.
Cikarang Presisi yang beralamat di Jalan.

7 Data Berdasarkan Putusan No. 194/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg
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Jatiraya Blok J I No.7 Newton Techno Park
Lippo Cikarang Desa Serang, Kecamatan
Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Dalam
hal ini memberikan kuasa kepada Herry
Armanto, Puji Laksana, dan Thiong Ay Tin,
yang merupakan manager HRD dan GA dan
Asisten Manager HRD dan GA PT. Cikarang
Presisi berdasarkan surat kuasa khusus pada
tanggal 3 Juli 2021.8

Gugatan memuat duduk perkara yang
memuat kronologi permasalahan sejak
penggugat  bekerja  sampai  pengajuan
permohonan pensiun dini dengan
penyelesaian melalui bipartite hingga mediasi
yang tidak memberikan kesepakatan bagi
kedua belah pihak. Tuntutan penggugat adalah

1. Menyatakan putus hubungan kerja antara
penggugat dengan tergugat karena
memenuhi usia pensiun muda sejak
putusan ini dibacakan;

2. Menghukum tergugat untuk membayar
keseluruhan putus hubungan kerja akrena
pensiun muda secara tunai dan sekaligus
sesuai ketentuan pasal 54 Perjanjian Kerja
Bersama (PKB) di PT. Cikarang Presisi
sebesar Rp 135.838.431.25 dengan rincian
sebagai berikut:

8 Data Berdasarkan Putusan No. 194/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg
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— Uang pesangon 2x9x Rp 4.724.815,-

=Rp
85.046.670,-

— Uang penghargaan masa kerja 1x7x
Rp 4724.815,- =Rp
33.073.705,-

— Uang penggantian hak sebesar 15%x
Jumlah pesangon di tambah uang
masa kerja atau jika di total
mendapatkan hak sebesar 28,75 kali
upah

— 28,75x Rp 4724815 = Rp
135.838.431.25 (seratus tiga puluh
lima juta delapan ratus tiga puluh
delapan empat ratus tiga puluh satu
rupiah dua puluh lima sen);

3. Menghukum tergugat membayar uang

Dwangsom/paksa sebesar Rp. 1.000.000
(satu juta rupiah) perhari apabila
lalai/tidak menjalankan putusan sejak
mempunyai kekuatan hukum tetap;
Menghukum tergugat untuk membayar
biaya oerkara sesuai Undang-Undang:
Atas gugatan tersebut pihak PT.

Cikarang Presisi sebagai tergugat memberikan
jawaban dalam Pokok Perkara:

1.

Bahwa tergugat dengan tegas menolak
seluruh dalil gugatan penggugat dalam
pokok perkara, kecuali yang dengan tegas
diakui kebenarannya secara hukum oleh
tergugat.
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2. Bahwa benar penggugat adalah sebagai
pekerja di perusahaan Tergugat di bagian
Quality Control dengan jabatan sebagat
Inspector;

3. Bahwa tidak benar dan harus ditolak dalil
gugatan penggugat angka 4 (empat)
sampai dengan angka 7 (tujuh), karena
faktanya tergugat sudah menyampaikan
kepada penggugat melalui pimpinan Unit
Kerja Serikat Pekeja Logam Federasi
Serikat pekerja Metal Indonesia (PUK
SPL FSPMI) bahwa perusahaan tergugat
belum bisa menyetujui permohonan
pensiun muda yang diajukan oleh
penggugat karena perusahaan tergugat
belum ada program pensiun muda dan
perusahaan tergugat masih membutuhkan
tenaga penggugat;

4. Bahwa tergugat menolak tegas dalil
gugatan pengguat angka 8 (delapan)
sampai dengan angka 16 (enam belas)
yang pada intinya bahwa penggugat
mengajukan pemutusan hubungan kerja
(PHK)) karena pensiun muda berdasarkan
Pasal 53 perjanjian kerja bersama (PKB)
PT. Cikarang Presisi dan menuntut
tergugat agar membayar kompensasi
pemutusan hubungan kerja kepada
penggugat sebesar Rp. 135.838.431,25
(seratur tiga puluh lima juta delapan ratus
tiga puluh delapan ribu empat ratus tiga
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puluh satu koma dua puluh lima rupiah).
Atas gugatan tersebut, Tergugat
memberikan ttanggapan sebagai berikut:

a.

Bahwa ketentuan Pasal 53 Perjanjian
Kerja Bersama (PKB) PT. Cikarang
Presisi menyebutkan:

Bahwa berdasarkan data di bagian
HRD perusahaan tergugat berupa
kartu tanda penduduk atas nama
penggugat terdapat fakta bahwa
penggugat lahir di Sleman pada
tanggal 15 Oktober 1982 yang
menunjukan bahwa usia penggugat
baru mencapai 38 (tiga puluh delapan)
tahun lebih sehingga usaha penggugat
masih tergolong usia produktif.
Bahwa perusahaan tergugat sampai
sekarang belum ada program pensiun
dini:

Bahwa  sehubungan  perusahaan
tergugat masih membutuhkan tenaga
penggugat dan belum ada
penggantinya. Dan disamping itu
penggugat masih produktif serta
belum mencapai usia 50 tahun maka
perusahaan belum bisa menyetujui
permohonan pensiun dini yang
diajukan oleh penggugat.

Bahwa  berdasarkan  fakta-fakta
hukum tersebut di atas maka cukup
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beralasan secara hukum apabila
tergugat memohon kepada yang mulia
majelis hakim agar dalil gugatan
penggugat dalam pokok perkara
angka 4 (empat) sampai dengan angka
16 (enam belas) dinyatakan Ditolak
seluruhnya atau setidak-tidaknya
dapat diterima;

Bahwa karena permohonan pengajuan
pensiun muda yang diajukan oleh
penggugat belum diswtujui oleh
perusahaan tergugat dan gugatan
penggugat dinyatakan ditolak maka
tergugat memohon kepada yang mulia
majelis hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara a quo untuk
menyatakan hubungan kerja antara
penggugat dengan tergugat belum
terputus dan menghukum penggugat
untuk tetap bekerja seperti biasanya di
perusahaan tergugat pada posisi dan
jabatannya;

Bahwa terhadap dalil gugatan
penggugat angka 17 (tujuh belas) pada
intinya menuntut dibayarkan uang
paksa  (dwangsom) sebesar RP
1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari,
Tergugat menolak tegas karena dalil
tersebut merupakan dalil tidak
berdasar hukum. Bahwa tuntutan uang
paksa (dwangsom) dapat diajukan
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hanya dalam petitum guagat tidak
memohon menghukum tergugat untuk
membayar sejumlah uang, akan tteapi
faktanya penggugat menuntut untuk
dibayarkan sejumlah uang berupa
kompensasi pemutusan hubungan
jerha. Maka berdasarkan ketentuan
Pasal 606 Rv berdasar hukum dalil
tersebut untuk dinyatakan ditolak.
Bahwa berdasarkan uraaian fakta-
fakta hukum tersebut diatas tergugat
memohon kepada yang mulia majelis
hakim yang memeriksa, mengadili dan
memutus perkara a quo  untuk
memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan pengugat untuk
seluruhnya;

2. Menyatakan hubungan kerja antara
penggugat dengan tergugat belum
terputus;

3. Menghukum penggugat untuk tetap
bekerja seperti biasanya di perusahaan
tergugat pada posisi dan jabantannya;

4. Menghukum penggugat membayar
baiay perkara sesuai undang-undang;

Bahwa terhadap jawaban dari
tergugat tersebut, pihak pengugat telah
mengajukan tanggapan/replik tertulis pada
tanggal 10 mei 2021. Selanjutnya pada
tanggal 24 mei 2021 terhadap replik dari
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penggugat tersebut maka tergugat terlah
mengajukan tanggapan/duplik tertulis.

Dalam  sidang  selanjutnya,
Penggugat mengajukan bukti tertulis
untuk meneguhkan dalil gugatannya
berupa fotocopy yang telah diberi materai
secukupnya dan setelah dicocokkan
dengan aslinya/copynya kemudia diberi
tanda P1 sampai dengan P10. Penggugat
dalam sidang ini juga mengajukan 2 (dua)
orang saksi yakni handoko dan abud
Budiman untuk mendukung dalil-dalil
gugatannya.

Untuk meneguhkan dalil
jawabannya, tergugat telah mengajukan
bukti tertulis berupa fotocopy yang telah
dibubuhkan materai secukupnya dan telah
dicocokkan  dengan aslinya/copynya
kemudian diberi tanda T-1 sampai dengan
T-6. Tergugat juga mengajukan 2 (dua)
orang saksi yaitu purwanto dan Sudirman
untuk mendukung dalil-dalil bantahannya.

Berdasarkan pertimbangan
hukum oleh hakim atas fakta-fakta yang
diberikan oleh penggugat dan tergugat
pada  persidangan maka hakim
memberikan putusan kepada kedua belah
pihak yang berisi:

1. Mengabulkan gugatan penggugat
untuk Sebagian;
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2. Menyatakan putus hubungan kerja
antara penggugat dengan tergugat
demi hukum karena pensiun muda
sejak putusan ini di bacakan

3. Menghukum tergugat membayar
kompensasi secara tunai dan sekaligus
kepada penggugat dengan jumlah total
seluruhnya sebesar Rp 135.838.431,-
(seratus tiga puluh lima juta delapan
ratus tiga puluh delapan ribu empat
ratus tiga puluh satu rupiah);

4. Menolak gugatan penggugat untuk
selain dan selebihnya;

5. Membebankan biaya yang timbul
dalam perkara ini kepada negara.®
Putusan yang diberikan oleh Hakim

Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus
menurut penulis sudah sesuai dengan Undang-
undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, dan Perjanjian Kerja
Bersama PT. Cikarang Presisi. Jumlah
pesangon yang diberikan juga sudah sesuai
dengan Pasal 156 dan Pasal 157 Undang-
undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan. Total pemberian pesangon
sebesar Rp. 135.838.431,- (seratus tiga puluh
lima juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu
empat ratus tiga puluh satu rupiah) sudah

9 Data Berdasarkan Putusan No. 194/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg
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sesuai sebagaiaman sarjiyono sudah bekerja
selama 20 tahun masa kerja. °

Menurut penulis, pengajuan
permohonan pensiun dini oleh Sarjiyono pun
sudah sesuai dengan Pasal 151 Ayat (3) dan
Ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Cipta Kerja yang berbunyi :
“Dalam hal Pekerja/Buruh telah diberitahu
dan menolak Pemutusan Hubungan Kerja,
penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja
wajib dilakukan melalui perundingan bipartit
antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh
dan/atau Serikat Pekerja/ Serikat Buruh.”
“Dalam hal  perundingan bipartit
sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) tidak
mendapatkan  kesepakatan, Pemutusan
Hubungan Kerja dilakukan melalui tahap
berikutnya  sesuai  dengan  mekanisme
penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial.”

Tahapan penyelesaian perselisihan
hubungan industrial yang diajukan oleh
sarjiyono sudah sesuai dengan Pasal tersebut.
Maka melihat putusan tersebut sudah sangat
sesuai dengan dalil putusan yang diberikan.
Namun pada pelaksanaannya, PT. Cikarang
Presisi tidak menjalankan putusan tersebut
sebagaimana asas putusan hakim harus

10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
11 Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja
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dianggap benar (res judicata pro veritate

habetur) sebagai salah satu bentuk asas

hukum mempunyai dua fungsi:

1. Fungsi dalam hukum: mendasarkan
eksistensinya pada rumusan oleh
pembentuk undang-undang dan hakim
(ini merupakan fungsi yang bersifat
mengesahkan) serta mempunyai pengaruh
yang normatif dan mengikat para pihak.

2. Fungsi dalam ilmu hukum: hanya bersifat
mengatur dan eksplikatif (menjelaskan),
tujuannya adalah memberi ikhtisar, tidak
normatif sifatnya dan tidak termasuk
hukum positif. Sifat instrumental asas
hukum ialah bahwa asas hukum mengakui
adanya kemungkinan-kemungkinan
penyimpangan, sehingga membuat sistem
hukum menjadi luwes. *?

Terkait putusan pengadilan pada
tingkat pertama tersebut, PT. Cikarang Presisi
mengajukan permohonan kasasi kepada
Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung.
Permohonan kasasi tersebut diajukan atas
keberatan pihak pimpinan PT. Cikarang
Presisi terhadap dalil-dalil putusan maka
pimpinan PT. Cikarang Presisi dalam Langkah
penyelesaian perselisihan hubungan industrial

2 Joko Widarto, “PENERAPAN ASAS PUTUSAN HAKIM HARUS
DIANGGAP BENAR (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-
X1/2013),” JI. Arjuna Utara, 13.1 (2016), 11510.
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selanjutnya yakni pengajuan keberatan pada
tingkat kasasi.
Penyelesaian Perselisihan Melalui Hakim
Kasasi

Majelis Hakim Kasasi terdiri atas satu
orang Hakim Agung dan dua orang Hakim Ad-
Hoc yang ditugasi memeriksa dan mengadili
perkara perselisihan hubungan industrial pada
Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua
Mahkamah Agung. Tata cara permohonan
kasasi serta penyelesaian perselisihan hak dan
perselisihan pemutusan hubungan kerja oleh
Hakim Kasasi dilaksanakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Seluruh proses hukum acara dalam Pengadilan
Hubungan Industrial diserahkan kepada
hukum acara perdata yang berlaku umum
sesuai dengan Pasal 57 Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial yaitu :
“Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan
Hubungan Industrial adalah Hukum Acara
Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam
lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang
diatur secara khusus dalam undang-undang
ini.” Juncto Pasal 110 UU PPHI yakni :
“Putusan Pengadilan Hubungan Industrial
pada Pengadilan  Negeri mengenai
perselisihan hak dan perselisihan pemutusan
hubungan kerja mempunyai kekuatan hukum
tetap apabila tidak diajukan permohonan
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kasasi kepada Mahkamah Agung dalam waktu

selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari

kerja 3

a. Bagi pihak yang hadir, terhitung sejak
putusan dibacakan dalam sidang majelis
hakim;

b. Bagi pihak yang tidak hadir, terhitung
sejak tanggal menerima pemberitahuan
putusan.”

Penyelesaian perselisihan pemutusan
hubungan kerja karena permohonan pensiun
dini yang sebelumya sudah menempuh upaya
penyelesaian perselisihan melalui pengadilan
namun pihak pimpinan PT. Cikarang Presisi
mengajukan kasasi terhadap putusan tersebut
dengan nomor register 550 K/Pdt.Sus-
PHI/2022. Dalam gugatan kasasi ini PT.
Cikarang Presisi berlaku sebagai pemohon
kasasi dan Sarjiyono sebagai termohon kasasi.
14

Putusan ~ pengadilan hubungan
industrial pada pengadilan negeri bandung
telah diberitahukan kepada pemohon kasasi
pada tanggal 19 November 2021 kemudian
oleh pemohon kasasi dengan perantara

13 Eka Ardianto Iskandar, Hari Nur Arif, dan Rachel Simbayak, “Aspek
Hukum Pengajuan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial,” Palar | Pakuan Law Review, 7.2 (2021), 389—
408 <https://doi.org/10.33751/palar.v7i2.4290>.

14 Hasil wawancara dengan Bapak Amar Imron Selaku Quality
Inprosess di PT. Cikarang Presisi pada hari Sabtu, 28 Januari 2023
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kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus

tanggal 22 November 2021 diajukan

permohonan kasasi pada tanggal 1 Desember

2021 sebagaimana ternyata dari Akta

pernyataan  permohona  kasasi  Nomor

175/Kas/G/2021/PHI/PN.Bdg., yang dibuat
oleh panitera pengadilan hubungan industrial
pada pengadilan negeri bandung, permohonan
tersebut disertai dengan memori kasasi yang
diterima di  kepaniteraan = pengadilan
negeri/hubungan industrial tersebut pada

tanggal 13 Desember 2021.%

Berdasarkan memori kasasi yang
diterima tanggal 13 Desember 2021 maka
pemohon kasasi meminta agar :

1. Menerima permohonan kasasi dari
pemohon kasasi/semula tergugat;

2. Membatalkan putusan pengadilan
hubungan industrial pada pengadilan
negeri bandung kelas 1 A Nomor perkara
nomor 194/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg
pada tanggal 11 Oktober 2021, dan

Mengadili sendiri :

Dalam Pokok Perkara :
1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk
Sebagian;

2. Menyatakan putusan hubungan kerja
antara penggugat dengan tergugat demi
hukum karena pensiun muda sejak
putusan ini dibacakan;

15 Data Berdasarkan Putusan Nomor 550 K/Pdt.Sus-PHI/2022
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3. Menghukum tergugat membayar
kompensasi secara tunai dan sekaligus
kepada peggugat dengan jumlah total
seluruhnya sebesar Rp40.000.000,00
(empat puluh juta rupiah);

4. Menolak gugatan penggugat untuk selain
dan selebihnya;

5. Membebankan biaya penggugat yang
timbul dalam perkara ini kepada negara;®

Berdasarkan memori kasasi tersebut,
Termohon kasasi telah mengajukan kontra
memori kasasi pada tanggal 19 Januari 2022
yang pada pokoknya mohon kepada
Mahkamah Agung agar menolak permohona
kasasi dari pemohon kasasi. Putusan kasasi
pada permohonan pemutusan hubungan kerja
ini berbunyi :

Mengadili :

1. Menolak permohonan kasasi dari
pemohon kasasi PT. Cikarang Presisi
tersebut;

2. Membebankan biaya perkara kepada
negara;

Penolakan dalil kasasi oleh hakim
melihat pada usia masa kerja 20 (dua puluh)
tahun penggugat dan sudah mengajukan
permohona pemutusan hubungan kerja pada
tanggal 1 Desember 2020, maka hal tersebut
sudah sesuai dengan Pasal 53 dan Pasal 54
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang dibuat

16 Data Berdasarkan Putusan Nomor 550 K/Pdt.Sus-PHI/2022
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antara PT. Cikarang Presisi dengan Pimpinan
Unit Kerja (PUK) Serikat Pekerja Logam
(SPL) Federasi Serikat Pekerja Metal
Indonesia (FSPMI) PT. Cikarang Presisi maka
sudah berdasar hukum apabila penggugat
diputus hubungan kerja karena pensiun dini
dengan hak pensiun.'’

Selain itu alasan penolakan kasasi
yang diajukan oleh PT. Cikarang Presisi
dikarenakan PT. Cikarang Presisi dalam
gugatan kasasinya ini berisi pengulangan dalil
dan mengenai penilaian hasil pembuktian
yang bersifat penghargaan tentang suatu
kenyataan. Maka putusan akhir yang
digunakan dalam perselisihan pemutusan
hubungan kerja adalah Putusan Nomor
194/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.

Pada pelaksanaan putusan tersebut
sebagaimana sudah dilakukan pemutusan
hubungan kerja karena pensiun dini antara
sarjiyono dengan PT. Cikarang Presisi dan
pemberian kompensasi pesangon kepada
sarjiyono terdapat negosiasi yakni pimpinan
PT. Cikarang  Presisi  menginginkan
pembayaran pensiun tersebut dilakukan 12x
pembayaran  berangsur namun = setelah
diadakannya musyawarah lebih lanjut maka
pembayaran pensiun dini kepada Sarjiyono
dilakukan dengan 3x pembayaran yang

17 Data Berdasarkan Putusan Nomor 550 K/Pdt.Sus-PHI/2022
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dilakukan secara berangsur sejak Januari 2023
setiap tanggal 10.%

Pada bulan januari 2023 pembayaran
pertama  kepada  Sarjiyono  sejumlah
Rp42.654.222.00. Pada bulan maret 2021
pembayaran kedua sejumlah Rp42.702.341.00
dan pembayaran ketiga dilakukan pada bulan
April 2023. Teknis pembayarannya yakni
dengan transfer ke rekening pribadi milik
sarjiyono. Pembayaran uang pesangon
tersebut  sudah  dipotong pajak 5%
sebagaimana tarif pajak pensiunan diatur
dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
No. 16/PMK.03/2010 Pasal 4 atas penghasilan
berupa uang menafaat pensiun, tunjangan hari
tua dan jaminan hari tua. *°

Untuk uang pesangon yang bersifat
final akan dikenakan berdasarkan tarif pajak
PPh 21 yang bersifat progresif, yang berrati
penghasilan yang dikenai pajak akan
dikurangi secara bertahap, yakni :

a. Penghasilan 0-Rp60.000.000 dikenakan
tarif 5%

b. Penghasilan Rp60.000.000-
Rp250.000.000 dikenakan tarif 15%
c. Penghasilan Rp250.000.000-

Rp500.000.000 dikenakan tarif 25%

18 Hasil wawancara dengan Bapak Puji Laksana selaku Kepala

Departemen HRD & GA di PT. Cikarang Presisi pada hari Sabtu, 28 Januari

2023

19 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 16/PMK.03/2010
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d. Penghasilan Rp500.000.000-
Rp5.000.000.000 dikenakan tarif 30%

e. Penghasilan lebih dari Rp5.000.000.000
dikenakna tarif 35%

Sebagaimana tertera dalam putusan
yakni pemberian kompensasi pensiun kepada
Sarjiyono sebesar :

Upah : Rp4.724.815,-

Pesangon : 2 x 9 x Rp4.724.815,- =
Rp85.046.670,-

Uang Penghargaan Masa Kerja =1x7x
Rp4.724.815,- * Rp33.073.705,-

Uang penggantian hak sebesar 15% x jumlah
pesangon di tambah uang masa kerja atau jika
di total mandapatkan hak sebesar 28.75 kali
upah.28.75 X Rp4.724.815,- =
Rp135.838.431,- (Seratus Tiga Puluh
Delapan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Satu
Rupiah).

Bahwa secara hukum mengenai hak
Pekerja/Pengusaha serta kewajiban
Pekerja/Pengusaha diatur dalam undang-
undang ketenagakerjaan, pada tulisan ini
yang termuat dalam Undang-undang No. 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang
pada Pasal 167 secara jelas dan tegas
mengatur hak-hak pekerja dan kewajiban
pengusaha bila pekerja sudah mencapai usia
pensiun sesuai dengan Perturan Pemerintah
dibidang ketenagakerjaan.3 Bahwa pada
Pasal 167 diamanatkan apabila pekerja
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mempunyai masa kerja minimal 24 tahun
maka total hak yang diperoleh 32,2 bulan
upah, dimana secara hukum pekerja dengan
masa pengabdian selama 24 tahun masa
bekerja mempunyai kepastian  hukum
memperoleh hak 32,2 bulan upah dan
mempunyai manfaat pada saat memasuki usia
pensiun dengan harapan upahnya yang
sebesar 32,2 bulan upah yang diperolehnya.
Bahwa bila dihitung secara ekonomis
tentubesaran yang harus dikeluarkan oleh
pengusaha untuk pekerja perbulan setidaknya
sebesar : 32,2 24 bulan =1,34 bulan upah
pertahun atau sama dengan 1,34 12 = 0,11
bulan upah perbulan dapat di samakan dengan
11% upah perbulan. Tentu hal ini sesuai
dengan perhitungan secara umum sebab
dalam kenyataan secara pasti pengembangan
uang tersebut ada setiap bulannya/setiap
tahunnya. %

Mengenai pesangon karyawan antara
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta
Kerja tidak ada perubahan karena pesangon
karyawan yang diterima tetap yakni maksimal
9 kali gaji untuk pekerja yang telah mengabdi

2 Aktivis Buruh, “Kepastian Hukum Manfaat Pensiun Menurut
Undang- Undang No 13 Tahun 2003 Dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2020
Tentang Cipta Kerja Klaster IV Dan Peraturan Pemerintah No 45 Tahubn 2015,”
02.13 (2021), 253.



163

selama 8 tahun, serta penghargaan upah yang
diterima karyawan minimal 2 kali gaji. *

Upaya hukum yang telah dilakukan
oleh Sarjiyono selaku karyawan tetap dalam
mengajukan permohonan pensiun dini sudah
sesuai dengan Undang-undang Nomor 2
Tahun 2004 tentang Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial.
Mengundurkan diri seharusnya merupakan
suatu bentuk tindakan sukarela untuk
mengakhiri hubungan kerja dengan pemberi
kerja, atas insiatif yang dilakukan
pekerja/buruh. Sebagai salah satu mekanisme
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara
sukarela oleh pekerja, pengunduran diri pada
umumnya disebabkan karena pekerja/buruh
merasa tidak cocok dengan perusahaan
termasuk di dalamnya adalah pengusaha,
atasan, kolega, jabatan, jenis/sektor usaha,
upah/remunerasi atau pekerja/buruh
memperoleh pekerjaan ditempat lain dan
memasuki usia pensiun.

Upaya hukum preventif yang dapat
dilakukan karyawan PT. Cikarang Presisi
dengan pihak pimpinan PT. Cikarang presisi
ini merupakan bagian dari pencegahan
apabila kedepannya akan terjadi permohonan
pensiun dini yang diajukan oleh karyawan
tetap. Bahwa dalam Pasal 53 Perjanjian Kerja
Bersama PT. Cikarang Presisi mengatur

21 Cantik, Annisa, dan Indonesia.139
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mengenai pensiun dini. Yang menyebutkan
bahwa pekerja yang sudah bekerja sekurang-
kurangnya 20 tahun atau mencapau usia 50
tahun  kepadanya  dapat mengajukan
permohonan pensiun muda dan mendapatkan
hak uang pesangon sebesar 2 (dua) kali
ketentuan Pasal 54 Ayat (3), ditambah uang
penghargaan masa kerja 1 (satu) kali
ketentuan Pasal 54 Ayat (4), dan ditambah
uang penggantian hak 1 (satu) kali ketentuan
Pasal 54 Ayat (5) pada Perjanjian Kerja
Bersama (PKB) ini.

Maka melihat pada Pasal 53
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT.
Cikarang  Presisi ~ secharusnya  pihak
perusahaan tidak memberikan alasan untuk
menolak  permohonan  pensiun  dini
dikarenakan melihat pada isi dalam Pasal 53
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) merujuk
pada diperbolehkannya mengajukan
permohonan pensiun dini bagi karyawan
tetap. Maka sarjiyono dalam hal ini memang
berhak mengajukan pensiun dini kepada
perusahaan apabila telah memenuhi syarat
dan kriteria yang ditetapkan oleh PT.
Cikarang Presisi. Namun pada faktanya
sampai pada upaya hukum bipartit yakni
ajakan berunding oleh serikat pekerja logam
federasi serikat pekerja logam Indonesia (SPL
FSPMI) tetap tidak ditanggapi oleh pimpinan
PT. Cikarang Presisi.
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Upaya mediasi yang dilakukan oleh
Dinas Ketenagakerjaan pun tidak
memberikan hasil dikarenakan Pimpinan PT.
Cikarang Presisi tidak memenuhi panggilan
mediasi. Lalu sampai pada Pengadilan negeri
bandung kelas 1 A pun pimpinan PT. Cikarang
Presisi tetap menolak permohonan pensiun
dini. Namun Putusan akhir yang diberikan
pada putusan tingkat pertama menurut penulis
sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Cipta Kerja. Pemberian pesangon
sejumlah Rp. 135.838.431,- (seratus tiga
puluh lima juta delapan ratus tiga puluh
delapan ribu empat ratus tiga puluh satu
rupiah).

Upaya yang dilakukan oleh serikat
pekerja setelah dikeluarkannya putusan
tersebut yakni mendaftarkan ke Pengadilan
Hubungan Industrial yakni melakukan
pencacatan  putusan  tersebut.  Tujuan
pencacatan tersebut yakni ketika perjanjian
atau putusan itu tidak dilaksanakan maka
dapat dilakukan tindakan yang lanjutan
mengenai kasus Sarjiyono ini.?

Langkah yang dapat dilakukan oleh
serikat pekerja apabila ada karyawan tetap di
PT. Cikarang Presisi yang ingin mengajukan

22 Hasil Wawancara Dengan Bapak Amar Imron Selaku Anggota
Serikat Pekerja Pada Tanggal 03 Juli 2023
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pensiun dini yakni serikat pekerja berharap
pimpinan perusahaan tidak melakukan
perlawanan lagi atau penolakan terhadap
permohonan pensiun dini.

Kesesuaian  pemberian  jumlah
pesangon tersebut melihat pula pada Pasal 54
Perjanjian kerja bersama (PKB) PT. Cikarang
Presisi, Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal
157 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang ketenagakerjaan dan perubahan
dalam pasal 151 Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Berdasarkan pemaparan di atas,
upaya hukum yang ditempuh oleh pekerja PT.
Cikarang Presisi merupakan salah satu bentuk
perlindungan hukum (khususnya bentuk
perlindungan hukum yang bersifat represif).
Adanya perlindungan hukum bagi pekerja
tetap PT. Cikarang Presisi mekanisme untuk
memulihkan hak-hak yang dilanggar oleh PT.
Cikarang Presisi sebagai akibat tidak terdapat
kesesuaian antara bunyi Pasal 53 Perjanjian
Kerja Bersama (PKB) dan implementasi yang
terjadi di lapangan mengenai permohonan
pemutusan hubungan kerja dengan alasan
program pensiun dini yang mana tidak ada
kesepakatan dengan Sdr. Sarjiyono Purnomo
dan Pimpinan PT. Cikarang Presisi



BAB YV
PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan penjelasan yang sudah dipaparkan

dalam pembahasan maka dapat ditarik kesimulan sebagai
berikut :

1.

Problematika yang terjadi mengenai permohonan
pensiun dini yang terjadi di PT. Cikarang Presisi
menurut pengusaha yakni efisiensi waktu dalam hal ini
yakni perusahaan tentunya memikirkan bahwa untuk
menerima karyawan baru membutuhkan waktu untuk
mengasah skill agar skill tersebut sama dengan
karyawan tetap, belum ada program pensiun dini di
PT. Cikarang Presisi, tidak membuka lowongan untuk
karyawan baru maka menyebabkan tidak adanya
tambahan maupun pengurangan jumlah karyawan
tetap di PT. Cikarang Presisi, Pandangan secara
ekonomis yakni Sama halnya jika karyawan keluar
atau hubungan kerjanya dengan perusahaan berakhir
maka  perusahaan akan  menjadwal  ulang
keberangkatan karyawan baru karena harus
mengeluarkan dana untuk pengembangan karyawan.
Selain itu perusahaan juga akan mengeluarkan dana
untuk pensiun atau tunjangan lain dengan pensiun ini,
dan pihak pimpinan perusahaan menginginkan
ketantuan usia pensiun diganti menjadi masa kerja
bukan usia pensiun tenaga kerja. Kendala yang

167
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dihadapi tenaga kerja ketika akan mengajukan pensiun
dini dinataranya yakni permohonan pensiun dini tidak
disetujui, menjaga hubungan baik dengan pimpinan
PT. Cikarang Presisi, Tidak ada ketentuan terbaru
mengenai pensiun dini dalam Perjanjian Kerja
Bersama (PKB), dan permohonan yang diajukan
diselesaikan secara musyawarah.

2. Upaya hukum yang telah dilakukan tenaga kerja di PT.
Cikarang Presisi yakni Upaya Represif dengan upaya
hukum di luar pengadilan yakni bipartit yang dibantu
oleh Pimpinan Unit Kerja (PUK) Serikat Pekerja
Logam (SPL) Federasi Serikat Pekerja Metal
Indonesia (FSPMI), mediasi dengan dibantu oleh
mediator dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten
Bekasi, selanjutnya upaya hukum di pengadilan yakni
dengan mengajukan gugatan perselisihan hubungan
industrial di Pengadilan Hubungan Industrial pada
Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus. Dalam
hal pihak pimpinan PT. Cikarang Presisi merasa
keberatan atas putusan yang diberikan pada tingkat
pertama maka dapat mengajukan permohonan kasasi
pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus.

B. SARAN
Berdasarkan masalah yang telah diuraikan diatas,
maka penulis memberikan beberapa saran yakni :

1) Adanya perubahan dalam Pasal 53 Perjanjian Kerja
Bersama yang dibuat antara PT. Cikarang presisi
dengan Pimpinan Unit Kerja (PUK) Serikat Pekerja
Logam (SPL) Federasi Serikat Pekerja Metal
Indonesia (FSPMI). Perubahan yang dilakukan yakni



2)

3)
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membuat  kesepakatan terhadap kata “dapat
mengajukan” dalam pasal tersebut apakah kata
tersebut memberikan makna permohonan pensiun
diterima atau tidak diterima walaupun sudah
mengajukan sesuai dengan bunyi Pasal 53 tersebut.
Persyaratan mengenai pensiun dini di wilayah kerja
PT. Cikarang Presisi diperjelas. Apabila memang
kesepakatan tetap mengacu pada pasal 53 Perjanjian
Kerja Bersama maka apabila pekerja tetap yang sudah
mencapai masa kerja 20 tahun terhadap permohonan
pensiun dini dapat dikabulkan.

Perlindungan hak pekerja/buruh PT. Cikarang presisi
dalam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) harus
disesuaikan dengan peraturan perundang-udangan
yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 baik
dalam hal jenis pemutusan hubungan kerja (PHK)
maupun konsekuensi yang harus ada setelah terjadinya
pemutusan hubungan kerja (PHK).
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Dokumentasi Wawancara Penelitian







178

Lampiran 3

Daftar Pertanyaan

INSTRUMEN WAWANCARA
PT. CIKARANG PRESISI

VARIABEL: Problematika pelaksanaan pensiun dini
bagi pekerja tetap sesuai dengan perjanjian kerja
bersama berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan di PT. Cikarang Presisi.

Pertanyaan untuk Bapak Puji Laksana Selaku Kepala

Departemen HRD/GA :

1. Nama, umur, jabatan :

2. Bekerja di PT. Cikarang presisi sejak kapan?

3. Berapa karyawan yang bekerja di PT. Cikarang
Presisi saat ini?

4. Berapa lama masa kerja karyawan PT. Cikarang
Presisi?

5. Berapa rata-rata umur karyawan PT. Cikarang Presisi
saat ini?

6. Apakah PT. Cikarang Presisi terdaftar program
pensiun dini? Jika tidak, mengapa?

7. Apakah terdapat pekerja yang sudah mengajukan
pensiun dini?

8. Apa alasan karyawan PT. Cikarang Presisi

mengajukan pensiun dini?



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
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Untuk pengajuan pensiun dini selalu di terima oleh
PT. Cikarang Presisi? Apabila di tolak maka alasan
PT. Cikarang Presisi apa?

Apakah ketika ada karyawan tetap yang akan
mengajukan pensiun dini maka akan menempubh jalur
ke pengadilan seperti yang sudah dilakukan oleh
bapak sarjiyono?

Bagaimana sistematika dalam pengajuan pensiun dini
apabila karyawan tersebut sudah masuk masa
pensiun?

Apakah dalam pelaksanaan pensiun sesuai jangka
waktu yang ditentukan selama di PT. Cikarang Presisi
terdapat kendala?

Untuk kebijakan pensiun dini di PT. Cikarang Presisi
ini mengacu pada Ketetapan di Perjanjian Kerja
Bersama atau Undang-undang lainnya?

Apakah ketika pekerja masih dalam masa produktif
serta belum mencapai umur 50 tahun apakah
perusahaan tidak menyetujui permohonan pensiun
dini?

Selama PT. Cikarang Presisi ini berdiri sudah berapa
banyak karyawan tetap yang mengajukan pensiun
dini? Dengan ketetapan diterima ataupun tidak
diterima

Apakah terdapat masa persiapan pensiun di PT.
Cikarang Presisi?

Bagaimana jaminan pensiun yang diberikan kepada
karyawan PT. Cikarang Presisi?



18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.
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Dalam pelaksanaan program pensiun berasal dari
mana dana pensiun PT. Cikarang Presisi?

Namun apabila merujuk pada pasal 53 Perjanjian
kerja bersama ini melihat pada kalimat pekerja yang
sudah bekerja sekurang-kurangnya 20 tahun”
seharusnya kalimat tersebut dapat diartikan bahwa
karyawan tetap dapat mengajukan pensiun dini
apabila memnuhi kriteria tersebut, lalu alasan apa
yang membuat perusahaan memilih tetap
mempertahankan karyawan tersebut?

Apakah pensiun dini efektif untuk dilaksanakan di PT.
Cikarang Presisi?

Apakah pensiun yang diselenggarakan PT. Cikarang
Presisi ini sudah sesuai dengan UU No. 13 Tahun
2003 atau tidak?

Mengenai uang pesangon, penghargaan masa kerja,
penggalian hak dan uang pisah apakah dalam
pelaksanaannya terdapat kendala?

Pada pembuatan Perjanjian kerja bersama dihadiri
oleh berapa orang dan dari serikat berapa? Dari
pimpinan berapa? Dan dari karyawan berapa? Apakah
memenuhi persyaratan dalam pembuatan perjanjian
kerja bersama sesuai Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?

Pihak mana saja yang terlibat dalam pembuatan PKB
PT. Cikarang Presisi?

Bagaimana peran PKB terhadap karyawan PT.
Cikarang Presisi?



26.

27.

28.
29.
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Apabila terdapat karyawan yang melanggar pasal-
pasal yang tertera dalam PKB, prosedur
penanganannya bagaimana?

Apakah pemberian uang pesangon mengacu pada
PKB atau Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan?

Apakah PT. Cikarang Presisi memiliki kuasa hukum?
Apakah terdapat karyawan outspurching di PT.
Cikarang Presisi?

VARIABEL : Upaya Hukum yang dilakukan oleh
Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Metal Indonesia
(FSPMI) terhadap kasus Sarjiyono.

Pertanyaan ditujukan kepada Bapak Amar Imron selaku
Anggota Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Metal

Indonesia (FSPMI).

1. Kapan terbentuknya serikat pekerja?

2. Tujuan dari dibentuknya serikat pekerja?

3. Pada permohonan pensiun dini di PT. Cikarang
Presisi yang diajukan oleh sarjiyono, Upaya yang
dilakukan oleh serikat pekerja seperti apa?

4. Apabila kedepannya pekerja tetap di PT. Cikarang
Presisi ada yang ingin mengajukan pensiun dini,
maka Upaya yang dapat dilakukan oleh serikat
pekerja seperti apa?

5. Peran serikat pekerja di lingkungan kerja PT.

Cikarang Presisi?
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VARIABEL : Upaya hukum yang dilakukan oleh pekerja

dalam

mengupayakan hak-hak pekerja untuk

mengajukan pensiun dini di PT. Cikarang Presisi.

Pertanyaan ditujukan kepada Bapak Amar Imron Selaku
Quality Inprosess dan Bapak Sudirman selaku Production:

1.
2.
3.

Nama, Umur, Jabatan?

Bekerja di PT. Cikarang Presisi sejak tahun berapa?
Apakah selama bekerja di PT. Cikarang Presisi pernah
berganti departemen atau jabatan?

Apakah PT. Cikarang Presisi memberikan hak pekerja
sebagaimana mestinya? Dilihat dari aspek makan
siang, uang lembur dan gaji. Apakah sesuai ketentuan
PKB atau Undang-Undang?

Apakah bapak/ibu ikut serta dalam musyaswarah
pembuatan PKB?

Apabila ikut, dalam musyarawah PKB tersebut
apakah menurut bapak/ibu musyawarah tersebut
sudah sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013
tentang Ketenagakerjaan?

Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan PT.
Cikarang presisi mengenai hak pensiun kepada
karyawan?

Bagaimana peran PKB yang dirasakan selama
menjadi karyawan PT. Cikarang Presisi?

Apakah hal-hal yang termuat dalam PKB sudah
sesuai dan terlaksana semua?

10. Apakah bapak/ibu pernah mengajukan pensiun dini?



11.

12.
13.

14.

15.
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Apa saja kendala yang terjadi pada saat ingin
mengajukan pensiun dini?

Pada tahun berapa mengajukan pensiun dini?
Sudah berapa kali mengajukan pensiun dini ke PT.
Cikarang Presisi?

Jika ditolak maka apakah bapak/ibu ingin
mengajukan pensiun dini?

Apakah bapak/ibu sudah pernah mengajukan
permasalahan pensiun dini ini ke jalur hukum?



Lampiran 4
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Lampiran Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan

Industrial

PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS KETENAGAKERJAAN

Komplek F

Pemerintah Kabup Bekasi

Desa Sukamahi Kec. Cikarang Pusat - Telp. (021) 89970349
KABUPATEN BEKASI

RISALAH PENYELESAIAN PERSELISIHAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL

Nama Perusahaan

Alamat Perusahaan

Nama pekerja/serikat buruh
Alamat Pekerja/Buruh/SP/SB
Tanggal dan Tempat Perundingan/
Mediasi

POKOK MASALAH/ALASAN PERSELISIHAN

: PT. Cikarang Presisi

J1. Jatiraya Blok. 11 No. 7
Newton Techno Park
Lippo Cikarang - Bekasi

: PUK SPL FSPMI

PT. Cikarang Presisi

+ JI. Jatiraya Blok. 11 No. 7

Newton Techno Park
Lippo Cikarang — Bekasi

. 26 Januari 2021, 16 Februari 2021, 23

Februari 2021

- Perselisihan Pensiun muda Sdr. Sarjiono

PENDAPAT/KETERANGAN PEKERJA

A. Keterangan Pekerja ! Kuasa Pekerja :

Dengan hormat,

Berker dengan p

Permohonan PHK Karena Pensiun Muda Sd

Presisi, berikut kami sampaikan kronologisnya :

industrial di PT. Cikarang Presisi terkail
. Sarjiyono sebagai karyawan PT. Cikarang

. Bahwa tanggal 1 Agustus 2006 Sdr. Sarjiyono mulal bekerja di PT. Cikarang Presisi;

2. Bahwa tanggal 1 Agustus 2020, Sdr. Sarjiyono telah bekerja di PT. Cikarang Presisi
selama 20 tahun;

. Bahwa tanggal 1 Desember 2020 telah dilayangkan surat tentang Permohonan PHK
Karena Pensiun Muda Sdr. Sarjiyono kepada Perusahaan PT. Cikarang Presisi;

©

. Bahwa 2 (dua) minggu sejak dilayangkannya surat permohonan pensiun mudanya Sdr.
Sarjiyono, Perusahaan PT. Cikarang Presisi belum memberikan tanggapan;

FS

5. Bahwa tanggal 16 Desember 2020, PUK SPL FSPMI PT. Cikarang Presisi melayangkan
surat Permohonan ajakan berunding yang pertama tentang permohonan PHK Karena
Pensiun Muda Sdr. Sarjiy kepada Pimpi F PT. Cikarang Presisi dengarn

surat nomor 165/PUK/SPL-FSPMIICIPRES/XIN2020;

o

. Bahwa sampai pada waktu yang ditetapkan oleh PUK SPL FSPMI PT. Cikarang Presisi
yaitu Senin tanggal 21 Desember 2020, Perusahaan PT. Cikarang Presisi tidak juge
memberikan jawaban maupun tanggapan kepada PUK SPL FSPMI PT. Cikarang Presisi;

-~

. Bahwa tanggal 21 Desember 2020, PUK SPL FSPMI PT. Cikarang Presisi melayangkan
surat Permohonan ajakan berunding yang ke 2(dua) tentang permohonan PHK Karena
Pensiun Muda Sdr. i kepada Pimpi PT. Cikarang Presisi dengan

surat nomor 167/PUK/SPL-FSPMI/CIPRES/XI1/2020;
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2

Bahw;

3 yaitu :a?‘avsnpa! pada waktu yang diletapkan oleh PUK SPL FSPMI PT. Cikarang Presisi

’ memberika enin tanggal 28 Desember 2020, Perusahaan PT. Cikarang Presisi tidak juga
n jawaban maupun tanggapan kepada PUK SPL FSPMI PT. Cikarang Presisi;

©

g:mn':’a;' dilayangkan surat tentang Permohonan Mediasi Terkait Pensiun Muda Sdr.

Januari 20: lengan nomor surat 169/PUK/ SPL- FSPMICIPRES/I2021 tertanggal 4

Disn l? 21 kepada Dinas Ketenagakerjaan Kabupalen Bekasi Up. Kabid. Hl-Syaker
aker Kab. Bekasi dengan surat nomor 168/PUK/ SPL- FSPMI/CIPRES/I/2021;

1 V: ——
o. gﬂh'fa‘ sesual dengan Perjanjian Kerja Bersama antara PUK SPL FSPMI PT. Cikarang
Hresnsl dengaq Perusahaan PT. Cikarang Presisi, pasal 53 mengatur tentang Pemutusan
ubungan Kerja Karena Pekerja Mengajukan Pensiun Muda yang berbunyi

“pekerja yang sudah bekerja 20 tahun atau i usia 50
tahun, dapat ji P pensiun muda dan mendapatkan
hak uang pesangon sebesar 2(dua) kall ketentuan pasal 54 ayat(3), ditambah uang
penghargaan masa kerja 1(satu) kali ketentuan pasal 54 ayat(4), dan ditambah uang
penggantian hak 1(satu) kali ketentuan pasal 54 ayat(5) dalam perjanjian kerja
bersama (pkb) ini".

Dimana pada pasal 54 ayat 3 sampai dengan 5 mengatur terkait hak pesangon, masa kerja

dan uang penggantian hak dimana dalam hal pensiun mudanya Sdr. Sarjiyono, maka yang
bersangkutan mendapatkan:

- pesangon sebesar 2(dua) kali dari § (sembilan) kali upah,ditambah

- uang penghargaan masa kerja sebesar 1(satu) kali dari 7(tujuh) kali upah, dan
ditambah

uang penggantian hak sebesar 15% dikali jumlah pesangon ditambah uang masa
kerja,atau jika ditotal maka Sdr. Sarjiyono mendapatkan hak sebesar 28,75 kali upah.
Maka, sesuai upah terakhir Sdr. Sarjiyono yang sebesar adalah Rp. 4.724.815-
(Empat Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Lima Belas Rupiah)
maka sesuai dengan PKB maka Sdr. Sarjiyono berhak mendapatkan :

28,75 X Rp. 4.724.815,- = Rp. 135.838.431,25
(Seratus Tiga Puluh Lima Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Empat Ratus Tiga
Puluh Satu Rupiah Dua Puluh Lima Sen)

Demikian is P i ini kami il dengan set untuk
dapat dijadikan bahan pertimbangan mediator dan atas perhatian dan kerjasamanya kami
ucapkan terima kasih

8. Keterangan Pengusaha:
Bahwa dari pinak perusshaan PT. Cikarang Presisi dari panggilan sebanyak 3 (tiga) kali

tanggal 26 Januari 2021, tanggal 16 Februari 2021 dan tanggal 23 Februari 2021 perusahaan
i hi ilan untuk ditakukan mediasi, maka dari pihak perusahaan tidak didapat

tidak pi
keterangan (Nihil)

9. !(_ESlMPQLANIHA§ILPERUNDINGANIM§DIA§I

- Bahwa peny p isil industrial antara pengusaha PT. Cikarang
Presisi dengan PUK SPL FSPMI PT. Cikarang Presisi tentang Pensiun muda Sdr. Sarjiono;
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- Bahwa sesuai ketentuan pasal 13 ayat (2) huruf a. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004,

r_nedialor menerbitkan anjuran secara tertulis kepada kedua belah pihak melalui surat nomor
566/2133/Disnaker tanggal 12 Maret 2021 ;

Bahwa terhadap anjuran tersebut pengusaha PT. Cikarang Presisi tidak memberikan jawaban
sedangkan dari PUK SPL FSPMI PT. Cikarang Presisi menjawab melalui surat nemor
190/PUK/SPL-FSPMIICIPRES/II2021 tanggal 19 Maret 2021 menyatakan menerima atas
anjuran mediator hubungan indusrial Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi.

Bekasi, 30 Maret 2021
Mengetahui,

Mediator Hubungan Industrial,

SITI MUNRAIROH, SE
NIP. 19641 199103 2 004
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PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS KETENAGAKERJAAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahl Kec. Cikarang Pusat - Telp. (021) 89970349
KABUPATEN BEKASI

Nomor : 565/ 2.(3q /Disnaker Bekasi, |2 Maret 2021
Sifat : Segera

Lampiran : - Yth. Kepada :

Perihal : ANJURAN

1. 8dr. PUK SPL FSPMI
PT. Cikarang Presisi
JI. Jatiraya Blok 11 No. 7
Newton Techno Park
Lippo Cikarang
Bekasi

2. Sdr, Pimpinan Perusahaan
PT. Cikarang Presisi
JI. Jatiraya Blok 11 No. 7
Newton Techno Park
Lippo Cikarang
Bekasi

Menindaklanjuti surat PUK SPL FSPMI PT. Cikarang Presisi nomor :
169/PUK/SPL-FSPMI/CIPRES/I/ 2021 tanggal 4 Januari 2021 perihal permohonan
mediasi terkait Pensiun Muda bagl pekerja PT. Cikarang Presisi atas nama Ssmyunm
terhadap mediasi telah
pada tanggal 26 Januari 2021, 16 Februari 2021 dan 23 Febman 2021, Bahwa
terhadap langkah langkah tersebut dapat kami sampaikan keterangan sebagai berikut:

A. Keterangan Pekerja [ Kuasa Pekerja :

Dengan hormat,

dengan i industrial di PT. Cikarang Presisi terkait
Permohonan PHK Karena Pensiun Muda Sdr. Sarjiyono sebagai karyawan PT. Cikarang
Presisi, berikut kami sampaikan kronologisnya :

1. Bahwa tanggal 1 Agustus 2000 Sdr. Sarjiyono mulai bekerja di PT. Cikarang Presisi;

2. Bahwa tanggal 1 Agustus 2020, Sdr. Sarjiyono telah bekerja di PT. Cikarang Presisi
selama 20 tahun;

3. Bahwa tanggal 1 Desember 2020 telah dilayangkan surat tentang Permohonan PHK
Karena Pensiun Muda Sdr. Sarjiyono kepada Perusahaan PT. Cikarang Presisi;

4. Bahwa 2 (dua) minggu sejak di pensiun
Sdr. Sarjiyono, Perusahaan PT. Cikarang Presusl belum memberikan tanggapan;

5. Bahwa tanggal 16 Desember 2020, PUK SPL FSPMI PT. Cikarang Presisi,
surat P ajakan yang pertama lemanﬁ
permohonan PHK Karena Pensiun Muda Sdr. Sarjiyono kepada Pimpinan Perusahaan

PT. Cikarang Presisi dengan surat nomor 165/PUK/SPL-FSPMI/CIPRES/X11/2020;

6. Bahwa sampai pada waktu yang ditetapkan oleh PUK SPL FSPMI PT. Cikarang
Presisi yaitu Senin tanggal 21 Desember 2020, Perusahaan PT. Cikarang Presisi tidak
lFl’lga memberikan jawaban maupun tanggapan kepada PUK SPL FSPMI PT. Cikarang

resisi;
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7. Bahwa tanggal 21 Desember 2020, PUK SPL FSPMI PT. Cikarang Presisi
y surat ajakan yang ke 2(dua) tentang
permohonan PHK Karena Pensiun Muda Sdr. Sarji kepada Pimpi:
PT. Cikarang Presisi dengan surat nomor 167/PUK/SPL-FSPMI/CIPRES/XI1/2020;

8. Bahwa sampai pada waktu yang ditetapkan oleh PUK SPL FSPMI PT. Cikarang
Presisi yaitu hari Senin tanggal 28 Desember 2020, Perusahaan PT. Cikarang Presisi
tidak juga memberikan jawaban maupun tanggapan kepada PUK SPL FSPMI PT.
Cikarang Presisi;

9. Bahwa telah dil surat tentang F Mediasi Terkait Pensiun Muda
Sdr. Sarjiyono dengan nomor surat 169/PUK/ SPL- FSPMI/CIPRES/I/2021 tertanggal
4 Januari 2021 kepada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi Up. Kabid. HI-
Syaker Disnaker Kab. Bekasi dengan surat nomor 169/PUK/  SPL-
FSPMI/CIPRES//2021;

10. Bahwa sesual dengan Perjanjian Kerja Bersama antara PUK SPL FSPMI PT.
Cikarang Presisi dengan Perusahaan PT. Cikarang Presisi, pasal 53 mengatur tentang
Pemulusan Hubungan Kerja Karena Pekerja Mengajukan Pensiun Muda yang
berbunyi :

“pekerja yang sudah bekerja sekurang kurangnya 20 tahun atau mencapal usia
50 tahun, dapat pensiun muda dan

P
hak vang sebesar 2(dua) kali ketentuan pasal 54 ayat(3),
ditambah uang penghargaan masa kerja 1(satu) kali ketentuan pasal 54 ayat(4),
dan ditambah uang penggantian hak 1(satu) kall ketentuan pasal 54 ayat(5)
dalam perjanjian kerja bersama (pkb) ini”.

Dimana pada pasal 54 ayat 3 sampai dengan 5 mengatur terkait hak pesangon, masa
kerja dan uang penggantian hak dimana dalam hal pensiun mudanya Sdr. Sarjiyono,
maka yang bersangkutan mendapatkan:

- pesangon sebesar 2(dua) kali dari 9 (sembilan) kali upah,ditambah
- uang penghargaan masa kerja sebesar 1(satu) kali dari 7(tujuh) kali upah, dan

ditambah
- uang penggantian hak sebesar 15% dikali jumlah pesangon ditambah uang masa

kerja,
atau jika ditotal maka Sdr. Sarjiyono mendapatkan hak sebesar 28,75 kali upah.

Maka, sesuai upah terakhir Sdr. Sarjiyono yang sebesar adalah Rp. 4.724.815,-
(Empat Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Lima Belas Rupiah)

maka sesuai dengan PKB maka Sdr. Sarjiyono berhak mendapatkan :
28,75 X Rp. 4.724.815,- = Rp. 135.838.431,25

(Seratus Tiga Puluh Lima Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Empat Ratus Tiga
Puluh Satu Rupiah Dua Puluh Lima Sen)

Demikian P i ini kami il dengan seb: untuk
dapat dijadikan bahan pertimbangan mediator dan atas perhatian dan kerjasamanya kami
ucapkan terima kasih.

. Keterangan Penqusaha :
Bahwa dari pihak perusahaan PT. Cikarang Presisi dari panggilan sebanyak 3 (tiga)

kali tanggal 26 Januari 2021, tanggal 16 Februari 2021 dan tanggal 23 Februari 2021
i i i mediasi, maka dari pihak

p tidak P
perusahaan lidak didapat keterangan (Nihil)
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C. Pen a rti diato!

Berdasarkan keterangan dan data yang diperoleh dari pekerja/serikat pekevjq

sebagaimana {ersebut diatas, maka Mediator menyimpulkan dan berpendapat sebagai

berikut :

. Bahwa telah terjadi p lisih jal antara pen h
PT. Cikarang Presisi dengan pekerja/PUK SPL FSPMI PT. Cikarang Presisi terkait

pensiun muda Sdr. Sarjiyono;

Bahwa terhadap perselisinan pensiun muda telah dilakukan upaya untuk dilakukan
T. Cikarang Presisi

perundingan secara bipartit melalui PUK SPL FSPMI P
melayangkan surat untuk dilakukan perundingan bipartit melalui surat Nomor :
165/PUKISPL~FSPMIICIPRESIXI!IZOZD, kemudian melalul surat Nomor
167IPUKISPL-FSPMIICIPRESIX"IZOZO namun tidak ada tanggapan, maka dapat
dinyatakan tidak ada titik temu;

Bahwa terhadap perselisihan pensiun muda Sdr. Sarjiyono telah dilakukan
panggilan untuk dilakukan mediasi pada tanggal 26 Januari 2021, tanggal 16
Februari 2021 dan tanggal 23 Februari 2021, dan hanya dihadiri oleh pekerja/PUK
SPL FSPMI PT. Cikarang Presisi, sehingga keterangan dari perusahaan tidak ada

(Nihil),

Bahwa Sdr. Sarjiyono adalah pekerja PT. Cikarang Presisi mulai bekerja terhitung
mulai tanggal 1 Agustus 2000;

. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2020 pekerja Sdr. Sarjiyono mengajukan
permchonan  pensiun muda ke PT. Cikarang Presisi, namun hingga di
isihkan ke Dinas jaan Kabup Bekasi belum ada jawaban

dari pihak perusahaan PT. Cikarang Presisi;

. Bahwa sesuai Ferjanjian Kerja Bersama PT. Cikarang Presisi yang diatur di dalam
Pasal 53 tentang p! kerja karena mengajukan
pensiun muda menerangkan sebagai berikut :

“pekerja yang sudah beherja sekurang kurangnya 20 tahun atau mencapai usia
50 tahun, P dapat k P p muda dan
hak uang p: sebesar 2(dua) kali ketentuan pasal 54 ayat(3),
ditambah uang penghargaan masa kerja 1(satu) kali ketentuan pasal 54 ayat(4),
dan ditambah uang penggantian hak 1(satu) kali ketentuan pasal 54 ayat(5)
dalam perjanjian kerja bersama (pkb) ini”.

. Bahwa dalam PKB PT. Cikarang Presisi diatur pekerja telah bekerja sekurang
kurangnya 20 tahun atau mencapai usia 50 tahun maka masa kerja pekerja Sdr.
Sarjiyono telah bekena di PT. Cikarang Presisi sampai dengan tanggal 1
Desember 2020 telah memiliki masa kerja lebih dari 20 (dua puluh) tahun maka
sesuai PKB PT. Cikarang Presisi Pasal 53 tentang pemutusan hubungan kerja
karena pekeria mengajukan pensiun muda telah fterpenuhi maka dapat
dipertimbangkan keinginan pekerja untuk pensiun muda direalisasikan oleh
perusahaan;

- Bahw_a dengan terpenuhi permohonan pensiun muda Sdr. Sarjiyono maka ada
u h untuk i hak pensiun muda Sdr. Sarjiyono
sebesar yang diatur dalam PKB Pasal 53 PKB PT. Cikarang Presisi yaitu :
uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 54 ayat (3), ditambah uan:
penghargaan masa kerja 1(satu) kali ketentuan pasal 54 ayat (4), dan ditambah uang
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Penggantian hak 1 (satu) kali ketel
Bersama (PKE) P o ')u 2 Pms's;vfuun pasal 54 ayat (5) dalam Pemajian Kerja
Bahwa pegawai mediator telah berusaha untuk me: if
nyelesaikan perselisihan ini
secara ‘musyawarah mufakat dalam persidangan mediasi, namun karena tidak
tercapai fitik temu untuk tidak berlarut larulnya permasalahan, maka sesuai
ketentuan pasal 13 ayat (2) huruf a Undang-undang nomor 2 tahun 2004 mediator
mengeluarkan anjuran tertulis kepada kedua belah pihak yang berselisih.
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas mediator
MENGANJURKAN
Agar Pengusaha PT. Cikarang Presisi merealisasikan permohonan pensiun
muda Sdr. Sarjiy dengan sebagai berikut :
uang pesangon ssbesar 2(dua) kali ketentuan pasal 54 ayat (3), ditambah vang
penghargaan masa kerja 1(satu) kaii ketentuan pasal 54 ayat (4), dan ditambah
uang penggantian hak 1(satu) kali ketentuan pasal 54 ayat (5) dalam Perjanjian
Kerja Bersama (PKB) PT. Cikarang Presisi .
2. Agar kedua belah pihak menjawab secara tertulis paling lambat 10 (sepuluh)

hari setelah menerima anjuran ini

1.

Demikian agar maklum.

Mediator Hubungan Industrial,

—

SITI MUNFAIROH,SE
NIP. 19640410 199103 02 004




Lampiran 5

Putusan Nomor 194/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg

: % o R 3
PENGADILAN NEGERI BANDUNG KLAS. TA KHUSUS %
( PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL )
Jalan Surapati No. 47 Kota Bandung, Telp. 022-2514529
E-mail phibandung@mail.com

TURUNAN / SALINAN
PENETAPAN /PUTUSAN - PERKARA PERDATA KHUSUS PHI
Pengadilan Hubungan Industrial Bandung / Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tanggal 11 Oktober 2021, Nomor : 194/Pdt Sus-PHI/2021/PN Bdg, Dibuat
sesual dengan aslinya pada tanggal 25 Oktober 2021, Dan telah dicatat di
Kepaniteraan Pangadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri KLs |A

r Nomor : 591.Sal/Pdt

s-

Knusus Bandung pada Meja Ketiga dengan Reg

021, Dikeluarkan uk dan atas permintzan / Permohonan dari : Kuasa

KETUA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
PADA PENGADILAN NEGERI KLS. 1A KHUSUS BANDUNG
ub
TERA MUDA PHI

Hak-hak Kepaniteraan dibayarkan pada Kasir d Kepaniteraan Perdata Khusus
Pengadilan Hubungan Industrial Bandung Pada tanggal 25 Oktober 2021 ;

Matera =Rp. 10.000.-
es Foto Copy 18 Lembar x Rp. 500 =Rp. 8.000.-

eges Putusan p. 10.000,-
PNBP 2. 10.000.

- Jumiah Rp. 39.000,
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PUTUSAN
Nomor 194/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.BDG
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas | A
Knusus, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perselisthan hubungan
Industrial pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut
dibawah ini, dalam perkara antara:

SARJIYONO Warga Negara Indonesia Pekerja PT.CIKARANG PRESISI Alamat
Kampung Sekarwangi RT/RW 002/028 Kelurahan Cibadak
Ki Cibadak, Kab 1 Sukab

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada AMAR IMRON S.H,

TRIYONO, TARINO, SUDIRMAN, WALUYO S.H, AHWONO S H,
/ RIYANTO, semuanya adalah Warga Negara Indonesia, Pengurus
Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat
Pekerja Metal Indonesia PT Cikarang Presisi yang beralamat di
Ji. Jatiraya Biok J. | No. 7 Newton Techno Park Lippo Cikarang |
Desa Serang, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, [
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Juni 2021, disebut |
Penggugat;

._\ LAWAN
:

PTW/PRESISI yang beralamat di Ji.Jatiraya Blok J | No. 7 Newton Techno

= park Lippo Cikarang Desa Serang, Kecamatan Cikarang Selatan,
Kabupaten Bekasi, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada
HERRY ARMANTC, PUJI LAKSANA dan THIONG AY TIN,
adalah Manager HRD dan GA Dan Asisten Manager HRD dan
GA PT. Cikarang Presisi yang beralamat di JI. Jati Raya Blok JI
No.7 Newton Techno Park Lippo Cikarang Desa Serang,
Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi 17550
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2021, disebut
Tergugat;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut; |
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA
Hal 1 dani 16 Putusan No.194/Pdf.$us-PHl/2021/PN.de



Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 4 Juni 2021yang
dilampiri anjuran atay risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadiian Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas
I A Khusus pada tanggal 15 Juni 2021 dalam Register Nomor 194/Pdt. Sus-
PHI2021/PN Bdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat adalah Pekerja pada perusahaan Tergugat terhitung mulai sejak
tanggal 01 Agustus 2000 dan bekerja di bagian Quality Control, Penggugat
adalah pekera yang mempunyai loyalitas dan dedikasi tinggi untuk perusahaan
Tergugat, terbukti bahwa telah befker;a selama 20 tahun lebin (dua puluh tahun
lebin) penggugat bekerja di perusahaan tergugat

2. Bahwa Tergugat adalah suatu perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang
pembuatan barang-barang berbahan dar legam, didirikan dan tunduk berdasarkan
hukum Negara Indonesia yang berkedidukan JlJatiraya Blok J | No. 7 Newton

no Park Lippo Cikarang Desa Serang Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten

487550

&gugat mendapatkan gaji sebesar Rp 4.724.815 setiap bulannya;

erhitung sejak 01 Agustus 2020 Penggugat telah memasuki usia pensiun
U8a ( dua puluh tahun masa kerja ) sehingga sesuai ketentuan perjanjian kerja
bersama (PKB) PT CIKARANG PRESIS| Pasal 53 dj tegaskan bahwa pekerja yang
sudah bekerja sekurang kurangnya 20 (dua puluh tahun) atau mencapai usia 50
(lima puluh tahun), kepadanya dapat mengajukan permohonan pensiun muda dan
mendapatkan hak uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 54 ayat (3),
di tambah uang masa kerja 1(satu) kali k_'etentuan pasal 54 ayat (4), dan di tambah
vang penggantian hak 1 (satu) kali ketentuan pasal 54 ayat (5) dalam perianjian
kerja bersama (PKB) ini, maka Penggugat telah mengajukan Putus hubungan kerja
karena pensiun muda terhadap perusahaan tergugat:

5. Bahwa Penggugat berencana pulang kampung untuk mengasuh orang tua dan
membuka usaha dari uang pensiunnya tersebut dan pada tanggal 1 Desember 2020
penggugat telah mengajukan pensiun muda kepada perusahaan tergugat;

5. Bahwa karena surat pengajuan PENSIUN MUDA tidak di tanggapi maka pada
tanggal 16 desember 2020 melalui Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam

Hal 2 deri 16 Putusan No. 194/Pdl.Sus-FHI/2021/FN.Bdg
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Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia melayangkan surat permohonan ajakan
berunding yang pertama tentang permohonan Putus Hubungan Kerja (PHK) karena
pensiun muda saudara SARJIYONO kepada pimpinan Perusahaan PT
CIKARANG PRESIS| dengan nomor surat ‘x65IPUKISPL-FSPMI/CIPRES/XIIIZOZG
namun tidak di tanggapi ’

Bahwa pada tanggal 21 desember 2020 PUK SPL FSPMI PT CIKARANG PRESIS|
mengirimkan  surat ajakan berunding yang ke dua dengan nomor surat
167;PUKISPL-FSPMI/CIPRESIXII12020 kepada pihak tergugat perihal permohonan
berunding yang ke dua karena pensiun muda saudara SARJIYONO namun kembali
tidak di tanggapi:

Bahwa guna menyelesaikan perselisihan ini,pengugat telah menempuh upaya
mediasi melalui mediator pada kantor dinas tenaga kerja Kabupaten Bekasi pada
tanggal 20 Januari 2021, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi memanggil para
pihak untuk melakukan mediasi tetapi pihak tergugat tidak memenuhi panggilan
pertama tersebut:

Bahwé;; 9gal 16 Februari 2021, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi memanggil
untuk melakukan mediasi tetapi pihak tergugat tidak memenuhi
dua tersebut;

2
10. Baﬁvga"t ggal 23 Februari 2021, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekas| memanggil

para“pihak untuk melakukan meciasi tetapi pihak tergugat tidak memenuhi
panggilan ketiga tersebut: '

1 Bahwa sesuai Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 pasal 13 ayat ( 2) huruf

& mediator pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi mengeluarkan surat anjuran
dengan nomor surat 565/2134/Disnaker iertanggal 12 Maret 2021 yang pada intinya
menganjurkan sebagai berikut :

MENGANJURKAN

1) Agar perusahaan PT CIKARANG PRES/S/ i p P
muda saudara SARJIYONO dengan berikan komp i sebagai berikut:
uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 54 ayal (3) ditambah uang
penghargaan masa kerja 1(satu) kali ketentuan pasal 54 ayal(5) dalam perjanjian

kerja bersama (pkb) pt cikarang presisi dengan rincian sebagai berikut:28.75 X

Hal 3 dari 16 Putusan No.194/Pdf.Sus-PHl/2021/PN.Bdg
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Rp.4.724,815 = Rp 135.838 431.25 (seraius tiga puluh lima juta delapan ratus
tiga puluh detapan empat ratus tiga puluh satu rupiah dua puluh lima sen).

2) Agar kedua belah pihek memberikan Jawaban selambat-iambatnya 10 (sepuiuh)
hari setelah menerima Surat -anjuran ini ke Dinas Tenaga Kerja kabupaten
Bekasi;

3) Apabila para pihak atau salah satu pihak yang berselisih tidak menerima isi
anjuran, maka sesuai ketentuan 'IUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasai 14
ayat (1) dan ayat (2) dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan
industrial (PHI) Provinsi Jawa Barat Ji Surépati No, 47 Kota Bandung":

12.Bahwa terhadap isi anjuran tersebut penggugat melalui Pengurus Unit Kerja Serikat

Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PUK SPL FSPMI} PT

CIKARANG PRESIS| memberikan jawaban, dengan nomor 190/PUK/SPL-

FSPMI/CIPRES/III2021 yang pada intinya penggugat menerima isi anjuran dinas
kerja kabupaten Bekasi

dasarkan keterangan dalam risalah mediasi atau risalah penyelesaian
industrial yang di terbitkan olen dinas tenaga kerja kabupaten Bekasi
al 30 maret 2021 tergugat tidak memberikan jawaban;

“a terhitung sejak tanggal 01 Agustus 2020 penggugat telah memasuki usia
masa kerja 20 (dua puluh tahun) lebih sehingga beralasan secara hukum penggugat
mengajukan permchonan karena pensiun muda sesuai ketentuan yang diatur
dalam PKB pasal 53 yang amarnya sebagai barikut :

‘Pekena yang sekurang kurangnya 20tahun atau mencapai 50 tahun kepadanya
dapat mengajuken permohonan pensiun muda dan mendapatkan uang pesangon
b 2 (dua)kali ketent pasal 54 ayat (3),ditambah uang penghargaan masa
kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 54 aysi(4) dan ditambah uang penggantian hak
1(satu) kali ketentuan pasal 54 ayat(5) pada perjanjian kefja bersama (PKB) ini ™

S

18.Bahwa ketentuan Pasal 54 yang obunyinya uang pesangon, penghargaan masa
Kerja, Penggantian hak dan Uang Pisah

18.Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka sangat wajar apabilz
penggugat memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini agar menjatuhkan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat
dan Tergugat karena Ppensiun muda sejak putusan ini gi bacakan, Dan menghukum

Tergugat agar membayar kompensasi Putus Hubungan Kerja kepada Penggugat
Hal 4 deri 16 Putusan No.1 94/Pdt.Sus-PHI12021/PN.Bdg
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sesuai ketentuan Pasal 53 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT CIKARANG
PRESIS! sebesar Rp 135.838.431.25 dengan rincian sebagai berikut:
- Uang Pesangon 2x9xRp 4.724.815: = Rp 85.046.670;
- Uang Penghargaan Masa Kerja 1x7xRp 4.724.815 =Rp 33.073.705
- Uang Penggantian Hak sebesar 15% x jumiah pesangon di tambah uang masa
kerja atau jika di total mendapatkan hak sebesar 28,75 kali upah
-28.75 x Rp 4.724.815 = Rp 135.838.431.25 ( seratus tiga puluh lima juta delapan
ratus tiga puluh delapan empat ratus tiga puluh saty rupiah dua puluh lima sen )
17 Bahwa dalam hal ini Penggugat melihat tidak adanya itikad baik dari Tergugat ofen
karena ity wajar kiranya untuk menjamin terlaksananya putusan ini dan adanya
kepastian hukum Penggugat memonon kepada Majelis Hakim agar menghukum
lergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp
000: (satu juta rupiah) setiap harinya;

2rdasarkan Uraian fakia peristiwa dan fakta hukum i atas, Penggugat mohon

g Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara & quo
an putusan sebagai berikut :

PRIMAIR
DALAM POKOK PERKARA
7 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena
memenuhi Usia Pensiun Muda sejak Putusan ini di bacakan;

©

Menghukum Tergugat unt

uk membayar keseluruhan Putus Hubungan Kerja karena
Pensiun

Muda secara tunai dan sekaligus sesuai ketentuan P.
Kerja Bersama (PKB) di PT CIKARANG PRESI
dengan rincian sebagai berikut:

-Uang Pesangon 2x9x Rp. 4724815 .-

asal 54 Perjanjian
S| sebesar Rp 135.838.431 25

=Rp. 85.046670-
-Uang Penghargaan masa kerjia 1x 7 x Rp. 4.724 815- =Rp. 33.073.705.-
-Uang Penggantian Hak sebesar 15%x jumlah pesangon di tambah uang masa
kerja atau jika di total mendapatkan hak sebesar 28,75 kali upah

-28,75 x Rp 4.724.815 = Rp 135.838.431.25 ( seratus tiga

Puluh lima juta delapan
ralus tiga puluh delapan empat ratys tiga puluh satu rupiah

dua puluh lima sen);

Hal 5 dari 16 Putusan No, ]94/Pd¢.$us-PHl/2021/PN.de
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4. Menghukum Tergugat membayar uang Dwangsom/paksa sebesar Rp. 1.000.000.-
(satu juta rupiah) perhari apabila lalaiftidak menjalankan putusan sejak mempunyai
kekuatan hukum tetap;

o

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sesuai Undang-Undang

SUBSIDAIR
Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bonoy),

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk
i Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut:
Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan  Majelis  Hakim
Bu kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara a quo secara
{A\etapi tidak berhasil:

pang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat
/isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Me‘nlrﬁbang‘ bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat
: mengajukan jawaban sebagai berikut:

7 g 2 a
i hu%ata nyyang

| DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat dalam

Pokok Perkara, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya secara hukum
oleh Tergugat;

Y

Bahwa benar Penggugat adalah pekerja di perusahaan Tergugat di bagian Quality
Control dengan jabatan sebagai Inspector:

13. Bahwa tidak benar dan harus ditofak dalil gugatan’ Penggugat angka 4 (empat)

‘ sampai dengan angka 7 (tujuh), karena faktanya Tergugat sudah menyampaikan
kepada Penggugat melalui Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam Federasi
Serikat Pekerja Metal Indonesia PT, Cikarang Presisi (PUK SPL FSPMI) bahwa
perusahaan Tergugat belum bisa menyétujui permohonan pensiun muda yang
diajukan oleh Penggugat karena perusahaan Tergugat belum ada program pensiun
muda dan perusahaan Tergugat masih membutuhkan tenaga Penggugat;

. Bahwa Tergugat menolak tegas dalil gugatan Penggugat angka 8 (delapan) sampai
dengan angka 16 (enambelas), yaﬁg pada intinya bahwa Penggugat mengajukan

al 6 dari 16 Putusan No. 194/Pdl.Sus-PHI/2021/PN.Bdg
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Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena pensiun muda berdasarkan Pasal 53
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Cikarang Presisi dan menuntut Tergugat agar
membayar kompensasi Pemutusan_ hubungan Kerja kepada Penggugat sebesar

Rp. 135.838.431,25 (seratus tiga puiuh lima juta delapan ratus tiga puluh delapan

nbu empat ratus lige puluh satu koma dua puluh lima rupiah). Dan Tergugat
tanggapi sebagi berikut: %

4.1.Bahwa ketentuan Pasal 53 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Cikarang
Présisi menyebutkan
“Pekerja yang sudah bekerje sekurang-kurangnya 20 tahun atau mencapai usia
50 tahun kepadanya dapat mengajukan pérmohonan pensiun muda dan
mendapatkan hak uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 54 ayat
(3), ditambah ueng penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 54
E 4), dan ditambah uang penggantian hak 1 (satu) kali ketentuan Pasal 54
pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini"
2lhrti dari kata

“dapat mengajukan” dalam pasal tersebut mengandung

@ pekerja hanya bisa mengajukan pensiun dini dan tidak serta merta
isetujui pengajuan pensiun dininya oleh perusahaan, sehingga jelas dan
ng bahwa pengajuan Pensiun Dini oleh peke

rjia harus ada persetujuan dari
perusahaan Tergugat; )

4.2.Bahwa berdasarkan data di bagian HRD perusahaan Tergugat berupa Kartu
Tanda Penduduk atas nama Penggugat terdapat fakta bahw:
di Sleman pada tanggal 15 Oktober 1082 yang menunj

Penggugat baru mencapai 38 (tiga puluh delapan) tahun |
Penggugat masih tergolong usia produktif:

a Penggugat lahir
ukan bahwa usia
lebih sehingga usia

4.3.Bahwa perusahaan Tergugat sampai sekarang belum ada program pensiun
I dini

4.4 Bahwa sehubungan perusahaan Tergugat masih membutuhkan tenaga
Penggugat dan belum ada penggantinya Dan di samping itu Penggugat
masih produktif serta belum mencapai usia 50 tahun maka perusahaan belum
bisa menyetujui permohonan pensiun dini yang diajukan oleh Penggugat;

4.5.Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka cukup beralasan

secara hukum apabila Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim
aéar dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara angka 4 (empat) sampai
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dengan angka 16 (enam belas) dinyatakan DITOLAK seluruhnya atau setidak-
tidzknya tidak dapat diterima:

Bashwa karena permohonan pengajuan pensiun muda yang digjukan olen
Penggugat beium disetujui olen perusahaan Tergugat dan gugatan Penggugat
dinyatakan DITOLAK maka Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara & quo untuk menyatakan hubungan kerja
antara Penggugat dengan Tergugat belum terputus dan menghukum Penggugat
untuk tetap bekerja seperti biasanya ci perusahaan Tergugat pada posisi dan
jabatannya

o

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 17 (tuhuh belas) yang pada intinya
menutut dibayarkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta
: er hari, Tergugat menolak tegas karena dalil tersebut merupakan dalil yang
Wasar hukum. Bahwa tuntutan vang paksa (dwangsom) dapat diajukan
-—r hal petitum gugatan tidak memohon menghukum Tergugat untuk
{*r\f)b yar sejumiah vang, akan tetap: faktanya Penggugat menuntut untuk

Wisdyar<an sejumliah uang berupa kompensam pemutusan hubungan kerja, Maka
\berdusa'kan ketentuan Pasal 808 Rv berdasar nukum dalil tersebut untuk
dinyatakan DITOLAK;
Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas Tergugat memohon
xeoada Yang Mulia Majelis Hakim yang mémeriksa mengadili dan memutus perkara a
. quc untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR
CALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

~

Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat belum terputus:

w

Menghukum Penggugat untuk tetap bekerja seperti biasanya ¢i perusahaan
Tergugat pada posisi dan jabatannya;

~

Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sesuai Undang-Undang;

SUBSIDAIR
Apadila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo
seroendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
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Menimbang banwa terhadap jawasan darj Tergugat tersebut
mengajukan Tanggapan/Replik tertulisnya pada tanggal 10 Mei 2021:

Menimbang‘ bahwa terhadap Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telan
mengajukan Tanggapan/Duplik tertulisnya pada tanggal 24 Mei 2021,

Menimbang, bahwa Pengguegat untuk meneguhkan dalil gugatannya telan
mengajukan bukti tertulis, berupa foto Copy yang tel

Penggugat teian

ah dibubuhi materai secukupnya
dan setelan dicocokkan dengan aslmya/c'ooynya‘ kemudian diberi tanda P-1 s/d P-10
sebagai berikut

i 1. P-1A Perjanjian Kerja Bersama ( PKB) antara PT.Cikarang Presisi dengan

f Pimpinan Unit Kerja ( PUK) Serikat Pekerja Logam { SPL) Federasi

| Serikat Pekeria Metal Indonesia { FSPMI) PT Cikarang Presisi 2017-
201¢

2 P-1B Perjanjian Kerja Bersama ( PKB) antara PT Cikarang Presisi dengan

Pimpinan Unit Kerja ( PUK) Serikat Pekerja Logam ( SPL) Federasi

Serikat Pekerja Metal Inconesia ( FSPMI) PT Cikarang Presisi 2021.

2023

urat Keputusan No 425/HRD&GA/SK/CKPNI/2021 Tentang

Pengangkatan Karyawan Tetap atas nama Sarjiono

LR 37 Kartu Tanda Anggota ( KTA) PUK SPL FSPMI PT Cikarang Presisi atas
nama Sarjono

5 P-4  KartuTanda Penduduk atas nama Sarjiyono ;

5P-5 Slp Gaji atas nama Sarjiono

P~5  Perihal Permohonan PHK karena pensiun muda atas nama Sarjiono |

P-7A  Print Out percakapan WhatsApp antara Penggugat ( Sarjiyono) dengan
Tergugat (HRD Bapak Herry Armanto) ;

¢ P-78 Print Out percakapan WhatsApp antara Penggugat ( Sarjiyono) dengan
Tergugat ( HRD Bapak Herry Armanto) :

10 P- 8A Perjanjian Bersama ( PB) antara PT.Cikaran
Mega Palupi, tertanggal 24 Agustus 2021 i

11.P- 88 Perjanjian Bersama ( PB) antara PT.Cikarang Presisi dengan Catur
Setywan tertanggal 10 Agustus 2021 -

2.P- 8C Perjanjian Bersama ( pg)

g Presisi dengan Wahyu

antara PT Cikarang Presisi dengan
Muhada.:enanggai 4 Agustus 2021 :

13.P- 8D Perjanjian Bersama ( PB) antara PT Cikarang Presisi dengan Doni
Siswanto, tertangga 16 Desember 2020 -

4P. gA Penanjian Bersama ( PB) antara PT Cikarang Presisi dengan Doni
Siswanto tertanggal 16 Desember 2020 ;
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15. P-9B Perjanjian Bersama { PB) antara PT,Cikarang Presisi

Muninmgsih.tenanggai 16 Desember 2020 ;
g 16.P-gC Perjanjian Bersama (Pg) antara PT.Cikarang Presisj dengan Anj Setiani,
tertanggal 3 Desember 2020 ;
17.P-9D Perjanjian Bersama ( PB) antara PT
tertanggal 17 Jun; 2020 ;
18.P-98 Perjanjian Bersama (P

dengan

Cikarang Pregisi dengan Nur Zaleha,

B) antara PT. Cikarang Presisi dengan Syarif
Usman, tertanggal 3 September 2020

18.P-gF Perjanjian Bersama (PB) antara PT,
i tertanggal 8 Janyari 2020
20.P-9G Perjanjian Bersama PB)

O T

Cikarang Presisi dengan Wik Waskiri

antara PT Cikarang Presisj
Sutrisno_tenanggai 2 Desember 2019 ;

0 Perjanjian Bersama ( PB)

dengan

antara PT Cikarang Presisi dengan
Sar‘!onc.tenangga! 4 November 201g 7

hbang bahwa Penggugat
£'dan  Abud Budiman,
i
5 an keterangan g
/

telah mengajukan 2 (dua) oran
untuk mendukung  dalil-da

9 saksi yaity
il gugatannya, yang
bawah Sumpah  sebagaimana tertera dalam berita acara
‘ osidargan yang untuk singkatnya dianggap
i tepisahkan dari Putusan inj

AN

telah dimuat dan merupakan bagian tigak

Menimbang‘ bahwa Tergugat

untuk  meneguhkan dalil jawabannya telap
1 Meéngajukan buktj tertulis, berupa

foto copy yang telah dibubyhi materai Secukupnya

toan telah dicocokkan dengan aslmya/copynya‘ kemudian diberi tanda T-1 g/q T-6

bagai berikut:

T-1 Kartu Tanda Penduduk (

KTP) atas Penggugat (SARJIYONO):
T-2

Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap;
82 1.3 Perjanjian Ker

a Bersama (PKB) PT kaarang Presisi Tahun 2021 —
2023

i T~4  Data Karyawan PT, Cikarang Presisi.
#, T-5 Data Karyawan Yang umurnya lebih dari 48 tahun:
@ T-6

Data Karyawan ¥ang kerja iebih dari 20 tahun;
Menimbang bahwa Tergugat
"Purwanto dan Sudirman, untuk meng
keter:

telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaity

ukung dalil-dali| bantahannya. yang memberikan
ngan di bawah Sumpah sebagaima

% singkatnya dianggap telah dimuat dan

pligid
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Munimbang banwa selanjutnya se.
teiah tercatat gajam Berita Acara dan gun,
ersebut haryg dianggap
'erpisahkan dari putusan in;

Sala sesuaty yang terjadi dalam Persidangan
a menyingkat Putusan jnj maka, berita acara
telah dimasukan dan merupakan bagian yang tidak

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUm
Menimhang, bahwa maksud  dan

tujuan Gugatan Penggugat acdalah
$20agaimana tersehyt diatas

Menlmbang, bahwa setejan
Tergugat Secara cermat gan teliti
ookoknya Penggugat mohon

menelaah dajjf gugatan Penggugat dan jawaban
Majelis Hakim memperoleh fakta, yang pada

G PRESIS) total sebesar Rp 135838 431 25-(
ta Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Empat Ratus

. . sedangkan Tergugat Pada pokoknya
Wﬁ;ﬁ ;nenyeru;ut permohonan pensiyn muda yang diajukan oleh Penggugat
| B®na perusahaan Tergugat belum ada program pensiun muda dan perusahaan
Tergugat masih membutuhkan tenaga Penggugat,

Memmbang‘ bahwa gari Pokok-pokok

gugatan Penggugat gan jawaban
Tergugat tersebut, Majelis Hakim berp

endapat adanya Perbedaan pendapat tentang
28n8iun muda yang diajukan oieh F’enggugaé sesuaj dengan ketentuan yang telan
daiur dafam Perjanjian Kerja Bersams Sena bagaimana akip,

at hukumnya bagi para
phak yang berselisih:

Manlmhang‘ bahwa terhadap perselisinan terseput sudah gj
| rerundingan oipartit, 2Kan tetagi tidak ada titik temy
Memmbang bahwa oleh karena

lakukan Upaya

tidak ada kesepakatan dalam perundingan

opanit maka perselisihan dilanjutkan malaiyi mediasi oleh Mediator Hubungan

*Industrial Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, yang telah menerbitkan Surat Nomor
3/2134/Disnaker tanggal 12 Maret 2021 perinal Anjuran dan Risalah Medias;
=n2nggal 30 Maret 2021;

Menlmbang. bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan
Hudungan Industria) Pada Pengadilan Neger: Bandung Kelas | A Khusus, sesua
“stentuan Pasal 14 ayat (2) Unaang-Uncang Nomor 2 Tahyn 2004 Tentang
yelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan Register Perkara Nomgr
Pdt Sus-PHI2021/PN B8dg tanggal 15 Juni 2021
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telah dlsangkaiid;bantah
R Penggugal mempunyaj

dalil gugatannya, sedangkan Tergugal mempunyaj
kewajiban untuk membuktikan dali baniahannya:

Msnlmbang, bahwa untyk Mempertahankan daiil gugatann
mengajukan bukii surat yang diberi tanda sebagai P-1 g/q p.
(dua) orang saksi atas nama  Handoke dan  Abug Budiman, sedangkan untuk
Mempertahankan dalj) bantahannya Tergugat telah mengajukan buxti surat yang diber
i&nda sebagaj T-1 s/d T-5 dan mengajukan 2 (dua) Orang saksi atas nama Purwanio dan
i depan persidangan;

va Penggugat lelsh
10 dan mengajukan 2

Sudimman, yang telan memberikan ke(erangan
Menimbang. bahwa untuk selénjut
Pertimbangkan Secara seksamsz b

nya Majelis Hakim akan menila; dan

ukii dan Xeterangan saksi yang telar diajukan
BN\egugat dan Tergugat ;
v imbang, bahwa olsh karena ieian diakui atay se!idak-tidaknya
jjmaka menuryt hukum  harys diangga,

tidak
P terbukti bahwa hubungan kerja

dengan Tergugat Sejak tanggal 01 Agustus 2000 pada bagian Quaiity

" Rupiah) Seliap bulannya, dan Pengg
Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (puk SPL FSPMI) PT,
: Cikarang Presisi (vide bukti P-2 identik T-2, P-3 dan P-5);

Menimbang. bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Te

rgugat bermuls
dar adanya Permohonan oensiun muda yang diajukan olgh Pen

ggugat terhadap
eugat dengan alasan Penggugat sudan bekerja selama lebih gari 20 (dua puluh
A

dan Penggugat berencana ou!éhg kampung untuk
imembuka usana darj uang pensiunnya nanti,
‘mendapatkan tanggapan day Te
;‘aaa orogram pensiun muda dan

mengasuh orang tua dan
namun pengajuan Pensiun muda tigak
"gugat dengan alasan Perusahaan Tergugat belum
Perusahaan Tergugat masih membutuhkan tenaga

Menimbang‘ bahwa bukii p.a taentik dengan bukti T.
'2gugat lahir pada tanggal 15 Oktober 1982

Menlmbang‘ bahwa memperhatikan bukti P berupa suyrat dari
z2da Tergugat tertanggai 1 Desembar 2020, dengan bukti
831 mengajukan pemutusan hubungan kerja, karena peker;,

1 membuktikan bahwa

Penggugat
ini faktanya Penggugat
a (in casy Penggugai)
{¥zan memasuki usig pensiun muds pada tanggal 31 Desember 2020, dimana
3juan PHK karena pensiun muda inj dengan alasanp tel
éimmal atas Pengajuan pensiun muda yaitu telah bekerja

lah terpenuhinya Syarat
di PT, Cikarang Presis;
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sekurahg-kurangnya 20 tahun, sesuaj 'dengan bunyi pasal 53 Perjanjian Kerja Bersamz
PT Cikarang Presis|
Menimbang bahwa bukti p-74 dan P-7B yaity Percakapan antara Penggugat

dengan Tergugat ¥ang membuktikan bahwasanya Tergugat akan  menerima

Menimbang. bahwa dalam persidangan sesuai bukti P-1A dan P-1B identik
dengan bukti T-3 Majelis Hakim menemukan fakta, gj Perusahaan Tergugat telzh
terdapat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang dibuat antara pT Cikarang Presis)
dengan Pimpinan Unit Kerja (PUK) Serikat Pekerja Logam (SPL) Federasi Serika;
Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) PT Cikarang Presis; yang mana dalam perkara a quo
3 ian Kerja Bersama (PKB) tersebut berlaku dan mengikat layaknya Undang-

pemberi kerjia dan pekerja PT, Cikarang Presisi (in casu termasuk
ugat), karena Pérjanjian Kerja Bersama (PKB) merupakan salzh

nom dalam bidang Ketenagakerjaan. dengan syarat Perjanjian Kerja
a3 (PKB) tersebut Secara kualitas atay kuantitas tidak lebih rendah dari peraturan

Perundang-undangan yang beriaku (vide penjelasan Pasal 124 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan)'
Menimbang‘ bahwa salan

Serja (PUK) Serikat Pekerja Logam (SPL) Federas Serikat Pekerja Metal Indonesia
FSPMI) PT Cikarang Presis; pericde tahun.2017-201g, 2020-2023 yang menyebutkan
Pekerja ¥eNg sudah bekerja sekurang—kurangnya 20 tahun atay mencapai usia 50
ahun kepadanya dapat mengajukan permohonan pensiun muda dan mendapatkan hak
13ng pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 54 ayat (3), ditambah uang
[znghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasa) 54 ayat (4), dan ditambah uang
[Fnggantian hak 1 (satu) kali ketentuan Paszl 54 ayat (5) pada Perjanjian Kerja
fersama (PKB) ini"

Menimbang. bahwa pasal 54 angka 3 huruf (i), angka 4 hyryf (f) dan angka 5
KB PT. Cikarang Presis| dengan Pimpinan Unit Kerja (PUK) Serikat Pekerja Logam
FPL: Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) PT, Cikarang Presisi periode
}mn 2017-201g, 2020-2023 menyatakan besarnya uang pesangon ditetapkan
0ku'ang-kurangnya masa kerja 8 tahun atay lebih 9 byl
852 kerja 18 tahun dan kurang dari 21 tahun 7 bulan upah, besarnya uang
nggantian hak meliputi cuti tahunan yang belum diambi

gkos pulang untuk pekeria/buruh dan keluarganya <etempat dimana pekerja/burun

Hal 13 dan 16 Putusan A.ch194/Pdt.Sus-PHI/ZOﬂ/PN.Bdg

204



dtenma bekerja dan penggantian perumahan ¢an perawatan yang ditetapkan 15 %
‘ (ima belas perseratus) dari uang pensangon dan atay vang penghargaan masa kerja
bagi yang memenuhi syarat:
H Menimbang, bahwa ketentuap Pasal 154 huruf (¢ ) Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 Tentang Keter jaan P p bagaimana dimak
calam Pasal 151 ayat (3) tidak diperiukan dalam hal pekerja/buruh mencapai usia

censiun sesuai dengan ketetapan dalam peranjian kerja
Menimbang. cahwa oleh Karena terbukti Penggugat sejak tanggal 01 Agustus
2020 telan memasuki usia masa kerja 20 (dua puluh.tahun) gan tertanggal 1 Desember
2020 telah mengajukan permohonan PHK karena pensiun muda kepada Tergugat
maka berdasarkan kstentuan pasal 53 dan pasal 54 Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
yang dibuat antara PT, Cikarang Presisi dengan Pimpinan Unit Keria (PUK) Serikat
Mcgam (SPL) Federasi Serikat Pexerja Meta! Indonesia (FSPMI) PT Cikarang
f%p‘{eroce tahun 2017-2019, 2020-2023 jo Pasal 154 huruf ( ¢ ) Undang-Ungang
:‘. "émgr;o' \\3 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan serta dengan mempertimbangkan
| asa lgeignanfaatan bagi para pinak yang berselisih, Majelis Hakim berpendapat
“\\@yg}h Kera antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus sejak putusan
\»QEEz(an dengan kualifikasi PHK karena demi hukum Penggugat memenuhi Usia
Pensiun  Muda sehingga berdasarkan hal tersebut terhadap petitum gugatan

|
| Penggugat angka 2 berd hukum diny dikab
H

vy

Menimbang, banwe oieh Karena Majelis Hakim telan menyatakan, putusnya

f fubungan kerja antara para pihak dalam perkara a quo karena demi hukum Penggugat
,' memenuhi Usia Pensiun Muda, maka b ket 1 pasal 54 Perjan; Kerja
5 Bersama (PKB) yang dibuat antara PT. Cikarang Presisi dengan Pimpinan Unit Kerja
; PUK) Serikat Pekerja Logam (SPL) Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI)
PT Cikarang Presisi periode tahun 2017-2019, 2020-2023, Majelis Hakim berpendapat,

f akan adil apabila Tergugat dihukum untuk‘ membayar kompensasi secara tunai dan

sexalgus kepada Penggugat uang pesangon sebesar 2 (dua) Kali ketentuan pasal 54
ayal (3)ditambah vang penghargaan masa kerna "{salu) kall ketentuan pasal 54
2yai(4) dan citambah uang penggantiar hak 1 (saw) kali ketentuan pasal 54 ayat (5)
Peranjian Kerja Bersama (PKB) antara BT, Cikarang Presisi dengan Pimpinan Unit
Kera (PUK) Serikat Pekerja Logam (SPL) Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia
FSPMI) PT Cikarang Presisi

Menimbang.  bahwa untuk  memberikan kepastian hukum tentang nilai
“ompensas! yang menjadi hak Penggugat, sebagai akibat outusnys hubungan kerja
antara para pinak yang berselsin dalam perkara a quo maka Majelis Hakm
[ 0erikan perincian sebagai berixut
E Nama : Sarjicno

Hal 14 dari 16 Putusan Nn‘194/PdLSus-PHI/2021/PN.Bdg

1

? AN

205



206

- Awal Kerja 1 Agustus 2000

‘Rp4.724.815 -

Joan

{ °2sangon 2x9x Rp4.724 815~ = Rp 85.046 670.-

TX 7xRp4.724815. = Rp 33.073.705 -
1 vang Penggantian Hak sebesar 15%

i Jang Penghargaan Masa Kerja

X jumiah pesangon di tambah uang masa kerja
21au jika di total mendapatkan hak sebesar 28,75 kali upah

1-28.75 x Rp 4.724.815 - = Rp 135.838.431 -

( Seratus Tiga Puluh Lima Juta Delapan
etus Tiga Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Sat,

dasarkan hal tersebut terhadap petitum gugatan Penggu
ukum dinyatakan dikabulkan-

Menimbang. bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan menghukum

uang dan bukan menghukum Tergugat untuk
tidak melakukan suaty perbuatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal
Hakim berpendapat, terhadap petitum
UK menghukum Tergugat memboayar

gugatan Penggugat angka ¢
uang Dwangsom/paksa sebesar Rp
0.~ (satu juta rupiah) perhari apabila lalaifi
\\ pﬁ‘ﬁ /al kekuatan hukum tetap, tidak dapat dipert|

!, Sehingga selayaknya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa seluruh bukti yang diajukan ocleh Penggugat maupun
iuruh  bukti yang diajukan ol

eh Tergugat dalam perkara a quo, yang tidak
bertimbangkan secara saty

persatu, harusiah dianggap telah menjadi pertimbangan
furuhnya dalam mengambil putusan dalam perkara a quo:

idak menjalankan putusan sejak
imbangkan karena tidak berdasar

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di

i atas dan tanpa perlu lag mempertimbangkan bukti-bukii lainnya, maka telah cukup
#asan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan, mengabulkan gugatan Penggugat
. dniuk sebagian dengan perbaikan kalimat sebag

selain dan selebihnya

@imana amar putusan serta menolak

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian,
szdangkan nilai gugatan dalam perkara a quo kurang dari Rp 150.000.000 (Seratus
‘ Uma Puluh Juta Rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang
Nemor 2 Tahun 2004, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan pada Negara

Memperhatikan, ketentuan yang diatur dalam HIR, Undang-Undang Nomor 73
Tanun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang
yelesaian Perselisinan Hubungan Indus|
angkutan;

trial serta peraturan-peraturan lain yang |

MENGADILI
1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
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M )

Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat demi hukum

+ karena Pensiun Muda sejak Putusan ini di bacakan,

‘:h‘:ewghukum Tergugat membayar kompensasi secara tunai dan sekaligus kepada
i Senggugat dengan jumiah total seluruhnya sebesar Rp. 135.838.431.- ( Seratus Tiga
Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh
, Satu Rupiah);

i Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

i Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini ;(epada negarza;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
n Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Klas | A Khusus,
L Senin tanggal 4 Oktober 2021 oleh kami TARYAN SETIAWAN, SH.MH.
."(ua Majelis. dengan R YOSARI HELENANTO, SH., MH., dan SR!
,“,"-\\-Wl,i " SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana
i %afr;aﬂ dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Oktober
?%?é:-—otéh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi cleh para Hakim Anggota
; sebut, dibantu oleh TITIN MARTINI. SH. Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan
trial pada Pengadilan Negeri Bandung Kias | A Khusus, dengan dihadiri oleh

(4.2sa Penggugat dan tanpa hadirnya Kuasa Tergugat

L

“=3kim - Hakim Anggota ' /v}ﬂm‘rﬂ(et}ﬁ Majelis

‘ YOSARI HELENANTO, SH., MH. TARYAN SETIAWAN, SH., MH

N\
SRIWARYONT, SH.MH.

Panitera Pengga)nf

rTD/
TITIN MARTINI, SH
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Lampiran 6

Putusan Nomor 550/Pdt.S

E-mail plnhandung @ mail.com

TURUNAN/ SALINAN
PENETAPAN /PUTUSAN

PERKARA PERDATA KHUSUS PHI

Penga Mahkama!

Agung Republix Indenesia

Sus PHI/2022/PN Bdg, Dibuat sesuai
dengan aslinya pada

Dan telah dicatat di Kepaniteraan
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri KLs IA Khusus Bandun;
pada Meja Ketiga dengan Register Nomor ° 374 Sal/Pdt Sus-PHI/2022
Dikeluarkan untuk dan atas permintaan / Permohanan cari - Termohon

KETUAPENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
PADA PEN:GADILI’{PV"-_NEGERl KLS. 1A KHUSUS BANDUNG
ub
i “ ‘V@ANITERA MUDA PHI&/

Nip. 196560715.199203.1.022

Hak-hak Kepaniteraan dibayarkan pada Kasir di Kepaniteraan Perdata Khusus

Pengadilan Hubungan Industrial Bandung Pada tanggal : 28 Juni 2022 ;
i Materai =Rp. 10.000-
3 Leges Foto Copy SLembar x Rp. 500 =Rp 3.000-
- Leges Putusan =Rp. 10.000,-
PNBP =Rp. 10.000.-
Jumlah

=Rp. 33.000-
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PUTUSAN
Nomor §50 K/Pdt.Sus-PHI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan Industrial pada
tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:
PT CIKARANG PRESISI, berkedudukan di Jalan Jati Raya,
Blok J 1, Nomor 7, Newton Techno Park Lippo Cikarang,
Desa Serang, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten
Bekasi, diwakili oleh Meri Fatresia selaku Direktur, dalam
hal inj memberi kuasa kepada Herry Armanto dan Puji
Laksana, Manager Human Resources Development dan
General Affair dan Asisten Manager General Afair PT
‘anarang Presisi, beralamat di Jalan Jati Raya, Blok J 1,
No‘mor 7. Newton Techno Park Lippo Cikarang, Desa
,/; A, Spfapg, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi
| 17'550 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22
»'November 2021;
;mohon Kasasi;

Lawan
SARJIYONO, bertempat tinggal di Kampung Sekarwangi,
002 RW 028, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Cibadak,
bupaten Sukabumi, dalam hal ini memberi kuasa kepada

;

dirman dan kawan-kawan, Para Pengurus Pimpinan Unit
a Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal
donesia PT Cikarang Presisi, beralamat di Jalan Jati Raya,
Blok J 1, Nomor 7, Newton Techno Park Lippo Cikarang,
Desa Serang, Kecamatan Clkarang Selatan, Kabupaten
Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Janueri
2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

it
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Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari puiusan Ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dan memohon
kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat
karena memenuhi usia pensiun muda sejak putusan ini di bacakan;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar keseluruhan putus hubungan
kerja karena pensiun muda secara tunai dan sekaligus sesuai ketentuan
Pasal 54 Perjanjlan Kerja Bersama (PKB) di PT Cikarang Presisi sebesar

135.838.431.25 dengan rincian sebagal berikut:

ing Pesangon 2 x 9 x Rp4.724.815,00 = Rp85.046.670,00

f }l« -1 9ng Penghargaan Masa Kerja 1x7x Rp4.724.815,00= Rp33.073.705,00

Uéng Penggantian Hak sebesar 15% jumlah pesangon ditambah uang

753 Kerja atau jika ditotal mendapatkan hak 28,75 kali upah

8,75 x Rp4.724.815,00 = Rp135.838.431,25 (seratus tiga puluh lima

juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh satu ribu

rupiah dua pulun lima sen);

enghukum  Tergugat membayar uang dwangsom/paksa sebesar
.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari apabila lalaiftidak menjalankan
) n sejak mempunyai kekuatan hukum tetap;

mghukum Tergugat ,untuk membayar biaya perkara sesuai undang-

;';3 ang;
’S pw)z;r,
Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
berpendapat lain mohan putusan yang seadil-adiinya (ex aequo et bone);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan
Putusan Nomor 194/Pdt.Sus-PHI/2021/PN BDG., tanggal 11 Oktober 2021,

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 550 K/Pdt. Sus-PHI2022
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yang amarﬁya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat
demi hukum karena pensiun muda sejak putusan ini di bacakan;

3. Menghukum Tergugat membayar kompensasl secara tunai dan
sekaligus kepada Penggugat dengan jumiah total seluruhnya sebesar
Rp135.83&43'1,00 (seratus tiga puluh lima juta delapan ratus tiga puluh
delapan ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan seieblhnya;
Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada

Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon

Kasasi pada tanggal 18 November 2021 kemudian terhadapnya oleh

Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa

Kﬁbsus tanggal 22 November 2021 diajukan permohonan kasasi pada

tangé_at 1 Desember 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan

Péf{n‘nhonan Kasasi Nomor 175/Kas/G/2021/PHI/PN Bdg,, yang dibuat oleh

_?’ itera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung,

' gﬂohcnan tersebut disertai dengan memor kasasi yang diterima di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial tersebut pada tanggal

13 Desember 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya

) diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam
va

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima
_ tanggal 13 Desember 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/semula Tergugat;

2. Membatalkan Putusan Pengadilén Hubungan Industrial pada Pengadilan
Negeri Bandung Kelas 1A Nomor Perkara Nomor 194/Pdt.Sus-PH!/2021/
PN Bdg., tanggal 11 Oktober 2021, dan

§
E
£
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Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1.
2.

4.
5.

Mengabulkan gugatan Penggug_at untuk sebagian;

Menyatakan putusan hubungan kerja antara Penggugat dengan
Tergugat demi hukum karena pensiun muda sejak putusan ini dibacakan:
Menghukum Tergugat membayar kompensasi secara tunai dan
sekaligus kepada Penggugat dengan jumlah total seluruhnya sebesar
Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

Atau apabila Majells Hakim yang terhormat berpendapat lain, kami mohon
p

di
P!

utusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bona);
Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon
asasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 19 Januari 2022

\aﬁﬁ\ pada pokoknya mohon kepada Mahkamah Agung agar menolak

//LP

ehyuponan kasasi dari Pemohon Kasasi;
' M g, bahwa p al lasan tersebut, Mahkamah
guhb berpendapat:

:/ Bahwa zlasan-alasan keberatan dari Pemohon Kasasi tidak dapat

ibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti dengan saksama
ertimbangan judex facti dihubungkan dengan memori kasasi dan kontra
ri kasasi ternyata penimbangan dan putusan judex facti telah tepat

’5020 sesuai dengan Pasal 53 dan Pasal 54 Perjanjian Kerja Sersama
yang dibuat antara PT Cikarang Presisi dengan Pimpinan Unit Kerja
(PUK) Serikat Pekerja Logam (SPL) Federasi Serikat Pekerjia Metal
Indonesia (FSPMI) PT Cikarang Presisi Periode 2017-2018, 2020-2023,
maka Penggugat dapat diputus hubungan kerja karena pensiun muda
dengan hak pensiun;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 550 K/Pdt. Sus-PHI/2022
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- Bahwa sudah tepat pertimbangan putusan judex facti hubungan kerja
antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus sejak putusan
di dengan i 1 hubungan kerja karena dem
hukum Penggugat memenuhi usia pensiun muda, sehingga sesuai
ketentuan Pasal 54 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang dibuat tersebut
maka Tergugat dihukum untuk membayar kompensasi secara tunai dan
sekaligus sebagaimana putusan judex facti;

- Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut merupakan pengulangan dalil
dan mengenal penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan
tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam
pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat
kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum,
adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam

yaral-syarat yang oleh perundang-

/%—‘ Ngan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang
bersar atau biia tidak b ng atau mel;

A’ bsta'!% Y imana di dalam Pasal 30 Undang

Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana

4! te/lah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan
perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

M 9, bahwa p igan tersebut dl atas,
ternyata bahwa putusan P ilan ial pada P

eri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum
3 ’\::'ds?\/alau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan clgh
" Pemohon Kasasi: PT CIKARANG PRESIS! tersebut harus ditolak;
i Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di
bawah Rp150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka
biaya perkara dalam tingkat kasasi Ini dibebankan kepada negara;
Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang

Y ian F 9 , Undang Undang Nomor 48
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Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan
Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan
Undang Undang Nemor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan
lain yang bersangkutan;
MENGADILI:
1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohen Kasasi PT CIKARANG
PRESISI tersebut;

2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada
Mahkamah Agung hari Selasa, tanggal 19 April 2022 oleh Dr. H. Panji Widagdo,
S.H., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung
sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr
Andari Yuriko Sari, S.H., MH., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim
Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga
olsh Ketua Majelis dengan dihadii Para Hakim Anggota tersebut dan
Lismawati, S.H., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota: i Ketua Majelis,
T ttd./ ttd./
m’ igeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., Dr. H. Panji Widagdo, S.H., MH.,
/s ﬁ & td./
/‘\S\fg A\ﬁdari Yuriko Sari, S.H., MH.,
\(k&/‘q 3 . Panitera Pengganti,
Ny ttd./

Lismawati, S.H., M.H.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.

N a.n. Panitera
ﬁ(ﬁ& Muda Perdata K@:
1

UBROTO, S.H.
590820 198.

-Hum.
002

463

1
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI

Nama : Inez Candra Fadhilah
Tempat/ Tanggal Lahir : Brebes, 06 Juli 2001
Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat Rumah : Jalan Amarta Bulugede

RT 02/RW 05 Patebon, Kabupaten Kendal, Provinsi

Jawa Tengah, Kode Pos 5135

E-Mail :

inezcandraS@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

SDN 01 Wanasari 2007-2013

SMPN 01 Cikarang Selatan 2013-2016

SMAN 01 Wanasari 2016-2019

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Biro Hukum Pergerakan Mahasiswa Islam
Indonesia (PMII) Rayon Syariah (2019-2022)

2. Bendahara  Keluarga  Besar = Mahasiswa
Jabodetabek (2019-2020)

3. Koordinator Departemen Administrasi Himpunan
Mabhasiswa Jurusan (HMJ) Ilmu Hukum UIN
Walisongo Semarang (2020-2021)

4. Staff Kementrian Ekonomi Kreatif Dewan
Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Syari’ah
dan Hukum UIN Walisongo Semarang (2022-
2023)

5. Anggota Lembaga Kesejahteraan Sosial Berbasis
Mahasiswa Semarang (2022-2023)
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